
SALINAN

BUPATI KARANGANYAR 
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR 
NOMOR Z'} S) TAHUN 2018 

TENTANG .

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 103 Peraturan 

Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun. 2014 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur 
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 4738);



11. Peraturan Pemerintah' Nomor 1 Tahun 2008 tentang 
Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana 
telah diubah dengan -Peraturan Pemerintah Nomor 49 
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 1; Tahun 2008 tentang Investasi 
Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5261);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Pemerintah. Nomor 80 Tahun 2010 tentang
Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan 
Pasal 21 Atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun'2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor ;59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

’ • ' 1
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor! 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2012 tentang 
Dana Darurat ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor! 76, Tambahan Lebaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5299);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
j i

Pengelolaan Barang j Milik Negara/ Daerah ( Lembaran
I j

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533 );

18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 
2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan 
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta 
Penyampaiannya;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 
Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar 
Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Karanganyar tahun 2014 nomor 11);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR 

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.



BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Karanganyar.

5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah 
dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang 
dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala 
bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan 
kewajiban Daerah tersebut.

6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan 
kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan 
pengawasan Keuangan Daerah.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 
Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama 
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah.

8. Surat Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat SPJ 
adalah bukti pembayaran dan atau bukti pembelian yang 
merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan 
dimaksud.

9. Tahun Anggaran adalah masa pelaksanaan kegiatan dalam 
satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 
Desember.



10. Badan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat BKD 
adalah Unit Kerja yang melaksanakan satu atau beberapa 
program.

11. Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disingkat PAD adalah 
sumber pendapatan yang didapat dan dikelola oleh Daerah 
sendiri.

12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah 
adalah. Bupati yang karena jabatannya mempunyai 
kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan 
Keuangan Daerah.

13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disingkat PPKD adalah Kepada Satuan Kerja Pengelola 
Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD 
yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD 
dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD 
adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai 
Bendahara Umum Daerah.

15. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut 
Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk 
melaksanakan sebagian tugas BUD.

16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah 
selaku PA/barang.

17. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan 
satu atau beberapa program.

18. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah 
Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran 
untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang 
dipimpinnya.

19. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA 
adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan 
sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian 
tugas dan fungsi SKPD.



20. Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat PB adalah 
kepala SKPD yang memegang kewenangan penggunaan 
Barang Milik Daerah selaku pejabat pengguna anggaran;

21. Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KPB 
adalah kepala Unit Kerja yang merupakan KPA atau 
pejabat yang ditunjuk oleh PB untuk mendapat limpahan 
sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan 
Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang untuk 
menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam 
penguasaannya dengan sebaik-baiknya;

22. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya 
disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit Kerja SKPD yang 
melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu 
program sesuai dengan bidang tugasnya.

23. Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat PB adalah 
pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik 
Daerah.

24. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang 
Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung 
seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh 
pengeluaran Daerah.

25. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat 
penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati 
untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan 
membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang 
ditetapkan.

26. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat fungsional yang 
ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, 
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang 
pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada 
SKPD.

27. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang 
ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, 
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang 
untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka 
pelaksanaan APBD pada SKPD.



28. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas 
Daerah.

29. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas
Daerah. ' /  ' - ' .

30. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang 
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

31. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang 
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

32. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara 
Pendapatan Daerah dan belanja Daerah.

33. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu 
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima 
kembali, baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan 
maupun pada Tahun Anggaran berikutnya.

34. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya 
disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan 
dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

35. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang 
mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau 
menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain 
sehingga Daerah dibebani kewajiban untuk membayar 
kembali.

36. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang 
akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan 
anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

37. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang 
tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan 
pembangunan nasional.

38. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk 
upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan 
menggunakan sumber daya yang disediakan untuk 
mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.

39. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan 
oleh satu atau lebih Unit Kerja pada SKPD sebagai bagian 
dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan 
terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya



)

baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang 
modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau 
kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya 
tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan 
keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

40. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu 
Program atau keluaran yang diharapkan dari suatu 
Kegiatan.

41. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan 
oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung 
pencapaian Sasaran dan tujuan Program dan kebijakan.

42. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan 
berfungsinya keluaran dari Kegiatan dalam satu Program.

43. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen 
perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

44. Rencana Keija Pemerintah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah 
untuk periode 1 (satu) tahun.

45. Rencana Keija dan Anggaran SKPD yang selanjutnya 
disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan 
penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan 
rencana belanja Program dan Kegiatan SKPD sebagai dasar 
penyusunan APBD.

46. Rencana Keija dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan 
Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah 
rencana kerja Badan Keuangan Daerah selaku BUD.

47. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA 
adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang 
pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang 
mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

48. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya 
disingkat PPAS merupakan Program prioritas dan patokan 
batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD 
untuk setiap Program sebagai acuan dalam penyusunan 
RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.



49. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya 
disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat 
pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan 
sebagai dasar pelaksanaan oleh PA.

50. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat 
SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang 
bertanggung jawab atas pelaksanaan Kegiatan/Bendahara 
Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

51. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat 
SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar 
pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan 
SPM.

52. Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang 
selanjutnya disingkat SP2B adalah dokumen yang 
dipergunakan sebagai dasar penyerahan pendapatan dan 
belanja yang disahkan BUD berdasarkan SP3B.

53. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM 
adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh PA/KPA 
untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA- 
SKPD.

54. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya 
disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh 
PA/KPA untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran 
DPA-SKPD kepada pihak ketiga.

55. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah 
sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan keija 
dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.

56. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang 
selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang 
diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D atas 
beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai 
uang persediaan untuk mendanai kegiatan operasional 
kantor sehari-hari.

57. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang 
selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang 
diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D atas



beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan 
untuk mengganti UP yang telah dibelanjakan.

58. Surat Perintah Membayar Tambah Uang Persediaan yang 
selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang 
diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D atas 
beban pengeluaran DPA-SKPD karena kebutuhan dananya 
melebihi jumlah batas pagu uang persediaan yang telah 
ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

59. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja 
yang selanjutnya disingkat SP3B adalah dokumen yang 
diterbitkan oleh PA/KPA untuk menerbitkan SP2B atas 
penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang tidak melalui 
Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

60. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar 
kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah 
Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat 
perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

61. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau 
diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan 
lainnya yang sah.

62. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar 
Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah 
Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan 
peraturan perundang-undangan, perjanjian atau 
berdasarkan sebab lainnya yang sah.

63. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk 
menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif 
besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu Tahun 
Anggaran.

64. Sistem Pengendalian Intern Keuangan Daerah merupakan 
suatu proses yang berkesinambungan yang dilakukan oleh 
Lembaga/Badan/Unit yang mempunyai tugas dan Fungsi 
melakukan pengendalian melalui audit dan evaluasi, untuk 
menjamin agar pelaksanaan, kebijakan pengelolaan



Keuangan Daerah sesuai dengan rencana dan peraturan 
perundang-undangan.

65. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, 
dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat 
perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

66. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 
BLUD adalah SKPD/Unit Kerja pada SKPD di lingkungan 
Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan 
pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang 
dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari 
keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya 
didasarkan pada prinsip efisien dan produktifitas.

67. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD 
adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk 
melaksanakan Kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.

68. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh 
manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat 
sosial dan/atau j manfaat lainnya sehingga dapat 
meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka 
pelayanan kepada masyarakat.

69. Unit Keija Pengadaan Barang /Jasa yang selanjutnya 
disingkat UKBJ adalah unit keija di kemeiitrian / lembaga 
/pemerintahan Daerah yang menjadi pusat keunggulan 
Pengadaan Barang/Jasa.

70. Pejabat Pembuat Komitmen adalah yang selanjutnya 
disingkat PPKom adalah pejabat yang diberi kewewenangan 
oleh PA/KPA untuk mengambil Keputusan dan/atau 
melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan 
pengeluaran anggaran belanja daerah.

71. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekeijaan yang selanjutnya 
disingkat PPHP adalah pejabat administrasi /pejabat 
fungsional /personil yang bertugas memeriksa administrasi 
hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa.

72. Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang 
selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas



memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan 
Barang/Jasa.

73. Aparat Pegawai Intern Pemerintah yang selanjutnya 
disingkat APIP adalah aparat yang memperlakukan 
pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi 
dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelengaraan 
tugas dan fungsi Pemerintah.

BABII
RUANG LINGKUP SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

Pasal 2
(1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai kebijakan 

sistem Pengelolaan Keuangan Daerah dan prosedur 
Pengelolaan Keuangan Daerah.

(2) Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Struktur Pengelolaan Keuangan Daerah;
b. Struktur APBD;
c. Penyusunan APBD;
d. Pelaksanaan APBD;
e. Perubahan APBD;
f. Perencanaan Kas;
g. Penatausahaan Keuangan Daerah;
h. Pertanggungjawaban Keuangan;
i. Pembukaan dan Penutupan Rekening Bank pada 

SKPD;
j. Pelaksanaan Program Kegiatan APBD:
k. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
l. Format Dokumen Pengelolaan Keuangan;
m. Akuntansi Keuangan Daerah;
n. Pengawasan;
o. Pengelolaan Keuangan Lainnya; dan
p. Ketentuan Penutup.



BAB III
STRUKTUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

Bagian Kesatu
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 3
Bupati selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan 
Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan 
Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Bagian Kedua
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pasal 4
Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan 
Daerah berkaitan dengan peran dan fungsinya daiam 
membantu Bupati menyusun kebijakan dan 
mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan 
Daerah termasuk Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bagian Ketiga
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Umum 

Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Pejabat 
Penatausahaan Keuangan PPKD

Paragraf 1
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum 
Daerah ,

Pasal 5
Fungsi BUD dilaksanakan oleh Kepala BKD

Pasal 6
Fungsi PPKD melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak 
sebagai BUD.



Pasal 7
Bupati menunjuk pejabat yang melaksanakan Fungsi PPKD 
selaku BUD apabila Kepala SKPKD berhalangan tetap/ 

sementara.

Paragraf 2
Kuasa Bendahara Umum Daerah 

Pasal 8
(1) BUD menunjuk pejabat selaku kuasa BUD yakni :

a. Kepala Bidang Anggaran selaku Kuasa BUD bertugas :
1. menyiapkan anggaran Kas; dan
2. melaksanakan pengendalian pelaksanaan APBD.

b. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah selaku 
Kuasa BUD bertugas:
1. menyiapkan SPD;
2. menyiapkan SP2D;
3. menyiapkan SP2B;
4. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan 

pejabat PA/KPA atas beban Rekening Kas Umum 
Daerah;

5. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama 
Pemerintah Daerah;

6. melaksanakan penempatan uang Daerah dan 
mengelola/menatausahakan Investasi Daerah;

7. melakukan pengelolaan utang dan Piutang Daerah;
8. melakukan penagihan Piutang Daerah;
9. membantu BUD dalam menyiapkan Laporan Posisi 

Kas Harian dan Rekonsiliasi Bank;
10. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan 

kekayaan Daerah berupa surat-surat berharga 
untuk aset lancar;

11. memantau pelaksanaan penerimaan dan 
pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga 
keuangan lainnya yang ditunjuk;

12. menyimpan uang Daerah serta melaksanakan



penempatan uang ' Daerah, antara lain 
pengadministrasian jasa giro kasda, jasa giro 
pemegang kas, tabungan dan pendapatan denda 
keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;

13. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan 
dalam pelaksanaan APBD;

14. bertanggung jawab terhadap pengadministrasian 
Penerimaan Pembiayaan Daerah, antara lain yang 
berasal dari SILPA Tahun sebelumnya, dan 
Penarikan Aset Management Unit (AMU) dari bank 
dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk 
atau Bank Penyimpan Kas Daerah; dan

15. mengadministrasikan penerimaan pengembalian gaji 
Tahun Anggaran sebelumnya, Penerimaan Taspen, 
Sumbangan masyarakat (atau sebutan lainnya) dan 
Pengembalian Belanja Tahun Anggaran 
Sebelumnya.

c. Kepada Bidang Pendataan, Pengolahan dan Penetapan
selaku kuasa BUD melaksanakan tugas yaitu:
1. melaksanakan pendaftaran wajib pajak/wajib

retribusi Daerah;
2. mengumpulkan dan mengolah data yang

berhubungan dengan potensi dan peningkatan
Pendapatan Daerah; dan

3. melaksanakan penghitungan dan penetapan
besaran pajak Daerah yang harus dibayar oleh wajib 
pajak dan wajib retribusi dengan mengkaji data 
yang masuk sesuai pedoman yang berlaku.

d. Kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan
Pajak selaku kuasa BUD melaksanakan tugas yaitu :
1. merumuskan, mengumpulkan dan mengolah data 

rencana Kegiatan di bidang penagihan pajak Daerah 
yang telah jatuh tempo, melayani keberatan dan 
banding serta melaksanakan pemeriksaan pajak 
sebagai pedoman pelaksanaan tugas; dan

2. melaksanakan penagihan piutang pajak Daerah.



e. Kepala Bidang Akuntansi selaku kuasa BUD 
melaksanakan tugas yaitu :
1. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan 

Keuangan Daerah; dan
2. menyajikan informasi Keuangan Daerah.

f. Kepala Bidang Aset Daerah selaku kuasa BUD 
melaksanakan tugas yaitu :
1. menyimpan seluruh bukti kepemilikan kekayaan 

Daerah untuk aset tetap; dan
2. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan 

Barang Milik Daerah.
(2) Kuasa BUD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya 

kepada BUD.
(3) Penunjukan Kuasa BUD ditetapkan dengan Keputusan 

Bupati atas usul Kepala BKD selaku BUD melalui 
Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD 

Pasal 9
Kepala SKPKD menetapkan pejabat yang melaksanakan Fungsi
tata usaha keuangan SKPKD sebagai PPK-PPKD, yang
mempunyai tugas :
a. meneliti kelengkapan SPP-LS yang disampaikan oleh 

Bendahara Pengeluaran PPKD;
b. menyiapkan SPM-LS untuk ditandatangani oleh PPKD;
c. melakukan verifikasi terhadap dokumen SPJ Bendahara 

Pengeluaran PPKD;
d. setelah diverifikasi, dokumen SPJ Bendahara Pengeluaran 

dan kelengkapannya diberikan kepada PPKD untuk 
mendapatkan pengesahan;

e. dalam melaksanakan tugasnya, PPK-PPKD dapat dibantu 
oleh staf yang melaksanakan Fungsi verifikasi, dan 
pelaporan; dan



f. setelah mendapatkan pengesahan dari PPKD, dokumen 
SPJ diberikan kepada Bendahara Pengeluaran PPKD untuk 
SPJ administratif disimpan sebagai dokumen 
petanggungjawaban sedangkan SPJ fungsional dikirim ke 
Bupati c.q. Kepala BKD.

Pasal 10
(1) Pejabat PPK-PPKD yang ditunjuk adalah pejabat struktural 

eselon III di lingkungan SKPKD.
(2) Pejabat PPK-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPKD.

Bagian Keempat
Pejabat PA/PB, Pejabat Kuasa PA/PB, Pejabat Penatausahaan 

Keuangan SKPD, dan PPTK

Paragraf 1 
Pejabat PA/PB 

Pasal 11
Kepala SKPD selaku Pejabat PA/PB berwenang dan 
bertanggung jawab atas tertibnya penatausahaan anggaran 
yang dialokasikan pada SKPD yang dipimpinnya, termasuk 
melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara 
Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sekurang-kurangnya 
1 (satu ) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Pasal 12
Dalam hal Pejabat PA/PB berhalangan, Bupati menetapkan 
pejabat sementara yang diberi kewenangan sebagai Pejabat PA.

Paragraf 2
Pejabat Kuasa PA/PB 

Pasal 13
Pejabat PA/PB dalam melaksanakan tugas dapat melimpahkan 
sebagian kewenangannya dengan menunjuk Pejabat KPA /KPB 
untuk melaksanakan Program dan Kegiatan SKPD dan



bertanggung jawab kepada Pejabat PA / PB, yaitu :
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran 

atas beban anggaran belanja;
b. melaksanakan anggaran Unit Keija yang dipimpin;
c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkah 

pembayaran;
d. mengadakan ikatan / perjanjian keijasama dengan pihak 

lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
f. mengawasi pelaksanaan anggaran Unit Kerja yang 

dipimpinnya;
g. melaksanakan tugas-tugas KPA/KPB lainnya berdasarkan 

kuasa yang dilimpahkan oleh PA/PB;
h. KPA/KPB sebagaimana dimaksud bertanggung jawab atas 

pelaksanaan tugasnya kepada PA/PB;
i. dalam pengadaan barang/jasa, KPA sekaligus bertindak 

sebagai PPKOM; dan
j. dalam hal Pejabat KPA/KPB berhalangan, maka 

kewenangan kembali kepada Pejabat PA/PB atau dapat 
diusulkan kepada Bupati untuk menetapkan pejabat 
sementara yang diberi kewenangan sebagai Pejabat Kuasa 
KPA/KPB.

Paragraf 3
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD 

Pasal 14
(1) Kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan 

Fungsi tata usaha keuangan SKPD sebagai PPK-SKPD, yang 
mempunyai tugas : .
a. meneliti kelengkapan pengadaan barang/jasa yang 

disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan 
diketahui/disetujui oleh PPTK;

b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan 
SPP-LS termasuk gaji dan tunjangan Pegawai Negeri 
Sipil serta penghasilan lainnya yang diajukan oleh



Bendahara Pengeluaran;
c. melakukan verifikasi SPP;
d. menyiapkan SPM;
e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
f. melakukan akuntansi SKPD;
g. menyiapkan laporan keuangan SKPD;
h. melaksanakan verifikasi atas SPJ yang disampaikan 

oleh Bendahara Penerimaan/Pengeluaran; dan
i. PPK-SKPD mengusulkan Pejabat/Petugas yang 

melaksanakan Fungsi perbendaharaan, akuntansi dan 
verifikasi kepada PA.

(2) dalam melaksanakan tugasnya, PPK-SKPD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh staf yang 
melaksanakan Fungsi verifikasi, akuntansi dan pelaporan.

Pasal 15
Penunjukan PPK-SKPD memperhatikan larangan perangkapan 
jabatan sebagai berikut:
a. PPK-SKPD tidak diperbolehkan merangkap sebagai pejabat 

yang bertugas melakukan pemungutan, Penerimaan 
Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran 
dan / atau PPTK; dan

b. PPK-SKPD tidak diperbolehkan menjadi PPKom.

Paragraf 4
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD 

Pasal 16
(1) PA/PB dan/atau KPA/KPB dalam melaksanakan Program 

dan Kegiatan menunjuk pejabat selaku PPTK.
(2) Penunjukan PPTK didasarkan pertimbangan kompetensi 

jabatan, anggaran Kegiatan, beban keija, lokasi, dan atau 
rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

(3) PPTK mempunyai tugas :
a. menyusun rencana jadwal pelaksanaan Kegiatan keija



b. yang dikoordinasikan dengan Pejabat Pengadaan atau 
ULP;

c. mengendalikan pelaksanaan Kegiatan;
d. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan;
e. menyiapkan dokumen anggaran atas beban 

pengeluaran pelaksanaan Kegiatan;
f. bertanggung jawab atas pencapaian target, sasaran dan 

manfaat Kegiatan yang dikendalikannya;
g. meneliti dan mengoreksi dokumen-dokumen Kegiatan 

(peijanjian kontrak/ keijasama, Berita Acara Penilaian 
Hasil Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Hasil 
Pekerjaan, Berita acara pembayaran dan dokumen 
Kegiatan lainnya) yang akan dimintakan tanda tangan 
PA atau Kuasa PA;

h. membantu menyiapkan perjanjian/kontrak dengan 
pihak penyedia barang/jasa;

i. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Kegiatan yang 
menjadi tanggung jawabnya kepada PA atau Kuasa PA;

j. setelah Kegiatan dinyatakan selesai, PPTK menyiapkan 
berita acara serah terima aset dan atau hasil pekerjaan 
kepada PA atau KPA yang pelaporannya disampaikan 
kepada Bupati; dan

k. menandatangani bukti pengeluaran atas penggunaan 
UP.

Pasal 17
(1) Pejabat pada SKPD atau Unit Kerja yang ditunjuk selaku 

PPTK adalah:
a. pejabat struktural eselon III; atau
b. pejabat struktural eselon IV.

(2) PPTK yang dijabat oleh pejabat eselon III bertanggungjawab 
atas pelaksanaan tugasnya kepada PA.

(3) PPTK yang dijabat oleh pejabat eselon IV bertanggungjawab 
atas pelaksanaan tugasnya kepada PA melalui pejabat 
eselon III diatasnya.



Pasal 18
PPTK-SKPD dilarang menjadi Pejabat Pengadaan dan

menjadi tanggung jawabnya.

Bagian Kelima
Bendahara Penerimaan PPKD, Bendahara Pengeluaran PPKD, 
Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, 

Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu

Paragraf 1
Bendahara Penerimaan PPKD umum 

Pasal 19
Bupati atas usul PPKD menetapkan :
a. Bendahara Penerimaan PPKD;
b. Bendahara Pengeluaran PPKD;
c. Bendahara Penerimaan;
d. Bendahara Penerimaan Pembantu;
e. Bendahara Pengeluaran; dan
f. Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Paragraf 2
Bendahara Penerimaan PPKD 

Pasal 20
(1) Bendahara Penerimaan PPKD bertugas untuk

menatausahakan dan membuat laporan seluruh
penerimaan PPKD, yang meliputi:
a. penerimaan pendapatan dari dana perimbangan;
b. pendapatan transfer;
c. Pendapatan lain-lain yang sah; dan
d. Pembiayaan Penerimaan:



1. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) bendahara penerimaan PPKD 
berwenang untuk mendapatkan bukti transaksi atas 
pendapatan yang diterima melalui bank;

2. administrasi pada bendahara penerimaan PPKD 
yaitu:
a. buku kas umum;
b. bukti penerimaan/nota kredit; dan
c. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara 

Penerimaan PPKD meliputi Laporan 
Pertanggungjawaban Administrasi dan Laporan 
Pertanggungjawaban Fungsional.

(2) Bendahara Penerimaan PPKD wajib membuat laporan surat 
pertanggungjawaban pengelolaan uang yang menjadi 
tanggung jawabnya kepada Kepala BKD, paling lambat 
tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya dengan 
pertanggungjawaban berupa Buku Kas Umum, Buku 
Penerimaan Bulanan dan bukti penerimaan lainnya yang 
sah.

(3) Tembusan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dikirim kepada Kepala Bidang Anggaran BKD dan Kepala 
Bidang Akuntansi BKD.

(4) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan 
analisis atas laporan pertanggungjawaban.

Paragraf 3
Bendahara Pengeluaran PPKD 

Pasal 21
(1) Bendahara pengeluaran PPKD bertugas untuk 

menatausahakan dan mempertanggungjawabkan seluruh 
pengeluaran PPKD, meliputi:
a. Belanja Hibah;
b. Belanja Bantuan Sosial;
c. Belanja Bagi Hasil;
d. Belanja Bantuan Keuangan;



e. Belanja Bunga; dan
f. Belanja Tak Terduga dan Pembiayaan.

(2) Bendahara pengeluaran PPKD berwenang :
a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan 

SPP-LS PPKD;
b. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS 

PPKD; dan
c. mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS PPKD 

kepada pejabat yang terkait, apabila dokumen tersebut 
tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.

(3) Bendahara Pengeluaran PPKD menyusun:
a. buku Register SPP, SPM dan SP2D;
b. buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran PPKD;
c. buku Rincian Obyek Belanja Pengeluaran PPKD dan 

Buku rekapitulasi pengeluaran per rincian obyek; dan
d. Laporan Pertanggung jawaban Bendahara Pengeluaran 

PPKD meliputi Laporan Administratif dan Laporan 
Fungsional.

(4) Bendahara Pengeluaran PPKD wajib membuat laporan 
surat pertanggungjawaban pengelolaan uang yang menjadi 
tanggung jawabnya kepada Kepala BKD, paling lambat 
tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya dengan 
pertanggungjawaban berupa Buku Kas Umum, Buku 
pengeluaran bulanan dan bukti pengeluaran lainnya yang 
sah.

(5) Tembusan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dikirim kepada Kepala Bidang Anggaran dan Kepala 
Bidang Akuntansi.

(6) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan 
analisis atas laporan pertanggungjawaban.

Paragraf 4
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu

Pasal 22
(1) Bendahara Penerimaan mempunyai tugas menerima,



menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan 
mempertanggungjawabkan uang penerimaan Pendapatan 
Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

(2) Bendahara Penerimaan SKPD berwenang :
a. menerima uang yang bersumber dari pendapatan asli 

Daerah;
b. menyimpan bukti seluruh penerimaan;
c. menyetorkan penerimaan uang yang diterima ke 

Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari 
kerja berikutnya kecuali karena kondisi geografis maka

: Bendahara Penerimaan yang lokasi keijanya jauh dari
bank yang ditunjuk selaku Kas Umum Daerah dibatasi 
sampai dengan 2 (dua) hari keija;

d. mendapatkan bukti transaksi yang telah divalidasi atas 
pendapatan yang disetor melalui bank selaku Kas 
Umum Daerah/kas BLUD;

e. menerima dan memverifikasi pertanggungjawaban yang 
dibuat oleh Bendahara Penerimaan Pembantu; dan

f. melakukan pencocokan kas yang dikelola oleh 
Bendahara Penerimaan Pembantu sekurang-kurangnya 
1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

(3) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya 
kepada KPA, Bupati menetapkan Bendahara Penerimaan 
Pembantu pada Unit Kerja terkait atas usul kepala SKPD 
dengan pertimbangan BUD.

(4) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu 
dapat dibantu oleh pembuat dokumen dan pencatat 
pembukuan yang ditetapkan oleh kepala SKPD selaku PA.

Paragraf 5
Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran

Pembantu

Pasal 23
(1) Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas menerima, 

menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan



mempertanggungjawabkan pengeluaran uang.
(2) Bendahara Pengeluaran SKPD berwenang :

a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan 
SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU dan SPP-LS;

b. menerima dan menyimpan UP;
c. melaksanakan pembayaran dari UP yang dikelolanya;
d. menolak perintah membayar dari PA/KPA apabila 

terdapat dokumen yang tidak sesuai dengan ketentuan 
peraturan;

e. meneliti kelengkapan dokumen pendukung pengajuan 
SPP-LS yang diberikan oleh PPTK; dan

f. mengembalikan dokumen pendukung pengajuan SPP- 
LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut 
tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.

(3) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya 
kepada KPA, Bupati menetapkan Bendahara Pengeluaran 
Pembantu pada Unit Kerja terkait atas usul Kepala SKPD 
dengan pertimbangan BUD.

(4) Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD berwenang ;
a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan 

SPP-TU dan SPP-LS;
b. menerima dan menyimpan uang persediaan yang 

berasal dari Tambahan Uang dan/atau pelimpahan UP 
dari Bendahara Pengeluaran;

c. melaksanakan pembayaran dari UP yang dikelolanya;
d. menolak perintah membayar dari KPA yang tidak sesuai 

dengan ketentuan peraturan;
e. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS 

yang diberikan oleh PPTK; dan
f. mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang 

diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak 
memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.

(5) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 
dapat dibantu oleh Kasir, Pembuat Dokumen, Pencatat 
Pembukuan, Pembuat Daftar Gaji dan Pengurusan Gaji 
yang ditetapkan oleh Kepala SKPD selaku PA.



Pasal 24
Persyaratan untuk menjadi Bendahara Penerimaan PPKD, 
Bendahara Pengeluaran PPKD, Bendahara Penerimaan, 
Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran 
dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 17 sebagai berikut:
a. telah mengikuti kursus/bintek/diklat bendaharawan

Daerah;
b. tidak menjabat sebagai bendahara selama 5 (lima) tahun 

berturut-turut pada SKPD yang bersangkutan; dan
c. tidak diperbolehkan merangkap sebagai PA, KPA, Pengurus 

Barang, Penyimpan Barang, PPK-SKPD, PPTK, 
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, PPKom dan 
Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan.

Pasal 25
Bendahara Penerimaan PPKD, Bendahara Pengeluaran PPKD, 
Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, 
Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran 
Pembantu karena sesuatu hal tidak dapat melaksanakan 
tugas, maka dilaksanakan penatausahaan sebagai berikut:
a. lebih dari 3 (tiga) hari sampai paling lama 1 (satu) bulan, 

Bendahara tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada 
staf yang ditunjuk untuk melakukan penerimaan 
/penyetoran/pembayaran dan tugas-tugas Bendahara 
Penerimaan/Pengeluaran atas tanggungjawab Bendahara 
Penerimaan/Pengeluaran yang bersangkutan dengan 
diketahui PA/PB;

b. lebih dari 1 (satu) bulan sampai paling lama 3 (tiga) bulan, 
harus ditunjuk Bendahara Penerimaan /Bendahara 
Pengeluaran sementara dan disertai berita acara serah 
terima pekeijaan; dan

c. lebih dari 3 (tiga) bulan belum juga dapat melaksanakan 
tugas, Kepala SKPD wajib mengusulkan pengganti kepada 
Kepala PPKD.



BAB IV
STRUKTUR APBD

Bagian Kesatu 
Pendapatan Daerah

Pasal 26

Pasal 27
SKPD mengajukan rencana PAD dalam APBD dengan 
mempertimbangkan:
a. kondisi perekonomian tahun-tahun sebelumnya;
b. perkiraan pertumbuhan ekonomi Tahun Anggaran yang 

akan datang;
c. realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya; dan
d. ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28
Penganggaran pendapatan dalam APBD yang bersumber dari 
dana perimbangan khususnya untuk dana bagi hasil dan dana 
alokasi umum agar mempertimbangkan :
a. alokasi dana perimbangan Tahun Anggaran berjalan; dan
b. realisasi penerimaan dana perimbangan Tahun Anggaran 

sebelumnya.

Pasal 29
(1) Dalam hal SKPD mempunyai tugas dan Fungsi pendapatan 

terdapat penerimaan yang sudah ada tarif pungutannya, 
namun tidak dianggarkan sebagai pendapatan, maka 
dicatat sebagai pendapatan SKPD.

(2) Dalam hal SKPD mempunyai tugas dan Fungsi pendapatan 
terdapat penerimaan yang belum ada tarif pungutannya 
maka dicatat sebagai pendapatan SKPD pada rekening lain- 
lain PAD yang Sah.



Pasal 30
Dalam hal SKPD tidak mempunyai tugas dan Fungsi 
pendapatan terdapat realisasi penerimaan, maka dicatat 
sebagai pendapatan SKPKD pada rekening lain-lain PAD yang 
Sah.

Pasal 31
(1) Penerimaan hibah oleh Pemerintah Daerah dicatat sebagai 

pendapatan hibah dalam kelompok lain-lain pendapatan 
yang sah pada APBD.

(2) Penerimaan hibah berupa barang dan/atau jasa dicatat 
berdasarkan harga perolehan atau taksiran nilai wajar 
barang dan atau jasa tersebut.

(3) Penerimaan hibah berupa barang dan/atau jasa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat sebagai 
pendapatan hibah dalam rekening kelompok lain-lain 
pendapatan yang sah.

(4) Untuk keperluan administrasi anggaran, diterbitkan SPD 
Nihil dan SP2D Pengesahan sebesar nilai barang dan/atau 
jasa yang diterima.

Bagian Kedua 
Belanja Daerah

Pasal 32
Rencana Belanja Daerah dituangkan dalam APBD.

Pasal 33
(1) Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, 

kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai 
diperhitungkan penambahan (accretion) yang besarnya 
maksimal 2 % (dua persen) dari jumlah belanja pegawai 
(gaji pokok dan tunjangan).

(2) Tunjangan anak dan tunjangan istri/suami dihitung sejak



ditetapkan.
(3) Gaji berkala dapat dimintakan kekurangannya dalam 1 

(satu) Tahun Anggaran berkenaan.
(4) Belanja hibah dan bantuan sosial diberikan sesuai dengari - 

ketentuan dalam Peraturan Bupati yang mengatur tentang 
hibah dan bantuan sosial.

(5) Hibah berupa barang yang akan diserahkan tidak pada 
tahun berkenaan dicatat dalam rekening belanja barang 
dan jasa, dalam laporan keuangan dicatat dalam rekening 
Persediaan.

(6) Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari 
pendapatan provinsi kepada Daerah disesuaikan dengan 
rencana pendapatan Tahun Anggaran yang akan datang, 
sedangkan apabila teijadi pelampauan target pendapatan 
Tahun Anggaran beijalan yang belum direalisasikan dari 
provinsi yang menjadi hak Daerah ditampung dalam 
perubahan APBD Tahun Anggaran yang akan datang.

Pasal 34
(1) Dalam penyusunan anggaran belanja, setiap Kegiatan

berpedoman pada standar biaya yang diatur dalam 
Peraturan Bupati. '

(2) Belanja barang dan jasa dianggarkan dengan ketentuan :
a. belanja barang habis pakai disesuaikan dengan 

kebutuhan riil dan perkiraan sisa persediaan barang 
Tahun Anggaran berjalan;

b. penganggaran belanja barang modal yang akan 
diserahkan kepemilikannya kepada pihak 
ketiga/masyarakat pada Tahun Anggaran berkenaan 
dialokasikan pada belanja barang dan jasa; dan

c. pembelanjaan barang yang tidak menambah aset atau 
dalam kapitalisasi aset tidak masuk belanja modal 
tetapi masuk dalam belanja barang/jasa.

(3) Belanja modal berupa aset tetap yang dianggarkan meliputi 
besaran harga beli/bangun aset tetap ditambah seluruh 
belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset



Pasal 35
(1) Pembiayaaan daerah meliputi transaksi keuangan untuk 

menutupi defisit atau untuk memanfaatkan surplus.
(2) Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan 

dan pengeluaran pembiayaan.
(3) Pembiayaan neto merupakan selisih lebih penerimaan 

pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan.
(4) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit 

anggaran.

Bagian Ketiga
Pembiayaan Daerah

Bagian Keempat 
SILPA 

Pasal 36
(1) SILPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan 

penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana 
perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain 
pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan 
pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada 
pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum 
terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

(2) SILPA tahun sebelumnya merupakan penerimaan 
pembiayaan yang digunakan untuk :
a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan 

lebih kecil dari pada realisasi belanja;
b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban 

belanja langsung; dan
c. mendanai kewajiban laninnya yang sampai dengan 

akhir tahun anggaran belum diselesaikan.



BAB IV
PENYUSUNAN APBD 

Bagian Kesatu
Anggaran Pendapatan Daerah 

Pasal 37
(1) Pengelompokan anggaran pendapatan terdiri atas PAD, 

dana perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang 
sah.

(2) Setiap pendapatan yang dianggarkan mencantumkan dasar 
hukum.

Bagian Kedua 
Anggaran Belanja Daerah

Pasal 38
Pengelompokan anggaran belanja Daerah terdiri dari:
a. belanja tidak langsung,meliputi:

1. belanja gaji pegawai; j
2. tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil;
3. belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota

DPRD serta Bupati dan Wakil Bupati;
|

4. biaya pemungutan Pajak Daerah; dan
5. belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja 

bantuan sosial termasuk bantuan untuk partai politik, 
belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan 
belanja tidak terduga.

b. belanja langsung, meliputi:
1. belanja pegawai;
2. belanja barang dan jasa; dan
3. belanja modal.



Bagian Ketiga
[ Anggaran Pembiayaan Daerah

Pasal 39 :
(1) Pengelompokan anggaran Pembiayaan Daerah terdiri atas 

anggaran pembiayaan, dan perhitungan pihak ketiga (non 
anggaran).

(2) Anggaran Pembiayaan, terdiri dari:
a. Penerimaan pembiayaan, meliputi:

1. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya;
2. pencairan Dana Cadangan;

/3. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
4. penerimaan Pinjaman Daerah;
5. penerimaan kembali pemberian pinjaman;
6. penerimaan Piutang Daerah; dan
7. penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir, 

b. Pengeluaran pembiayaan, meliputi:
1. pembentukan Dana Cadangan;
2. penyertaan modal Pemerintah Daerah;
3. pembayaran pokok utang;
4. pemberian Pinjaman Daerah;
5. penyelesaian Kegiatan Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran Lanjutan SKPD (DPAL SKPD); dan
6. pemtiayaran kewajiban tahun lalu yang belum

terse esaikan.

BAB V
PELAKSANAAN APBD

Bagian Kesatu
; 3elaksanaan Anggaran Pendapatan

Pasal 40
(1) Bank Penyimpanan Kas Daerah merupakan bank yang



Penerimaan Daerah dan untuk membiayai Pengeluaran 
Daerah.

(2) Kepala SKPKD selaku BUD membuka Rekening Kas Umum 
Daerah, rekening penerimaan ‘dan rekening pengeluaran 
pada Bank Penyimpanan Kas Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1).

(3) Semua penerimaan wajib disetorkan ke Rekening Kas 
Umum Daerah pada Bank Penyimpanan Kas Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 
dalam waktu 1 (satu) hari keija terhitung sejak diterima.

(4) Dalam hal penerimaan melalui e-banking dilakukan sesuai 
dengan peijanjian keijasama Pemerintah Daerah dengan 
Bank Penyimpanan Kas Daerah.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Anggaran Belanja 

Pasal 41
(1) Sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 

diundangkan, pengeluaran yang mengakibatkan beban 
APBD tidak dapat dilakukan, kecuali untuk pengeluaran 
UP yang digunakan untuk belanja yang bersifat wajib 
mengikat.

(2) Belanja yang bersifat wajib mengikat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
a. belanja tidak langsung, meliputi:

1. gaji dan tunjangan;
2. belanja penerimaan lainnya Bupati/Wakil Bupati 

dan Pimpinan/Anggota DPRD; dan
3. belanja tidak terduga.

b. belanja langsung meliputi:
1. belanja penyediaan jasa komunikasi, sumber daya 

air dan listrik;
2. belanja penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan 

kendaraan dinas/operasional;



3. pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ 
operasional;

4. penyediaan alat tulis kantor;
5. penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Surat 

Ketetapan Pajak Daerah);
6. penyediaan bahan bacaan;
7. penyediaan bahan logistik kantor (makan minum, 

obat, bahan kimia pada panti, pusat pelayanan 
kesehatan tingkat 1, rumah sakit, laboratorium, 
logistik ternak/ikan);

8. penyediaan makanan dan minuman (tamu Bupati, 
rapat DPRD, ekstra fooding, rapat rutin);

9. rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah 
dengan izin khusus; dan

10. belanja pemeliharaan gedung kantor (cleaning 
service), jasa pengamanan kantor, dan layanan jasa 
pada masyarakat.

(3) Belanja yang memerlukan proses pengadaan barang/jasa 
dengan ikatan kontrak kepada pihak ketiga dilakukan 
setelah DPA-SKPD ditetapkan, kecuali belanja wajib 
mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
angka 1, angka 5, angka 7, dan angka 10.

(4) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
ditandatangani setelah Peraturan Bupati tentang 
Penjabaran APBD ditetapkan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah 

Pasal 42
(1) Anggaran pembiayaan hanya dilakukan oleh SKPKD.
(2) Semua penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah 

dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
(3) Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran pembiayaan, BUD 

berkewajiban untuk:
a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran/



pemindahbukuan yang diterbitkan oleh PPKD;
b. menguji kebenaran perhitungan pengeluaran 

pembiayaan yang tercantum dalam perintah 
pembayaran;

c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; dan
d. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran 

atas pengeluaran pembiayaan tidak memenuhi 
persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 43
(1) Penerimaan: pengembalian pokok dana bergulir dicatat

i

pada rekening Penerimaan Pembiayaan.
(2) Penerimaan Denda dan Bunga dana bergulir, dicatat pada 

rekening Lain-lain PAD yang Sah.

BAB VI
PERUBAHAN APBD 

Pasal 44
i

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan 
APBD dilaksanakan untuk:
a. melakukan penambahan/pengurangan baik terhadap 

volume, satuan, target pencapaian yang berakibat terhadap 
perubahan jumlah anggaran Program dan Kegiatan, cukup 
dengan melakukan penyesuaian dalam DPPA-SKPD atau 
tidak perlu dengan menyusun RKA-SKPD baru; dan

b. menampung Program dan Kegiatan baru dalam perubahan 
APBD, harus diawali dengan penyusunan dokumen 
RKA-SKPD.

Pasal 45
(1) Penggeseran antar sub rincian obyek dan rincian obyek 

belanja dalam obyek belanja berkenaan dan tidak 
menambah pagu anggaran dapat dilakukan atas 
persetujuan PPKD.



(2) Penggeseran antar, obyek belanja dalam jenis belanja 
berkenaan dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.

(3) Pergeseran anggaran antar rincian obyek dan antar obyek 
belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) 
dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati

i

tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan.
(4) Revisi dan/atau penyesuaian tolok ukur Kinerja dan target 

Kineija sepanjang akibat yang ditimbulkan tidak melampui 
pagu anggaran Kegiatan serta akibat lain tidak tercapainya- 
sasaran pembangunan Daerah dapat dilakukan atas 
persetujuan PPKD.

(5) Revisi dan/atau pergeseran anggaran kas dapat dilakukan 
atas persetujuan PPKD.

Pasal 46
Pergeseran anggaran tidak dapat dilakukan setelah peraturan
Daerah tentang perubahan APBD ditetapkan kecuali untuk
dana bantuan pemerintah pusat maupun bantuan provinsi.

BAB VIII
PERENCANAAN KAS 

Pasal 47
(1) PA dan KPA wajib mengajukan perencanaan kas yang 

merupakan proyeksi penerimaan dan pengeluaran bulanan 
atas pendapatan dan belanja yang dikelola kepada BUD.

(2) Pengajuan perencanaan kas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pengajuan RKA- 

SKPD.
(3) Perencanaan kas SKPD disesuaikan dengan sifat/karakter 

Kegiatan/pekerjaan dan telah dibahas bersama antara 
pejabat yang akan ditunjuk sebagai PPTK dengan Unit 
Keija yang melaksanakan tugas dan Fungsi perencanaan 

SKPD.
(4) Perencanaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)



sebagai dasar untuk melaksanakan Program Kegiatan 
sesuai dengan anggaran dan waktu yang telah ditetapkan.

(5) Pembahasan perencanaan kas SKPD dilaksanakan
bersamaan dengan pembahasan DPA-SKPD. ;

(6) Perubahan langgaran kas pada SKPD dapat dilakukan 
paling lambat sampai dengan triwulan pertama kecuali 
ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

i (7) Penyusunan arus kas oleh BUD didasarkan atas 
pendapatan; belanja dan Pembiayaan Daerah.

(8) Berdasarkan proyeksi penerimaan dan pengeluaran 
bulanan, BUD menetapkan penyusunan arus kas dan saldo 
kas minimal.

(9) Persediaan j  saldo minimal pada BUD guna memenuhi
i pembayaran kewajiban Daerah dan untuk mendapatkan

manfaat yang optimal dalam pengelolaan kas ditetapkan 
minimal 1% (satu persen) dari APBD.

i BAB IX
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

| Bagian Kesatu
Penatausahaan Penerimaan

; Paragraf 1
Penatausahaan Penerimaan di SKPD

I Pasal 48
(1) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu 

menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh 
penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi 
tanggung jawabnya.

(2) Penatausahaan penerimaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) menggunakan :
a. Buku Kas Umum;
b. Buku Pembantu Perincian Obyek Penerimaan; dan



c. Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian.
(3) Bendahara Penerimaan dalam melakukan penatausahaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan :
a. Surat Ketetapan Pajak Daerah;
b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah;
c. Surat Tanda Setoran;
d. Surat Tanda Bukti Pembayaran; dan
e. Bukti penerimaan lainnya yang sah.

(4) Semua Penerimaan Daerah dilarang digunakan langsung 
untuk membiayai pengeluaran, kecuali bagi SKPD atau 
Unit Keija yang menerapkan Pola pengelolaan keuangan 
BLUD (PPK BLUD) dan pola pengelolaan Dana Kapitasi.

Paragraf 2
Penatausahaan Penerimaan di PPKD 

Pasal 49
(1) Bendahara ! Penerimaan PPKD bertugas untuk 

menatausahakan dan mempertanggungjawabkan seluruh 
pendapatan PPKD dalam rangka pelaksanaan APBD.

(2) Penerimaan yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan 
PPKD adalah dana perimbangan, pendapatan lain-lain yang 
sah dan penerimaan pembiayaan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) Bendahara Penerimaan PPKD berwenang untuk 
mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang 
diterima Bank Penyimpanan Kas Daerah.

(4) Bendahara Penerimaan PPKD dalam melakukan 
penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menggunakan :
a. buku penerimaan;
b. nota kredit; dan
c. bukti penerimaan yang sah lainnya.



Paragraf 3
Penatausahaan Penerimaan di BUD 

Pasal 50
(1) Bank Penyimpanan Kas Daerah ditunjuk sebagai pemegang 

Kas Daerah yang menyimpan seluruh Penerimaan Daerah.
(2) Bank Penyimpanan Kas Daerah sebagai pemegang Kas 

Daerah melaksanakan sebagian tugas dan fungsi 
Bendahara Penerimaan.

(3) Dokumen-dokumen yang digunakan oleh Bank 
Penyimpanan Kas Daerah sebagai berikut:
a. Surat Keterangan Pajak Daerah;
b. Surat Keterangan Retribusi Daerah;
c. Surat Tanda Setoran (STS) / Slip Setoran;
d. Bukti Penerimaan lainnya yang sah; dan
e. Buku Kas Umum. J -

(4) Seluruh uang kas yang diterima oleh Bank Penyimpanan 
Kas Daerah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah 
paling lambat dalam waktu 1 (satu) kali 24 (dua puluh 
empat) jam.

(5) Bank Penyimpanan Kas Daerah membuat laporan 
pertanggungjawaban setiap hari atas pengelolaan 
penerimaan uang dan disampaikan kepada Bupati melalui 

BUD.
(6) Setoran dianggap sah apabila BUD telah menerima nota 

kredit dari Bank Penyimpanan Kas Daerah.

Bagian Kedua
Penatausahaan Pengeluaran SKPD/SKPKD

Paragraf 1 
SPD

Pasal 51
(1) SPD disiapkan oleh kuasa BUD Bidang Perbendaharaan 

dan Kas Daerah untuk disahkan oleh PPKD.



(2) SPD Belanja Tidak Langsung untuk Belanja Gaji 
diterbitkan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) Tahun Anggaran 
setelah penetapan APBD dan penetapan Perubahan APBD.

(3) Penyusunan SPD didasarkan atas usulan PA atau Kuasa 
PA yang disesuaikan dengan ketersediaan kas Pemerintah 
Daerah.

(4) Pengeluaran kas atas beban APBD dapat dilakukan setelah 
diterbitkan SPD oleh PPKD.

(5) Untuk mengakomodasi belanja atas Kegiatan yang sifatnya 
wajib mengikat dan harus dilaksanakan sebelum DPA- 
SKPD/ Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD 
disahkan, PPKD membuat SPD tanpa menunggu DPA- 
SKPD/ Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD 
disahkan.

Paragraf 2 
Pengajuan SPP

Pasal 52
(1) Pengajuan SPP-UP oleh Bendahara Pengeluaran 

/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk memperoleh 
persetujuan dari PA atau KPA melalui PPK-SKPD/SKPKD 
atau PPK Unit Keija hanya dilakukan sekali dalam 
setahun, selanjutnya untuk mengisi saldo uang persediaan
digunakan SPP-GU.

(2) Besaran UP yang diajukan adalah setinggi-tingginya 1/12 
(satu per dua belas) dari belanja langsung dikurangi belanja 
kepada pihak ketiga yang nilainya lebih besar dari 
Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan tidak harus 
merinci kode rekening. 4 5

(4) UP dapat digunakan untuk pembayaran kepada pihak 

ketiga yang nilainya sama dengan atau tidak lebih dari 

Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

(5) Besaran UP di setiap SKPD/SKPKD dan Unit Keija 
ditetapkan dengan Keputusan BUD.



Pasal 53
(1) SPP-GU diajukan untuk mengganti (revolving) UP yang 

telah digunakan.
(2) Pengajuan SPP-GU oleh Bendahara Pengeluaran/ 

Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk memperoleli 
persetujuan dari PA atau KPA melalui PPK-SKPD/SKPKD 
atau PPK Unit Keija dapat diajukan apabila SPJ baik UP 
maupun Ganti Uang Persediaan (GU) sudah mencapai 75 % 
(tujuh puluh lima perseratus).

Pasal 54
SPP-TU diajukan untuk menambah uang untuk melaksanakan
Kegiatan apabila UP pada Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu tidak mencukupi dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. digunakan untuk melaksanakan Kegiatan yang bersifat 

mendesak;
b. SPP-TU nilai rupiahnya melebihi dari Rp200.000.000,00 

(dua ratus juta rupiah) per Kegiatan harus mendapat 
persetujuan BUD;

c. Tambahan uang harus digunakan dan dipertanggung-, 
jawabkan pada bulan yang sama dengan permintaan 
tambahan uang;

d. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 
dapat mengajukan SPP-TU berikutnya apabila SPP-TU 
sebelumnya sudah selesai dipertanggungjawabkan dan 
disahkan oleh PA atau KPA;

e. tambahan uang persediaan dipertanggungjawabkan dan 
disahkan tersendiri oleh PA atau KPA; dan

f. jika tambahan uang persediaan tidak habis digunakan 
maka sisa uang persediaan harus disetor kembali ke Kas 
Daerah pada akhir bulan permintaan, kecuali:
1. Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; 

dan
2. Kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang 

telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa diluar



kendali PA atau KPA.

Pasal 55
(1) Pengajuan dengan SPP-LS dilalaikan untuk :

a. belanja gaji pegawai dan tunjangan;
b. belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi 

hasil, bantuan keuangan, belanja tak terduga dan 
pengeluaran pembiayaan;

c. pembayaran pokok pinjaman yang jatuh tempo;
d. penyertaan modal; dan
e. pelaksanaan pengadaan barang/jasa oleh pihak ketiga 

yang nilainya diatas Rp20.000.000,00 (dua puluh juta 
rupiah).

(2) Bukti-bukti pengeluaran asli sebagai lampiran SPP-LS 
merupakan arsip yang disimpan oleh PA atau KPA setelah 
proses pencairan dana selesai.

Paragraf 3
Teknis Pengajuan SPP 

Pasal 56
(1) Berdasarkan SPD Bendahara Pengeluaran/Bendahara 

Pengeluaran Pembantu mengajukan SPP-UP kepada PA 
atau KPA melalui PPK-SKPD/SKPKD atau PPK Unit Keija.

(2) Kelengkapan Dokumen SPP-UP terdiri dari:
a. Surat Pengantar SPP-UP;
b. ringkasan SPP-UP;
c. rincian SPP-UP;
d. salinan SPD; dan
e. Surat Pernyataan PA atau KPA yang menyatakan bahwa 

uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan 
selain uang persediaan.

(3) SPP-UP yang diajukan dibuat rangkap 4(empat) terdiri dari:
a. lembar I untuk PA/KPA/PPK-SKPD/SKPKD /PPK Unit 

Keija;
b. lembar II untuk BUD;



c. lembar III untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK; dan
d. lembar IV untuk arsip Bendahara Pengeluaran.

Pasal 57
(1) Berdasarkan SPD Bendahara Pengeluaran/Bendahara 

Pengeluaran Pembantu mengajukan SPP-GU kepada PA 
atau KPA melalui PPK-SKPD/SKPKD atau PPK Unit Kerja.

(2) Kelengkapan dokumen SPP-GU terdiri dari:
a. Surat Pengantar SPP-GU;
b. ringkasan SPP-GU;
c. rincian SPP-GU;
d. Surat Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) 

atas penggunaan dana SPP-UP/SPP-GU periode 
sebelumnya;

e. salinan SPD; dan
f. Surat Pernyataan PA atau KPA yang menyatakan bahwa 

uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan 
selain untuk Ganti Uang Persediaan (GU).

(3) SPP-GU yang diajukan dibuat rangkap 4 (empat) terdiri 
dari:
a. lembar I untuk PA/KPA/PPK-SKPD/SKPKD/PPK Unit 

Kerja;
b. lembar II untuk BUD;
c. lembar III untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK; dan
d. lembar IV untuk arsip Bendahara Pengeluaran.

(4) Bendahara Pengeluaran mencatat SPP-GU yang diajukan 
ke dalam register SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU.

Pasal 58
(1) Berdasarkan SPD Bendahara Pengeluaran/Bendahara 

Pengeluaran Pembantu mengajukan SPP-TU kepada PA 
atau KPA melalui PPK-SKPD/SKPKD atau PPK Unit Kerja.

(2) Kelengkapan dokumen SPP-TU terdiri dari :
a. Surat Pengantar SPP-TU;
b. ringkasan SPP-TU;
c. rincian SPP-TU;



d. salinan SPD;
e. rencana penggunaan atau Surat Pengesahan Laporan 

Pertanggungjawaban (SPJ);
f. Surat Pernyataan PA atau Kuasa PA yang menyatakan 

bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk 
keperluan selain tambahan uang persediaan; dan

g. Surat Keterangan yang memuat penjelasan keperluan 
pengisian tambahan uang persediaan.

(3) SPP-TU yang diajukan dibuat rangkap 4 (empat) terdiri 
dari:
a. lembar I untuk PA/KPA/PPK-SKPD/SKPKD /PPK Unit 

Kerja;
b. lembar II untuk BUD;
c. lembar III untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK; dan
d. lembar IV untuk arsip Bendahara Pengeluaran.

(4) Bendahara Pengeluaran mencatat SPP-TU yang diajukan 
kedalam register SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU.

Pasal 59
(1) Berdasarkan SPD, Bendahara Pengeluaran/Bendahara 

Pengeluaran Pembantu mengajukan SPP-LS Pembayaran 
Gaji dan Tunjangan dan Perjalanan Dinas untuk pesangon 
kepada PA atau KPA melalui PPK-SKPD.

(2) Berdasarkan SPD, Bendahara Pengeluaran SKPKD yang 
mengelola belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, 
bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tak terduga dan 
pengeluaran pembiayaan serta penyertaan modal 
mengajukan SPP-LS ke PPKD melalui PPK- SKPKD.

(3) Berdasarkan dokumen SPP-LS yang disiapkan oleh PPTK 
untuk belanja barang dan jasa yang nilainya di atas 
Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Bendahara 
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 
mengajukan SPP-LS kepada PA atau KPA melalui PPK- 
SKPD.

(4) Kelengkapan dokumen SPP-LS Pembayaran Gaji dan 
Tunjangan terdiri dari:



a. Surat Pengantar SPP-LS;
b. ringkasan SPP-LS;
c. rincian SPP-LS; dan
d. lampiran SPP-LS yang meliputi:

1. pembayaran gaji induk;
2. gaji susulan;
3. kekurangan gaji;
4. gaji terusan;
5. uang duka wafat/tewas yang dilengkapi dengan

daftar gaji induk/gaji susulan/kekurangan 
gaji/uang duka wafat;

6. SKCPNS;
7. SK PNS;
8. SK Kenaikan Pangkat;
9. SK Jabatan;
10. kenaikan gaji berkala;
11. Surat Pernyataan Pelantikan;
12. Surat Pernyataan masih menduduki Jabatan;
13. Surat Pernyataan melaksanakan Tugas;
14. Daftar Keluarga (KP4);
15. Surat Nikah/Akte Cerai;
16. fotokopi Akte Kelahiran;
17. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP);
18. Surat Keterangan Masih Sekolah/Kuliah;
19. Surat Pindah;
20. Surat Kematian;
21. E-Billing; dan
22. kelengkapan dokumen tersebut digunakan sesuai 

peruntukannya.
(5) Kelengkapan Dokumen SPP-LS Pembayaran Tambahan 

Penghasilan terdiri dari:
1. Surat Pengantar SPP-LS;
2. ringkasan SPP-LS;
3. rincian SPP-LS;
4. SK Pelantikan; dan
5. SPMT (Surat Perintah Melaksanakan Tugas).



(6) Kelengkapan Dokumen SPP-LS, untuk belanja bunga, 
subsidi, hibah, bantuan sosial bagi hasil, bantuan 
keuangan, belanja tak terduga dan pengeluaran 
pembiayaan serta penyertaan modal mencakup :
a. Surat Pengantar SPP-LS; >
b. ringkasan SPP-LS;
c. rincian SPP-LS; dan
d. lampiran SPP-LS yang meliputi :

1. salinan SPD;
2. Surat Permohonan yang dilengkapi dengan proposal 

dan telah disetujui oleh PPKD/Sekretaris 
Daerah/Bupati;

3. Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besaran 
Bantuan/Hibah;

4. Naskah Perjanjian Hibah;
5. Keputusan Bupati tentang Penggunaan Belanja Tak 

Terduga; dan
6. kelengkapan dokumen tersebut digunakan sesuai 

peruntukannya.
(7) Kelengkapan Dokumen SPP-LS, untuk pengadaan 

barang/jasa mencakup :
a. Surat Pengantar SPP-LS;
b. ringkasan SPP-LS;
c. rincian SPP-LS; dan
d. lampiran SPP-LS yang meliputi :

1. salinan SPD;
2. SSP disertai faktur Pajak (PPN dan PPh) yang telah 

ditandatangani Wajib Pajak;
3. Surat Pernyataan PA atau KPA mengenai penetapan 

pihak ketiga;
4. Surat Perjanjian Kerjasama/Kontrak antara PA atau 

KPA dengan pihak ketiga serta mencantumkan 
nomor rekening bank pihak ketiga sesuai dengan 
referensi bank;

5. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
6. Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa;



7. kuitansi bermeterai, nota/faktur yang 
ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta 
disetujui oleh PA atau KPA;

8. fotokopi Surat Jaminan Bank atau lembaga 
keuangan non bank yang telah dilegalisir;

9. dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak- 
kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya 
bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar 
negeri;

10. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh 
pihak ketiga serta unsur Panitia Penerima Hasil 
Pekerjaan berikut lampiran daftar barang yang 
diperiksa;

11. Surat Angkutan apabila pengadaan barang 
dilaksanakan di luar wilayah kerja;

12. Surat Pemberitahuan Potongan Denda 
Keterlambatan Pekerjaan dari PPTK apabila 
pekerjaan mengalami keterlambatan;

13. Foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ 
penyelesaian pekerjaan;

14. potongan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat 
pemberitahuan Jamsostek;

15. khusus untuk pekerjaan konsultan yang 
perhitungan harganya menggunakan biaya personil 
(billing rate), Berita Acara Prestasi Kemajuan 
Pekerjaan dilampiri;

16. Bukti Kehadiran dari tenaga konsultan sesuai 
pentahapan waktu pekerjaan;

17. Penyewaan/Pembelian Alat Penunjang serta Bukti 
Pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam 
Surat Penawaran; dan

18. kelengkapan tersebut digunakan sesuai 
peruntukannya.

(8) SPP-LS yang diajukan dibuat rangkap 4(empat) terdiri dari:
a. lembar asli untuk PA/KPA;



b. lembar pertama BUD;
c. lembar kedua untuk PPK -  SKPD/SKPKD atau PPK Unit 

Kerja; dan
d. lembar ketiga untuk arsip PPTK dan/atau Bendahara

Pengeluaran. '•
(9) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

mencatat SPP-LS yang diajukan kedalam register SPP-LS.
(10) Dalam hal Belanja Modal berupa konstruksi, pengajuan

SPP-LS paling lambat 2 (dua) minggu sejak Provisional
Hand Over (PHO) ditandatangani.

Paragraf 4 
Penerbitan SPM

Pasal 60
(1) SPM dapat diterbitkan jika ;

a. pengeluaran yang diminta tidak melebihi pagu 
anggaran yang tersedia;

b. kebenaran pembebanan Kegiatan dalam rekening 
belanja sudah tepat; dan

c. didukung dengan kelengkapan dokumen yang sah dan 
lengkap.

(2) Waktu pelaksanaan penerbitan SPM :
a. diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak SPP 

diterima; dan
b. apabila ditolak maka dikembalikan ke bendahara paling 

lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterima SPP.
(3) PPK-SKPD/ SKPKD /PPK Unit Kerja memiliki tugas :

a. menguji SPP beserta kelengkapannya;
b. menyiapkan SPM atas SPP yang telah diuji 

kelengkapannya dan kebenarannya untuk 
ditandatangani PA atau KPA;

c. menerbitkan Surat Penolakan SPM bila SPP yang 
diajukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD/ SKPKD 
tidak lengkap atau tidak benar;

d. membuat register penolakan penerbitan SPM; dan



e. membuat register SPM.
(4) PA atau KPA memiliki tugas :

a. menerbitkan SPM; dan
b. menolak SPM yang diterbitkan PPK-SKPD dan PPK 

SKPKD bila SPP yang diajukan Bendahara Pengeluaran 
SKPD tidak lengkap atau tidak benar.

Pasal 61
(1) SPM yang telah diterbitkan oleh PA atau KPA dikirimkan 

kepada BUD dilengkapi dengan dokumen tagihan 
pembayaran sebagai berikut:
a. untuk SPM-UP:

1. salinan Surat Pengantar SPP;
2. salinan Ringkasan SPP;
3. salinan Rincian Rencana Penggunaan Dana SPP;
4. salinan Daftar Penelitian Kelengkapan Dokuman

SPP;
5. salinan SPD;
6. Surat Pernyataan tidak dipergunakan untuk 

keperluan selain Uang Persediaan; dan
7. Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA atau KPA.

b. untuk SPM-GU:
1. salinan Surat Pengantar SPP;
2. salinan Ringkasan SPP;
3. salinan Rincian Penggunaan Dana SP2D-UP/GU 

yang lalu;
4. salinan Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP;
5. rekapitulasi pengeluaran perincian obyek;
6. Surat Pengesahan pertanggungjawaban periode 

sebelumnya;
7. salinan SPD;
8. Surat Pernyataan tidak dipergunakan untuk 

keperluan LS;
9. salinan Buku Kas Umum;
10. salinan Buku Bantu Simpanan Bank;
11 .salinan Buku Bantu Kas Tunai;



12. Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA atau KPA; 
dan

13.Salinan Laporan Pajak.
c. untuk SPM-TU:

L salinan Surat Pengantar SPP;
2. salinan Ringkasan SPP;
3. salinan Rincian Rencana Penggunaan Dana SPP;
4. salinan Daftar Penelitian Kelengkapan Dokuman SPP;
5. salinan SPD;
6. Surat Pernyataan tidak dipergunakan untuk 

keperluan selain Tambahan Uang Persediaan;
7. Surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan 

pengisian Tambah Uang Persediaan;
8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA atau KPA.

d. untuk TU Nihil:
1. salinan Surat Pengantar SPP;
2. salinan Ringkasan SPP;
3. salinan Rincian Rencana Penggunaan Dana SPP;
4. salinan Daftar Penelitian Kelengkapan Dokuman SPP;
5. salinan Buku Kas Umum;
6. salinan Buku bantu Simpanan Bank;
7. salinan Buku bantu Kas Tunai;
8. salinan Lampiran Pajak,

e. untuk SPM-LS Gaji dan Tunjangan :
1. salinan Surat Pengantar SPP;
2. salinan Ringkasan SPP;
3. salinan Rincian Rencana Penggunaan Dana SPP;
4. salinan Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen 

SPP;
5. daftar gaji; dan
6. rekapitulasi gaji perlembar dan pergolongan.

f. untuk SPM-LS Belanja Bunga, Hibah Bantuan Sosial 
dan Belanja Tidak Terduga serta Pengeluaran 
Pembayaran :
1. salinan Surat Pengantar SPP;
2. salinan Ringkasan SPP;



4. salinan Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen

dan telah disetujui oleh PPKD/Sekretaris
Daerah/Bupati;

8. Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besaran 

Bantuan / Hibah;
9. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD); dan
10. Keputusan Bupati tentang Penggunaan Belanja 

Tidak Terduga.
g. untuk SPM-LS Barang dan Jasa :

1. salinan Surat Pengantar SPP;
2. salinan Ringkasan SPP;
3. salinan Rincian Rencana Penggunaan Dana SPP;
4. salinan Daftar Penelitian Kelengkapan Dokuman

SPF
5, salinan SPD
6

7.

9. Berita Acara Serah Terima Barang atau Penyelesaian
Pekerjaan;

10. Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP)>

Paragraf 5

Pasal 62
(1) BUD melakukan pengujian SPM yang terdiri dari pengujian

substantif dan pengujian formal.
(2) Pengujian substantif bertujuan untuk



a. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang 
tercantum dalam SPM;

b. menguji ketersediaan dana pada Kegiatan dan kode 
rekening dalam DPA-SKPD yang ditunjuk dalam SPM 
tersebut;

c. menguji kelengkapan dokumen tagihan pembayaran; 
dan

d. menguji SSP dan faktur pajak.
(3) Pengujian formal bertujuan untuk :

a. mencocokkan tandatangan Pejabat Penandatanganan 
SPM, PA atau KPA dan cap/stempel 
kantor/SKPD/SKPKD dan dengan spesimen yang 
diterima;

b. memeriksa cara penulisan/pengisian jumlah uang 
dalam angka dan huruf; dan

c. memeriksa kebenaran dalam penulisan, termasuk tidak 
boleh terdapat cacat dalam penulisan.

(4) Berdasarkan hasil pengujian SPM, BUD melakukan :
a. penerbitan SP2D, apabila SPM yang diajukan telah 

memenuhi persyaratan; atau
b. penolakan penerbitan SP2D, apabila SPM sudah diinput 

dan diajukan tidak memenuhi persyaratan.
(5) Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf 

(a) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak 
diterimanya pengajuan SPM secara lengkap dan benar.

(6) Penolakan penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada 
ayat 4 huruf (b) paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung 
sejak diterimanya pengajuan SPM.

(7) Setelah SP2D terbit, BUD mengirimkan data secara Online 
dan menyerahkan SP2D secara fisik beserta daftar penguji, 
ke Bank Penyimpanan Kas Daerah, kemudian Bank 
Penyimpanan Kas Daerah mentransfer ke rekening atas 
nama penerima dan besaran dana sesuai dengan yang 
tertera dalam SP2D.

(8) Dalam hal BUD berhalangan, yang bersangkutan dapat 
menunjuk pejabat eselon III dibawahnya yang sesuai



dengan tugas pokok dan fungsinya untuk diberi 
kewenangan menandatangani SP2D.

Bagian Ketiga
Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Pengembalian Sisa UP, ~ 

TU, LS, Denda Pengadaan Barang/Jasa dan Klaim
Pemeriksaan

Pasal 63
(1) Pengembalian kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga 

dalam Tahun Anggaran berjalan melalui mekanisme 
pemindahbukuan atas perintah BUD berdasarkan 
permintaan dari pihak ketiga.

(2) Pengembalian kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga 
setelah Tahun Anggaran berakhir melalui mekanisme 
Belanja Tidak Terduga berdasarkan permintaan dari pihak 
ketiga.

Pasal 64
(1) Mekanisme pengembalian sisa UP dan/atau Tambah Uang 

Persediaan (TU) dalam Tahun Anggaran berjalan melalui 
penyetoran pada Rekening Kas Umum Daerah.

(2) Mekanisme pengembalian LS dalam Tahun Anggaran 
berjalan melalui penyetoran pada Rekening Kas Umum 
Daerah dan akan mengurangi realisasi belanja.

(3) Mekanisme pengembalian sisa UP, Tambah Uang 
Persediaan (TU) dan LS setelah Tahun Anggaran berakhir 
melalui penyetoran pada Rekening Kas Umum Daerah.

(4) Mekanisme denda pengadaan barang/jasa serta klaim 
pemeriksaan melalui penyetoran pada Rekening Kas Umum 
Daerah.

(5) Dalam hal pengembalian atas klaim pemeriksaan dana 
BOS reguler dalam Tahun Anggaran berjalan disetor 
melalui rekening BOS reguler.



BAB X
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Pasal 65
(1) Bendahara Penerimaan Pembantu wajib

mempertanggungjawabkan secara administratif atas 
pengelolaan keuangan kepada Bendahara Penerimaan 
paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya disertai 
bukti -  bukti penerimaan/setoran.

(2) Bendahara Penerimaan wajib mempertanggungjawabkan 
secara administratif atas pengelolaan keuangan kepada PA 
melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) 
bulan berikutnya dilampiri :
a. buku penerimaan dan penyetoran yang telah ditutup 

pada akhir bulan;
b. register Surat Tanda Setor (STS);
c. bukti penerimaan yang sah; dan
d. pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu.

(3) Laporan keuangan Bendahara Penerimaan SKPD

(4 )

Bendahara Penerimaan Pembantu.
Bendahara Penerimaan wajib mempertanggungjawabkan
secara

10 (sepuluh) bulan berikutnya.
(5) Pertanggungjawaban administrasi dan fungsional pada 

akhir Tahun Anggaran disampaikan paling lambat hari 
keija terakhir bulan Desember.

(6) PPKD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas

rekonsiliasi penerimaan paling lambat tanggal 20 (dua 
puluh) bulan berikutnya.



(7) PPKD berwenang memberikan teguran tertulis dengan 
tembusan Sekretaris Daerah dan Inspektorat kepada 
Bendahara Penerimaan apabila sampai dengan tanggal 
yang ditetapkan bendahara belum mengirimkan SPJ 
fungsional.

Bagian kedua 
Bendahara Pengeluaran

Pasal 66
(1) Bendahara Pengeluaran menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban keuangan setiap bulan kepada PA 
melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) 
bulan berikutnya, kecuali laporan pertanggungjawaban 
bulan Desember disampaikan paling lambat hari keija 
terakhir pada bulan Desember.

(2) Dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan uang, 
dokumen, laporan pertanggungjawaban yang disampaikan 
meliputi:
a. Buku Kas Umum;
b. ringkasan pengeluaran per rincian obyek yang disertai 

dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap 
atas pengeluaran dari setiap rincian obyek;

c. bukti atas penyetoran PPN/PPh ke Kas Negara; dan
d. register penutupan kas.

(3) Dalam melakukan verifikasi atas laporan 
pertanggungjawaban yang disampaikan, PPK-SKPD 
berkewajiban :
a. meneliti kelengkapan dokumen laporan 

pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti 
pengeluaran yang dilampirkan;

b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per 
rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan per 
rincian obyek;

c. meneliti kebenaran pembebanan belanja sesuai 
Kegiatan dan rekening belanja dalam DPA-SKPD;



d. menghitung pengenaan PPN/PPh atas beban
pengeluaran per rincian obyek; dan

e. menguji kebenaran realisasi belanja sesuai dengan SPM 
dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya.

(4) Dokumen yang digunakan oleh PPK-SKPD dalam*'
menatausahakan pertanggungjawaban pengeluaran
meliputi:
a. register penerimaan laporan pertanggungjawaban

pengeluaran;
b. register pengesahan laporan pertanggungjawaban

pengeluaran;
c. surat penolakan laporan pertanggungjawaban 

pengeluaran;
d. register penolakan laporan pertanggungjawaban

pengeluaran; dan
e. register penutupan kas.

Pasal 67
(1) Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas :

a. menguji kebenaran dan kelengkapan dokumen
pertanggungjawaban;

b. melakukan pencatatan bukti-bukti penggunaan dana 
dari UP/Ganti Uang Persediaan (GU)/Tambah Uang 
Persediaan (TU) dan LS pada dokumen Buku Kas 
Umum, Buku Pembantu Simpanan/Bank, Buku 
Pembantu Pajak, Buku Pembantu Panjar dan Buku 
Pembantu Pengeluaran per rincian obyek; dan

c. melakukan rekapitulasi pengeluaran dan mencatatnya 
dalam SPJ yang akan diserahkan ke PA atau KPA.

(2) PPK-SKPD mempunyai tugas :
a. menguji SPJ pengeluaran beserta kelengkapannya;
b. meregister SPJ pengeluaran yang disampaikan oleh 

Bendahara Pengeluaran dalam buku register 
penerimaan SPJ pengeluaran;

c. meregister SPJ pengeluaran yang telah disahkan oleh 
PA atau KPA untuk Sekretariat Daerah, ke dalam buku



register pengesahan SPJ pengeluaran; dan
d. meregister SPJ pengeluaran yang ditolak oleh PA atau 

KPA.
(3) PA/KPA mempunyai tugas :

a. menyetujui SPJ pengeluaran yang diajukan oleh’ 
Bendahara Pengeluaran dengan menerbitkan Surat 
Pengesahan, SPJ Belanja; dan

b. menolak SPJ pengeluaran apabila dokumen SPJ tidak 
sah dan tidak lengkap.

Pasal 68
(1) Bendahara Pengeluaran pada SKPD wajib 

mempertanggungjawabkan secara fungsional atas 
pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan 
menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran 
setiap bulan kepada PPKD paling lambat tanggal 10 
(sepuluh) bulan berikutnya, kecuali laporan 
pertanggungjawaban bulan Desember disampaikan paling 
lambat tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun 
berkenaan.

(2) Penyampaian laporan pertanggungjawaban Bendahara 
Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan 
pertanggungjawaban pengeluaran oleh PA.

(3) Bendahara Pengeluaran mengirimkan laporan 
pertanggungjawaban pengeluaran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) kepada Inspektorat dengan dilampiri:
a. buku kas umum;
b. ringkasan pengeluaran per rincian obyek yang disertai 

dengan bukti-bukti yang sah;
c. bukti penyetoran PPN/PPH; dan
d. register penutupan kas.

(4) PPKD berwenang memberikan teguran tertulis dengan 
tembusan Sekretaris Daerah dan Inspektorat kepada 
Bendahara Pengeluaran apabila sampai dengan tanggal



yang ditetapkan bendahara belum mengirimkan SPJ 
fungsional.

Pasal 69
Uang kas/uang tunai dalam brankas yang menjadi 
pengurusan Bendahara Pengeluaran pada PA dan Bendahara 
Pengeluaran Pembantu pada KPA paling tinggi sebesar 
RplO.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Bagian Ketiga
Bendahara Pengeluaran Pembantu 

Pasal 70

penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang 
menjadi tanggung jawabnya.

(2) Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib menyampaikan 
laporan pertanggungjawaban pengeluaran setiap bulan 
kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat tanggal 5 
(lima) bulan berikutnya, kecuali laporan 
pertanggungjawaban bulan Desember disampaikan paling 
lambat tanggal 28 (dua puluh delapan) Desember tahun 
berkenaan.

(3) Dalam proses penatausahaan, Bendahara Pengeluaran 
Pembantu mencatat transaksi-transaksi dalam buku :
a. Buku Kas Umum;
b. Buku Pajak PPN/PPh; dan
c. Buku Panjar

(4) Surat Pertanggungjawaban diserahkan kepada Bendahara 
Pengeluaran dengan dilampiri:
a. Buku Kas Umum;
b. Buku Pajak PPN/PPh; dan
c. bukti-bukti lain yang sah.

(5) Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas:
a. menguji kebenaran dan kelengkapan dokumen 

pertanggungjawaban;



b. melakukan pencatatan bukti-bukti penggunaan dana 
pada dokumen Buku Kas Umum, Buku Pajak PPN/PPh, 
Buku Panjar; dan

c. melakukan rekapitulasi pengeluaran dan mencatatnya 
dalam SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu yang 
akan diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran.

(6) Terhadap SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu,
Bendahara Pengeluaran memiliki tugas :
a. melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis SPJ 

Bendahara Pengeluaran Pembantu;
b. memberikan persetujuan terhadap SPJ Bendahara

Pengeluaran Pembantu, dan SPJ Bendahara
Pengeluaran Pembantu harus disertakan Bendahara 
Pengeluaran dalam membuat SPJ pengeluaran; dan

c. Dalam hal SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu 
tersebut bila/jika ditolak maka Bendahara Pengeluaran 
mengembalikannya kepada Bendahara Pengeluaran 
Pembantu untuk diperbaiki.

(7) Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan pencatatan
bukti-bukti penggunaan dana dari UP, Ganti Uang 
Persediaan (GU) dan TU, kemudian bukti penggunaan dana 
tersebut diarsipkan, dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu hanya akan mencatat pengeluaran atas 
penggunaan dana tersebut pada dokumen-dokumen :
a. Buku Kas Umum;
b. Buku Pajak PPN/PPh; dan
c. Buku Panjar.

(8) Bendahara Pengeluaran Pembantu membuat SPJ Belanja 
berdasarkan data dari 3 (tiga) dokumen sebagaimana 
dimaksud pada ayat (7) dalam SPJ Bendahara Pengeluaran 
Pembantu.

(9) SPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diserahkan 
kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat tanggal 5 
(lima) bulan berikutnya, sedangkan SPJ bulan Desember 
paling lambat diserahkan 3 (tiga) hari keija sebelum Tahun 
Anggaran berakhir.



BAB XI
PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING BANK PADA SKPD

Pasal 71
(1) PA/KPA selaku SKPD dapat membuka rekening 

penerimaan dan atau rekening pengeluaran serta rekening 
lainnya dengan persetujuan Bupati melalui BUD.

(2) Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
71 ayat (1), dilakukan atas nama SKPD oleh Bendahara 
Penerimaan atau Bendahara Pengeluaran/Bendahara 
Pengeluaran Pembantu.

(3) Permohonan persetujuan pembukaan rekening 
disampaikan oleh Kepala SKPD selaku PA /Kuasa PA 
kepada Bupati melalui BUD dengan dilampiri:
a. Keputusan Bupati tentang penunjukan Bendahara 

Pengeluaran/Bendahara Penerimaan SKPD; dan
b. surat pernyataan tentang penggunaan rekening.

(4) Bupati berwenang untuk menolak permohonan persetujuan 
pembukaan rekening yang diajukan apabila permohonan 
tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3).

Pasal 72
(1) BUD dapat memerintahkan penutupan dan/atau 

pemindahbukuan sebagian atau seluruh dana yang ada 
pada rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 
ayat (1) ke Rekening Kas Umum Daerah.

(2) Rekening SKPD yang sudah tidak digunakan lagi sesuai 
dengan tujuan pembukaannya harus ditutup oleh Kepala 
SKPD dan saldonya dipindahbukukan ke Rekening Kas 
Umum Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak 
penutupan.

(3) Penutupan dan/atau pemindahbukuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), harus dilaporkan kepada Bupati 
melalui BUD paling lambat 1 (satu) bulan sejak penutupan.



Pasal 73
(1) Kepala SKPD selaku PA/KPA wajib melaporkan pembukaan 

rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), 
kepada Bupati melalui BUD paling lama 5 (lima) hari keija 
sejak tanggal pembukaan rekening.

(2) Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), 
harus dilaporkan dan disajikan dalam daftar kepemilikan 
rekening sebagai lampiran pada laporan keuangan SKPD 
yang bersangkutan, dan wajib disampaikan kepada Bupati 
setiap akhir tahun.

Pasal 74
(1) Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran dan rekening 

lainnya yang telah dibuka sebelum berlakunya Peraturan 
Bupati ini dan masih aktif, wajib dilaporkan kepada Bupati 
melalui BUD.

(2) BUD melakukan inventarisasi terhadap rekening 
sebagaimana dimaksud ayat (1) dan melaporkannya kepada 
Bupati untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB XII
PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN APBD 

Bagian Kesatu
Teknis Pengadaan Barang/Jasa 

Pasal 75
Pelaksanaan pengadaan barang/jasa diatur dalam Peraturan 

Bupati tersendiri.

Pasal 76
(1) Dalam rangka pelaksanaan transaksi non tunai, maka 

pembayaran komulatif per obyek pengeluaran melalui 
mekanisme tunai dibatasi sampai dengan Rp2.500.000,00 
(dua juta lima ratus ribu rupiah)



(2) dikecualikan dari transaksi pembayaran pengeluaran non 
tunai adalah jenis pembayaran :
a. pembayaran belanja untuk perjalanan dinas;
b. pembayaran belanja transportasi kepada masyarakat;
c. pembayaran belanja honorarium kepada masyarakat; i
d. pembayaran belanja bantuan kepada orang terlantar;
e. pembayaran belanja bantuan kepada yatim piatu;
f. pembayaran untuk keperluan penanggulangan pada 

saat terjadi bencana alam; dan
g. pembayaran belanja makan dan minum rapat yang 

dilaksanakan di luar Daerah.

Pasal 77
(1) Tanda Bukti Pembelian terdiri atas:

a. bukti pembelian/pembayaran;
b. Kuitansi;
c. Surat Perintah Kerja (SPK); dan
d. surat perjanjian; dan

(2) Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a, digunakan untuk pengadaan barang/jasa 
lainnya dengan paling banyak Rpl0.000,000,00 (sepuluh 
juta rupiah).

(3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya yang 
nilainya diatas RplO.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) 
sampai dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

(4) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 
digunakan untuk pengadaan jasa konsultasi dengan nilai 
paling banyak Rpl00.000.000,00 (seratus juta rupiah), 
Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling 
sedikit diatas Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) 
sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua 
ratus juta rupiah) dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi 
dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus 
juta rupiah).



(5) Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d, digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekeijaan 
Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit diatas 
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk 
pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit ' 
diatas RplOO.OOO.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 78
SPJ dalam rangka pengadaan barang/jasa adalah sebagai
berikut:
a. pembelian/pengadaan barang/jasa dengan nilai nominal 

sampai dengan Rpl0.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) 
berupa:
1. bukti pembelian/pembayaran yang ditandatangani oleh 

PA/KPA/PPK, PPTK, Bendahara Pengeluaran/ 
Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pengurus 
barang SKPD; atau

2. bukti pembelian/pembayaran yang ditandatangani oleh 
PA/KPA/PPK, PPTK , dan Bendahara Pengeluaran/ 
Bendahara Pengeluaran Pembantu khusus untuk 
belanja makan dan minum, belanja bahan bakar 
minyak, fotokopi, sewa kendaraan, sewa gedung/hotel, 
sewa perlengkapan lainnya, pemasangan iklan/baliho, 
dan spanduk.

b, pembelian/pengadaan barang, pekerjaan konstruksi dan
jasa lainnya dengan nilai nominal diatas
RplO.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan 
Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) berupa kuitansi 
bermaterai cukup yang dilampiri nota 
pembelian/pembayaran pengadaan barang/jasa dan 
ditandatangani oleh PA/KPA/PPK, PPTK, Bendahara 
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, penerima 
uang (penyedia barang/jasa) maupun oleh Pengurus 
barang/Penyimpan Barang SKPD;



pembelian/pengadaan barang/jasa dengan nilai nominal 
diatas Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai 
dengan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta 
rupiah) dan untuk jasa konsultasi dengan nilai paling 
banyak RplOO.000.000,00 (seratus juta rupiah) berupa 
SPK yang dilampiri:
1. Surat pemberitahuan dari PPTK kepada PA/KPA

tentang pengadaan barang/jasa melalui Pejabaat
Pembuat Komitmen SKPD;

2. Surat perintah PA/KPA , kepada Pejabat Pembuat 
Komitmen membuat untuk melaksanakan pengadaan 
barang/jasa;

3. Penetapan Spesifikasi Teknis dari Pejabat Pembuat 
Komitmen;

4. Surat Pejabat Pembuat Komitmen kepada Pejabat 
Pengadaan untuk melakukan survei;

5. Surat pemberitahuan dari Pejabat Pengadaan kepada
penyedia barang/jasa untuk membuat surat
penawaran;

6. Berita Acara Pemasukan Dokumen Isian Kualifikasi dan 
penyusunan Bertita Acara Hasil Pengadaan Langsung 
(BAHPL);

7. Berita Acara Hasil Evaluasi Kualifikasi dan Pembuatan 
Kualifikasi;

8. Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing);
9. Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran;
10. Berita Acara Klarifikasi, Negosiasi Teknis, dan Harga 

Penawaran;
11. Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung;
12. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);

13. Surat Perintah Ketja;
14. Berita Acara penerimaan/pemeriksaan barang/jasa 

atau jasa konsultasi oleh Pejabat Penerima Hasil 
Pekerjaan;

15. Kuitansi/A2 bermeteri cukup;
16. Berita Acara Pembayaran;



17. Jaminan/Garansi; dan
18. Laporan kepada PA/KPA berdasarkan Berita Acara 

Hasil Pemeriksaan/Penerimaan barang/jasa dari 
Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan, berita acara 
penerimaan barang/jasa oleh Pengurus Barang Milik 
Daerah untuk selanjutnya dicatat dalam buku 
inventaris barang Daerah.

d. untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa 
Lainnya dengan nilai paling sedikit diatas
Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk 
Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit 
Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), berupa Surat 
Perjanjian/ Kontrak dilengkapi Kuitansi/A2 bermaterai 
cukup serta ditandatangani oleh PA/KPA/PPKom, PPTK, 
Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu 
maupun oleh Pengurus barang SKPD, beserta bukti 
administrasi lain yaitu :

1. Surat Perintah Melaksanakan Kerja;
2. Surat Keterangan Pengawas Lapangan;
3. Berita acara pemeriksaan pekeijaan;
4. Berita acara penerimaan hasil pekerjaan (PHO);
5. Jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka dan 

jaminan pemeliharaan;
6. Surat permohonan pembayaran;
7. Faktur pajak;
8. Surat setoran pajak/E-Billing;
9. Foto Fisik; dan
10. Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa oleh Panitia 

Pemeriksa Hasil Pekeijaan sesuai dengan ketentuan 
yang sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 
16 Tahun 2018.



Bagian Kedua 
Perjalanan Dinas

Pasal 79

(1) Perjalanaan Dinas Jabatan oleh Pelaksana Surat 
Perjalanan Dinas dilakukan sesuai Penugsan yang tertuang 
dalam Surat Tugas.

(2) Tata cara Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemberian/Penyaluran dan Pertanggungjawaban 

Belanja Bantuan Keuangan serta Belanja Tak Terduga.

Paragraf 1
Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa

Pasal 80
Tata cara pemberian/penyaluran dan pertanggungjawaban 
belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa diatur 
dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Paragraf 2
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Pasal 81
Mekanisme Penyaluran dan Pertanggungjawaban Bantuan 
kepada Partai Politik :
a. penyerahan bantuan keuangan kepada partai politik 

dilaksanakan oleh Kepala Badan Kesbangpol atas nama 
Bupati kepada ketua dan bendahara partai politik atau 
sebutan lainnya;

b. penyerahan bantuan tersebut dengan persyaratan 
administrasi:
1. surat keterangan bank yang menyatakan memiliki



nomor rekening bank atas nama partai politik atau 
sebutan lainnya;

2. surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam 
bentuk Kuitansi ditandatangani diatas materai oleh 
ketua dan bendahara partai politik atau sebutan 
lainnya dengan menggunakan kop surat dan 
cap/stempel partai politik;

3. berita acara serah terima dibuat dalam rangkap 4 
(empat) yang ditandatangani oleh Kepala Badan 
Kesbangpol sebagai Pihak Kesatu dan oleh ketua dan 
bendahara partai politik atau sebutan lainnya sebagai 
Pihak Kedua.

c. Laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik 
disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Badan 
Kesbangpol dengan tembusan disampaikan kepada Ketua 
Komisi Pemilihan Umum Daerah.

Paragraf 3
Belanja Tidak Terduga 

Pasal 82
Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk Kegiatan yang 
sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti 
penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak 
diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas 
kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang 

telah ditutup.

Pasal 83
Belanja Tidak Terduga digunakan untuk :
a. mendanai tanggap darurat,
b. penanganan bencana alam,
c. bencana sosial; dan
d. pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah tahun- 

tahun sebelumnya yang telah ditutup.



Pasal 84
Tata cara pemberian dam pertanggung jawaban diatur sebagai
berikut:
a. kepala SKPD atau Kepala Desa/Lurah menyampaikan 

laporan kepada Bupati tentang adanya bencana alam dan/ 
atau bencana sosial serta kebutuhan dana untuk 
penanganannya;

b. berdasarkan laporan tersebut Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah dan/atau, SKPD lain yang terkait dengan 
bencana sosial melakukan klarifikasi dan mengkaji 
kebutuhan dana yang diajukan, selanjutnya dilaporkan 
kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan/ 
keputusan dan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan 
diberitahukan kepada DPRD;

c. atas dasar persetujuan/keputusan Bupati, BKD 
menyiapkan kelengkapan administrasi untuk 
merealisasikan dana bencana alam dan atau bencana 
sosial;

d. persyaratan untuk pencairan dana :
1. Surat Permohonan Pencairan Dana Badan

Penanggulangan Bencana dan/atau SKPD lainnya yang 
terkait bencana; -

2. Berita Acara dan Kuitansi bermaterai cukup rangkap 4 
(empat) lembar; dan

3. Surat Pernyataan Bencana Alam dari Bupati.
e. pertanggungjawaban penggunaan bantuan :

1. Kepala SKPD lain yang terkait bencana dan/atau 
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
bertanggung jawab atas penggunaan dana tersebut dan 
wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaannya 
kepada Bupati dan atau ke SKPD lain yang ditunjuk 
selaku koordinator penanganan bantuan bencana 
tersebut; dan

2. pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah tahun 
sebelumnya yang telah ditutup.



f. persyaratan untuk penarikan kelebihan setor dari Kas
Daerah:
1. surat permohonan penarikan dana kelebihan setor dari 

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
dan/atau Kepala SKPD kepada Bupati, dengan 
dilampiri tanda bukti setoran yang lengkap dan sah ;

2. berdasarkan surat permohonan tersebut selanjutnya 
Inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap 
kebenaran kelebihan setor tersebut;

3. surat persetujuan dari Bupati atas penarikan kelebihan 
setor tersebut berupa Keputusan Bupati;

4. atas dasar Keputusan Bupati tersebut Bendahara 
Pengeluaran PPKD membayar sejumlah dana penarikan 
kelebihan setor yang dilengkapi dengan Kuitansi 
bermaterai cukup dan Berita Acara dengan rangkap 4 
(empat) lembar; dan

5. pengembalian dana kelebihan setor dibebankan pada 
Belanja tak terduga.

BAB XII
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Bagian Kesatu 
Pelaporan

Paragraf 1
Laporan Semester Pertama dan Prognosis 

Pasal 85
(1) Kepala SKPD menyusun laporan realisasi semester pertama 

anggaran pendapatan dan belanja disertai prognosis untuk 
6 (enam) bulan berikutnya dan disampaikan ke PPKD 
paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah semester 
pertama berakhir.

(2) PPKD menyusun laporan realisasi semester pertama



dengan cara menggabungkan seluruh laporan SKPD paling 
lambat minggu kedua bulan Juli Tahun Anggaran 
berkenaan dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah 
selaku koordinator pengelolaan Keuangan Daerah.

(3) Sekretaris Daerah menyampaikan laporan semester 
pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 
prognosis kepada Bupati paling lambat minggu ketiga 
untuk ditetapkan sebagai laporan semester pertama APBD 
dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

(4) Laporan semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 
(enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) disampaikan ke DPRD paling lambat akhir bulan Juli 
Tahun Anggaran berkenaan.

Paragraf 2 
Laporan Tahunan

Pasal 86
(1) Laporan keuangan SKPD yang disiapkan oleh PPK-SKPD 

disampaikan kepada Bupati melalui PPKD paling lambat 2 
(dua) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri dari:
a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Neraca;
c. Laporan Operasional;
d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
e. Catatan atas Laporan Keuangan.

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilampiri surat pernyataan kepala SKPD bahwa 
pengelolaan APBD yang menjadi tanggungjawabnya telah 
dilaksanakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern 
Keuangan Daerah yang memadai dan standar akuntansi 
pemerintah.

(4) PPKD menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah 
dengan cara menggabungkan laporan keuangan SKPD



paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran 
berakhir.

(5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
terdiri dari:
a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Neraca;
c. Laporan Operasional;
d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
e. Laporan Arus Kas;
f. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; dan
g. Catatan atas Laporan Keuangan.

(7) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
dilampiri dengan ikhtisar Kinerja dan laporan keuangan 
Badan Usaha Milik Daerah.

(8) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 
dilampiri dengan surat pernyataan Bupati yang 
menyatakan bahwa pengelolaan APBD telah dilaksanakan 
berdasarkan Sistem Pengendalian Intern Keuangan Daerah 
yang memadai.

Pasal 87
(1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 

ayat (8) disampaikan oleh Bupati kepada Badan Pemeriksa 
Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun 
Anggaran berakhir.

(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan setelah direview oleh Inspektorat.

(3) Bupati memberikan tanggapan dan melakukan 
penyesuaian laporan keuangan Pemerintah Daerah 
berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa 
Keuangan.



Bagian Kedua

■ Pasal 88
(1) Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah 

tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada 
DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun 
Anggaran berakhir.

ayat (1) memuat laporan yang meliputi laporan realisasi 
anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan dan 
aliran kas serta dilampiri dengan laporan Kinerja yang 
telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan dan ikhtisar 
laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci dalam 
Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

(4) Persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 
oleh DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak 
Rancangan Peraturan Daerah tersebut diterima.

(5) Laporan keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit

BAB XIV
FORMAT DOKUMEN PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 89
Format dokumen yang digunakan dalam pengelolaan 
keuangan sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan 
Bupati ini.



BAB XV
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH 

Pasal 90
Entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam- 
menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan Daerah 
berpedoman kepada Peraturan Bupati yang mengatur tentang 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Kebijakan 
Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

BAB XVI 
PENGAWASAN

Pasal 91
Pengawasan pengelolaan Keuangan Daerah berpedoman 
kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
PENGELOLAAN KEUANGAN LAINNYA 

Pasal 92
Ketentuan tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Dana 
BLUD dan Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan 
Bupati Nomor 105 Tahun 2017 tentang Sistem Prosedur

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 94

P era tu ran  B upati ini m ulai berlaku  p ad a  tanggal d iundangkan . 

Agar se tiap  orang m engetahuinya, m em erin tahkan  

pengundangan  P e ra tu ran  B upati ini dengan  penem patannya  

dalam  B erita D aerah K abupaten  K aranganyar.

D itetapkan  di K aranganyar 

Pada tanggal 1° Desember 

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

D iundangkan  di K aranganyar 

Pada tanggal pejewVcf ooi?>

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

ttd

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2018 NOMOR 9/

S alinan  sesua i dengan aslinya 

SEKRETARIAT DAERAH 

KABUPATEN KARANGANYAR 

Kepala B agian H ukum

V

ZULEIKAR HADIDH

NIP. 19750311 199903 1 009



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR 
NOMOR 9/ , TAHUN 2018 
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR 

; PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DAFTAR FORMAT DOKUMEN
SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1. DPA-SKPD/DPAL-SKPD/DPPA-SKPD (Format A-2.1 s/d A-2.8);
2. Anggaran Kas (Format A -3 );
3. Buku Register Pengelolaan Keuangan SKPD (Format A -  5 );
4. Buku Register DPA - SKPD (Format A -  6);
5. Buku Register SPD (Format A -7);
6. SP2D (Format B -  1);
7. Buku Register Sp2D (Format B -  2);
8. Surat Penolakan Penerbitan SP2D (Format B -  3);

' 9. Buku Register Penolakan Penerbitan SP2D (Format B -  4); 
r 10. Kartu Pengendali Pencairan Dana Induk (Format B -5);

11. Kartu Pengendali Pencairan Dana Per Rincian Obyek (Format B -  6)
12. Daftar Penguji SP2D (Format B - 7);
13. Buku Jurnal Umum (Format C -  3);
14. Buku Besar Pembiayaan (Format C -  6);
15. Buku Besar Aktiva (Format C -  7);
16. Buku Besar Hutang (Format C -  8);
17. Buku Besar Ekuitas Dana (Format C -  9);
18. Buku Besar Pembantu Belanja (Format C -  11);
19. Buku Besar Pembantu Pembiayaan (Format C -  12);
20. Buku Besar Pembantu Aktiva (Format C -  13);
21. Buku Besar Pembantu Hutang (Format C -  14);
22. Buku Besar Pembantu Ekuitas Dana (Format C -  15);
23. Format Laporan Semesteran (Format C -  16);
24. Format Laporan Realisasi Dana (Format C -  17);
25. Format Neraca (Format C -  18);
26. Format Laporan Arus kas (Format C -  19);
27. Format Catatan Atas Laporan Keuangan (Format C -  20);

ou.



31. Buku Pembantu Kas Penerimaan per SKPD (Format K - 3);
32. Buku Pembantu Kas Pengeluaran per SKPD (Format K - 4);
33. Buku IWP, PPh Gaji, Taperum dan PPN/PPh Rekanan (Format K - 5);
34. Laporan Rekapitulasi Penerimaan daerah (Format K - 6);
35. Laporan Bulanan Pemotongan dan Penyetoran Pajak, IWP, PPh Gaji, 

Taperum dan PPN/PPh Rekanan (Format K - 7);
36. Surat Tanda Setoran (Format K - 8);
37. Laporan Bulanan Realisasi Penerimaan Daerah (Format K ~ 9);
38. Laporan Bulanan Realisasi Pengeluaran Daerah (Format K - 10);
39. Laporan Bulanan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 

(Format K - 11);
40. Laporan Bulanan Rekonsiliasi Bank (Format K - 12);
41. Laporan Bulanan Mutasi Penempatan Deposito (Format K - 13);
42. Format Surat Permohonan Pembukaan Rekening (Format K - 14);
43. Format Surat Pernyataan Pembukaan Rekening (Format K - 15);
44. Format Surat Persetujuan / Menolak Pembukaan Rekaning (Format K- 

16);
45. Format Surat Laporan Pembukaan Rekening (Format K - 17);
46. Buku Kas Umum Penerimaan (Format Bend - 1);
47. Buku Pembantu Rincian Obyek Penerimaan (FormatBend - 2);
48. Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian (Format Bend - 3);
49. Buku Kas Penerimaan Harian Pembantu (Format Bend - 4);
50. Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan Secara Administratif (Format 
y Bend - 5);
51. Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan secara Fungsional (Format 

Bend - 6);
52. Register Pengiriman Pertanggungjawaban Penerimaan (Format Bend - 

7);
53. Register Penerimaan Pengesahan Pertanggungjawaban Penerimaan 

(Format Bend - 8);
54. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP -  D) (Format Bend - 9);
55. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR - D -  D) (Format Bend - 10);
56. Surat Pengantar SPP (Format Bend - 11);
57. Ringkasan SPP (Format Bend - 12);
58. Rincian SPP (Format Bend - 13);
59. Buku Kas Umum Pengeluaran (Format Bend - 14);
60. Buku Simpanan Bank (Format Bend - 15);



61. Buku panjar (Format Bend - 16);
62. Buku Pajak PPN/PPh (Format Bend - 17);
63. Buku Rekapitulaasi Pengeluaran Perincian Obyek (Format Bend - 18);

19);
65. Berita Acara Pemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran Pembantu 

(Format Bend - 20);
66. Kartu Kendali Kegiatan (Format Bend - 21);
67. Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran Secara Administratif 

(Format Bend - 22);
68. Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran Secara Fungsional (Format 

Bend - 23);
69. Register Pengesahan SPJ Pengeluaran (Format Bend - 24);
70. Register SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS (Format Bend - 25);
71. Register SPP/SPM/SP2D (Format Bend - 26);
72. Register Surat Penolakan Penerbitan SPM (Format Bend - 27);
73. Bukti Pengeluaran Dana (Format Bend - 28);
74. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Uang Persediaan(UP) 

(Format Bend -  29);
75. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Tambah Uang Persediaan 

(TU) (Format Bend -  30);
76. Register Penerimaan SPP (Format PPK - 1);
77. SPM (Format PPK - 2);
78. Register SPM (Format PPK - 3);
79. Surat Penolakan Penerbitan SPM (Format PPK - 4);
80.. Register Surat Penolakan Penerbiatn SPM (Format PPK - 5);
81. Register Penerimaan Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan (Format 

PPK-6);
82. Register Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan (Format 

PPK - 7) ;
83. Surat Penolakan Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan (Format 

PPK - 8);
84. Register Penolakan Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan (Format 

PPK - 9);
85. Jurnal Penerimaan Kas (Format PPK - 10);
86. Jurnal Pengeluaran Kas (Format PPK - 11);
87. Jurnal Umum (Format PPK - 12);



88. Buku Besar (Format PPK - 13);
89. Buku Besar Pembantu (Format PPK - 14);
90. Laporan Realisasi Semester Pertama (Format PPK - 15);
91. Laporan Realisasi Anggaran (Format PPK - 16);
92. Neraca SKPD (Format PPK - 17);
93. Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD (Format PPK - 18)
94. Pernyataan Tanggung Jawab (Format PPK -19);
95. Pengantar SPM (Format PPK - 20).



F O R M A T  A - 2 . 1

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Tahun Anggaran ........ DPA-SKPD
. . Kabupaten Karanganyar

. , Tahun Anggaran
Urusan Pemerintahan : x.xx
Organisasi; :x.xx.xx .............. ........................

Kode

Rekening
Uraian Jumlah

1 2 3
4 Pendapatan

. 4 . 1 Pendapatan Asli Daerah
4 1 j Pajak Daerah
4 1 2 Retribusi Daerah
4 1 3 d s t.....

5 * Belanja

5 1 Belanja Tidak Langsung
.5 1 1 Belanja Pegawai

5 1 2 Belanja Bunga
5 1 3 d s t....

5 2
*

Belanja Langsung

5 2 1 Belanja Pegawai
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa .: .
5 2 3 Belanja Modal

SURPLUS/(Defisit)

6 Pembiayaan

6 1 Penerimaan Pembiayaan Daerah

6 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya

6 1 2 Pencairan Dana Cadangan

6 1 3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan •

6 2
< - Pengeluaran Pembiayaan Daerah

6 2 ,1 Pembentukan Dana Cadangan

6 2 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

6 2 3 Pembayaran Pokok Utang

Pembiayaan neto

Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per triwulan

No I II lll IV Jumlah

1 3 4 - - - 5 6 7 = 3+4+5+6

1 Pendapatan.

2.1 Belanja tidak langsung

2.2 Belanja langsung

3.1 Penerimaan Pembiayaan

3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Karanganyar,.... ..................... i

Menyetujui
Sekretaris Daerah,.

N IP ............. .......



FORMAT A - 2 .2

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN No.......................... ..........
D P A -S K P D  1

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH X X X XX 00 00 4

Kabupaten Karanganyar 

Tahun Anggaran.........
Urusan Pemerintahan : x.xx .... 
Organisasi______  : x.xx.xx.

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode
Rekening

Uraian
Rincian Penghitungan

Volum
e

Satuan
Tarif/
Harga

Jumlah

1 6 = 3x5

4 1

4  I 1 I 2

4 I 1 I 2  101

4~]| 1 I 2  [O l I O l

4  1 2 01 02

PENDAPATAN DAERAH

PENDAPATAN ASLI DAERAH 

Retribusi Daerah 

Retribusi Jasa Umum 

Retribusi Pelayanan Kesehatan 

d s t........

Jumlah

Rencana Pendapatan Per Triwulan

Triwulan! 
Triwulan II 
Triwulan III 
Triwulan IV

Jumlah

Rp.
Rp.
Rp.
M

Karanganyar, . 
Mengesahkan 
Kepala BKD

Rel
NIP.................

Cara Pengisian:

x .x x XX 00 00 4

Nomor DPA-SKPD

Kode Rekening

disi oleh BKD 

Contoh pengisian :
1.20.03.00.00.4 Pendapatan Sekretariat Daerah



FORMAT A - 2 .3

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN No..................................... D PA -SK PD

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH X X X XX 00 00 5 1 2.1

Kabupaten Karanganyar 
Tahun Anggaran.........

Urusan Pemerintahan : x .xx .....
Organisasi___________ :_x.xx.xx.

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode
Rekening

Uraian
Rincian Penghitungan

Volume Satuan
Tarif/
Harga

Jumlah

(RP)

6 = 3x5

5 1 1

5 1 1 1 1 !

5 1 1 01

5 01 0 1

5 l 1 01 02

BELANJA DAERAH

BELANJA TIDAK LANGSUNG

BELANJA PEGAWAI

Gaji dan Tunjangan

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

d s t........

Jumlah

Rencana Pendapatan Per Triwulan

Triwulan 1 Rp................................. Karanganyar,.......................
Triwulan 11 Rp........................ Mengesahkan
Triwulan Itl Rp........................ Kepala BKD
Triwulan IV Rp........................

Jumlah Rp ...... ..................
NIP.

Cara Pengisian:

x.xx XX 00 00 5 1

Nomor DPA-SKPD

Kode Rekening

disi oleh BKD

Contoh pengisian kode rekening :
1.20.03.00.00.5.1. Belanja Tidak Langsung
Sekretariat Daerah



FORMAT A - 2 .4

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN 

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DPA- 

SKPD 2.2

Kabupaten Karanganyar 

Tahun Anggaran.....
Urusan Pemerintahan
Organisasi

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode 
Program / 
Kegiatan

Uraian
Lokasi

Kegiatan

Target
Kinerja

(Kuantitatif)
1 2 3 4 5

XX Program
XX ...
XX Kegiatan.....
X X , Kegiatan.....

dst.......
XX

XX Program
XX ...
XX Kegiatan.....

Kegiatan.....
XX

XX

dst.......

XX Program

XX

XX

Kegiatan.....
Kegiatan.....

d s t .......
dst.......

Sumber
dana

Triwulan

(I ill IV
Jumlah

11=7+8+9+10

Jumlah

Karanganyar,.

Mengesahkan 
Kepala BKD

NIP.



FORMAT A - 2 .5

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN No............................................. - D PA -SK PD

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH x.xx XX X

X

XX 5 2 2.2 .1

Kabupaten Karanganyar 

Tahun Anggaran.........

Urusan Pemerintahan : x.xx
Organisasi : x.xx.xx
Program : x.xx.xx.xx.
Kegiatan : x.xx.xx.xx.xx.
Waktu Pelaksanaan
lokasi Kegiatan
Sumber dana

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program
Masukan
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan:

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung 
Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode
Rekening

Uraian
Rincian Penghitungan

Volume Satuan
Harga

Satuan

Jumlah

(Rp)

6 = 3x5

5 1

5 1 1

5 1 I I 1 101

5iTi i (oi ion
5 TT n~loiiQ2 |

5 2 2

5 >2 {2 |Q1

5l2| |2~l0Jl0i

5 2 2 01 02

im T
5 2 3 01

5 2
5 2

01
01

01
02

BELANJA DAERAH

BELANJA TIDAK LANGSUNG

BELANJA PEGAWAI

Gaji dan Tunjangan

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

dst.......

BELANJA BARANG DAN JASA 

Belanja Bahan Pakai Habis 

Belanja Alat Tulis Kantor 

dst.....

BELANJA MODAL

Belanja Modal Pengadaan Tanah 

Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor 

dst.....

Jumlah

Rencana Pendapatan Dana Per Triwulan

Triwulan l Rp........................
Triwulan II Rp........................
Triwulan lli Rp........................
Triwulan IV Rd.........................

Jumlah Rp .......... ...... .......

Karanganyar,...............
Mengesahkan 
Kepala BKD

~~N!P. ....................

Cara Pengisian:

X X X XX 00 00 5 2

Nomor DPA-SKPD 

Kode Rekening

disi oleh BKD

Contoh pengisian kode rekening :
1.20.03.00.00.5.1. Belanja Langsung Program dan 
Kegiatan pada Sekretariat Daerah



FORMAT A - 2 .6

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN No............................................... DPA -SK PD

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH x.xx XX XX XX 6 1 1 3.1
Kabupaten Karanganyar 

Tahun Anggaran:........
Urusan Pemerintahan : x.xx
Organisasi : x.xx.xx

Rincian Penerimaan Pembiayaan
Kode Uraian

Jumlah
Rekeninq ______ m ______

1 2 3

6 PEMBIAYAAN

6 1 Penerimaan Pembiayaan Daerah

6 1 I Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

6 1 1 01 Pelampauan Penerimaan PAD

6 1 1 01 01 Pajak daerah

' 6 1  i 01 02 d st........

Jumlah Penerimaan

Triwulan I 
Triwulan II 
Triwulan i(( 
Triwulan IV

Jumlah

Rencana Pendapatan Dana Per Triwulan

Rp.
Rp.
Rp.
E a .

&L

Karanganyar,. 
Mengesahkan 
Kepala BKD

NIP.

Cara Pengisian:

x.xx XX 00 00 6 1

Nomor DPA-SKPD 

Kode Rekening

disi oleh BKD

Contoh pengisian kode rekening :
1.20.03.00.00.6.1. Penerimaan Pembiayaan dan
Sekretariat Daerah



FORMAT A - 2 .7

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN No............................................... DPA-SKPD

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH X.XX XX 00 00 6 2 3 .2

Kabupaten Karanganyar 

Tahun Anggaran.........
Urusan Pemerintahan : x.xx
Organisasi : x.xx.xx

Rincian Penerimaan Pembiayaan
Kode

Rekening
Uraian

Jumlah
(RP)

1

E H
6 2 2

6,2 i 02

6 2 ' 01 01

6 2 01 02

PEMBIAYAAN

Pengeluaran Pembiayaan Daerah 

Penyertaan Modal (Investasi) Penerimaan Daerah 

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

B U M D .......

dst

Jumlah Pengeluaran

Rencana Pengeluaran Per Triwulan

Triwulan 1 Rp......................... Karanganyar,.
Triwulan II Rp......................... Mengesahkan
Triwulan III Rp......................... Kepala BKD
Triwulan IV Rp ...... ..................

Jumlah Rp.............. „ ...................
NIP.

Cara Pengisian:

X.XX XX 00 00 6 2

Nomor DPA-SKPD  

Kode Rekening .

disi oleh 6KD

Contoh pengisian kode rekening :
1.20.03.00.00.6.2. Pengeluaran Pembiayaan
pada Sekretariat Daerah



FORMAT A - 2.8

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN 

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

No......................... .................. .
DPAL- SKPD

x .x x XX XX XX 5 2 L

-.......- ■ .. •- Kabupaten Karanganyar

Tahun Anggaran.........

Urusan Pemerintahan : x .x x  ; ........................................................................

Orqanisasi : K.XX. X X ............................................................. ..

Proqram X.XX.XX.XX.............................................................

Keqiatan : x .x x .x x .x x .x x ............... ......................................

Waktu Pelaksanaan : ......................................................... .
Lokasi Keqiatan : .................................... ..........................
Sumber dana : ......... ....................... .............................

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Proqram

Masukan
Keluaran .

Hasil

Tahun Awal Penaanooaran
DPA/DPAA SKPD Tahun Anqqaran........ RP:_
Realisasi DPA/DPAA SKPD s/d 31 Des Tahun Anggaran ..... Rp.
Saldo DPA/DPAA SKPD s/d 31 Des Tahun Anggaran ....... Rp-
Keteranqan Penvebab tidak dapat diselesaikan s/d akhir tahun anggaran :

L aniutan Pelaksanaan Tahun Pertama '
DPA/DPAA SKPD Tahun Anggaran...... R p _
Realisasi DPA/DPAA SKPD s/d 31 Des Tahun Anggaran......... RP-
Saldo DPA/DPAA SKPD s/d 31 Des Tahun Anggaran........ Rp.
Keterangan Penvebab tidak dapat diselesaikan s/d akhir tahun anggaran :

Laniutan Pelaksanaan Tahun Kedua
DPA/DPAA SKPD Tahun Angqaran ....... Rp.
Realisasi DPA/DPAA SKPD s/d 31 Des Tahun Anggaran......... RP
Saldo DPA/DPAA SKPD s/d 31 Des Tahun Anggaran........ Rp.
Keterangan Penvebab tidak dapat diselesaikan s/d akhir tahun anggaran



Rincian Dokum en Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung  
Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode
Rekening

Uraian
Tahun Awal Lanjutan Tahun Pertama Lanjutan Tahun Kedua

Volume Satuan
Harga

Satuan Jumlah Realisasi
Saldo
Akhir Jumlah Realisasi

Saldo
Akhir Jumlah Realisasi Saldo

Akhir

1 2 3 4 5 6=3x5 7 8=6-7 9 10 11=9-10 12 13 14=12-
13

5 '
5 2  
5 2 1 
5 2 1 01 
5 2 1 01 

01
5 2 1 01 
02

5 2 2 
5 2 2 01 
5 2 2 01 
01

5 2 2 01 
02

5 2 3 
5 2 3 01 
5 2 3 01 
01
5 2 3 01 . 
02

BELANJA • ............................
BELANJA LANGSUNG  

BELANJA PEGAWAI 

Honorarium PNS

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 

d s t.......

BELANJA BARANG DAN JASA

Belanja Bahan Pakai Habis 

Belanja Alat Tulis Kantor 

d s t.......

BELANJA MODAL

Belanja Modal Pengadaan Tanah 

Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor 

dst.......

Rencana Penarikan Dana Per Triwulan

Triwulan IR p .............  ..........  . Karanganyar,.................... ...............
Triwulan II Rp.......... ........  Mengesahkan
Triwulan III R p ...; ...................  Kepafa BKD
Triwulan IV Ro..........................

Jumlah Rp.........  ..;............... ................
. NIP.........................

Cara Pengisian :

X X X XX 00 . 00 . 5 2 L

Nomor DPA-SKPD

Kode Rekening

disi oleh BKD

Contoh pengisian kode rekening :
1.20.03.00.00.5.1, Belanja Langsung Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah



FORMAT A - 3

FORMAT ANGGARAN KAS PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR 

ANGGARAN KAS 
TAHUN ANG G ARAN .............

Kode Rekening Uraian
Anggaran 
Tahun Ini 

(Rp)

Triwulan I 
(Rp)

Triwulan
II

___(Rp_)_

Triwulan III 
(Rp)

Triwulan IV 

(Rp),

Jan | Feb | Mar Apr Mei Jun Jul | Aqs Sep Okt Nov | Des
1 2 3 4 5 6 7

Saldo awal kas
Pendapatan asli daerah

Pajak daerah
Retribusi daerah

Dst----------- ~ ........... - ....- ----------------
Pembiayaan penerimaan ------ -------

Dst
Jumlah pendapatan & pembiayaan penerimaan

Jumlah alokasi kas vanq tersedia untuk pengeluaran
Alokasi belania tidak lanqsunq & pembiayaan pengeluaran

Belanja tidak !angsunq
Belania peqawai
Biaya bunqa

Pembiayaan pengeluaran
Pembayaran pokok utang

Jumlah alokasi be 
pengeluaran per b

anja tidak langsung & pembiayaan 
ulan

t

Jumlah alokasi belanja tidak langsung & pembiayaan 
penqeluaran per triwulan i

.... '

Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung & pembiayaan 
pengeluaran per triwulan



Belan a lanosuno
Belania lanqsunq
Keqiatan.....
Keqiatan.....

Jumlah alokasi belania lanqsunq per bulan
Jumlah alokasi belanja lanqsunq per triwulan
Sisa kas setelah dikuranqi belanja lanqsunq per triwulan
Jumlah alokasi belanja tidak langsung & belanja langsung serta 
pembiayaan penqeluaran
Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung dan belanja 
langsung
Serta pembiayaan penqeluaran

Karanganyar................... ....... .
Mengesahkan 
Kepala BKD



REGISTER PENGELOLA KEUANGAN SKPD ________format a -5

N O .

S U R A T  K E P U T U S A N  
P E N G E L O L A  K E U A N G A N

S K P D N A M A  P E N G E L O L A  

K E U A N G A N
K E D U D U K A N U R A IA N  K E G IA T A N KET

T A N G G A L N O M O R

.....................



REGISTER DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) SKPD FORMAT A -6

NO.
D P A -S K P D

U R A IA N  K E G IA T A N K O D E  R E K E N IN G JU M L A H K E TE R A N G A NT A N G G A L N O M O R



FORMAT A - 7

REGISTER SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD) ANGGARAN BELANJA DAERAH

NO.

SURAT PENYEDIAAN DANA 
(SPD) NAMA PPTK / 

BENDAHARA 
PENGELUARAN

URAIAN KEGIATAN KODE
REKENING

PAGU
INDIKATIF

JUMLAH
PENYEDIAAN

DANA
SISA KETERANGAN

TANGGAL NOMOR

. . . .



FORMAT B -  1

SP2D

i

(Kolom 1)

KABUPATEN
KARANGANYAR

N o m o r:..........

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA 
(SP2D)

Nomor SPM
Tanggal
SKPD

Dari Kuasa BUD 
Tahun Anggaran

Bank /  Pos : PT. Bank Jateng Cabang Karanganyar
Hendaklah mencairkan/ memindahkanbukukan dari baki Rekening Nom or: ...........
Uang sebesar Rp................................... (Terbilang: ........................ )

(Kolom 2) 
kepada 
NPWP •
No. Rekening Bank 
Bank/Pos 
Keperluan Untuk

(Kolom 3) 
NO.

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3 4

Jumlah

Potongan-potongan:

NO. Uraian (No. Rekening) Jumlah (Rp)
Keterangan

1. Denda keterlambatan
2. Kelebihan pembulatan, dll
3.

Jumlah

Inform asi: (tidak mengurangi jum lah pem bayaran SP2D)

NO. Uraian Jumlah (Rp)
Keterangan

• 1. Iuran waiib Pegawai Negeri

2. Tabungan Perumahan 
Peqawai

3. PPh Pasal 21
4. PPN

5. PPN
Jumlah

SP2D vanq dibayarkan
Jumlah vano Diminta RP................................-
Jumlah Potonqan RP................................ -
Jumlah yanq Dibayarkan * Rd • . - •
Uana Seiumlah ( .............................................................................................................................................. )

Lembar 1 & 2 
Lembar 3 & 4 
Lembar 5 & 6  
Lembar 7

Kuasa BUD Karanganyar, tanggal...........
P P K -S K P D  dan Bendahara Pengeluaran a.n. Bupati Karanganyar 
Kasubbag. Perbendaharaan Sekretaris Daerah 
Pihak Ketiga Ub.

Bendahara Umum Daerah

(tanda tangan)

(nama lenakap)
NIP.



Cara pengisian:

1. Kolom 1

a. Nomor SPM diisi dengan nomor SPM

b. Tanggal diisi dengan tanggal SPM

c. SKPD diisi dengan nama SKPD

d. Dari diisi dengan Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD)

e. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran berkenaan

f. Bank/pos diisi dengan nama bank/pos yang ditunjuk untuk mencairkan SP2D

g. Hendaklah mencairkan/memindahbukukan ke rekening nomor diisi dengan nomor rekening Kas 

Umum Daerah (Nomor rekening Bank BUD)

h. Uang sebesar diisi dengan jumlah rupiah dan bilangan rupiah SP2D yang dicairkan

2. Kolom 2

a. Kepada diisi dengan Bendahara Pengeluaran/Pihak Ketiga yang berhak atas SP2D

b. NPWP diisi dengan nomor pokok wajib pajak bendahara pengetuaran/pihak ketiga uang berhak 

atas SP2D

c. Kode rekening bank diisi dengan nomor bank Bendahara Pengeluaran/Pihak Ketiga yang 

berhak atas SP2D

d. Bank/pos diisi dengan nama bank/pos yang ditunjuk untuk mencairkan SP2D

e. Keperluan untuk diisi dengan uraian keperluan peruntukan pencairan SP2D

3. Kolom 3

a. Nomor diisi dengan kode rekening peruntukan SP2D

b. Kode rekening diisi dengan kode rekening peruntukan SP2D

c. Uraian diisi dengan uraian kode rekening peruntukan SP2D

d. Jumlah diisi dengan jumlah rupiah atas masing-masing kode rekening peruntukan SP2D

4. Potongan-potongan

a. Denda keterlambatan

b. Kelebihan pembulatan, dll

5. Informasi;

a. Iuran wajib pegawai negeri diisi dengan jumlah potongan gaji pegawai sesuai ketentuan 

perundang-undangan.

b. Tabungan perumahan diisi dengan jumlah potongan tabungan perumahan pegawai sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan

c. PPh Pasal 21 diisi dengan jumlah potongan PPh Pasal 21 Gaji Pegawai sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan

d. PPN diisi dengan jumlah potongan PPN sesuai dengan peraturan perundang-undangan

e. PPh diisi dengan jumlah potongan PPh sesuai dengan peraturan perundang-undangan

6. SP2D yang dibayarkan

a. Jumlah yang diminta diisi dengan jumlah SP2D yang diminta

b. Jumlah Potongan diisi dengan jumlah potongan SP2D

c. Jumlah yang dibayarkan diisi dengan jumlah yang diminta dikurangi dengan jumlah potongan

d. Uang sejumlah diisi dengan jumlah rupiah dan bilangan rupiah SP2D yang dicairkan

7. *) Lembar 4 diserahkan kepada pihak ketiga disediakan untuk pencairan SPM-LS



FORMAT B -  2

KABUPATEN KARANGANYAR 

REGISTER SP2D
Halaman:

No.
Urut

Tanggal

Nomor SP2D

Uraian

Jumlah SP2D (Rp)

UP GU TU
LS

UP GU TU
LS

Gaji Barang & 
Jasa

Gaji Barang & 
Jasa

1 2 3 4 5

Jumlah

.............. ......... , tanggal.......................
Bendahara Umum Daerah

(tanda tangan)

(nama lengkap) 
NIP.

Cara pengisian:
1. Kolom 1 disi dengan Nomor Urut SP2D untuk pengeluaran UP/gu/TU/LS (Gaji, Barang, dan Jasa) yang diterbitkan
2. Kolom 2 diisi dengan tanggal diterbitkannya SP2D
3. Kolom 3 diisi dengan Nomor SP2D untuk pengeluaran UP/GU/TU?LS (Gaji, Barang, dan Jasa) yang diterbitkan
4. Kolom 4 diisi dengan Uraian SP2D diterbitkan
5. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah SP2D untuk pengeluaran UP/GU/TU/LS (Gaji, Barang, dan Jasa) yang diterbitkan



FORMAT B • 3

KABUPATEN KARANGANYAR 
SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SP2D

Karanganyar,.............  .......20 ....

Kepada Yth.
Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran

d i -

Nomor ; ...................................
Lampiran: ............................ .
Perihal : Pengembalian SPM

Bersama ini terlampir Surat Permintaan Membayar Uang 
Persediaan/Ganti Uang/Tambahan Uang dan Langsung (SPP-UP/GU/TU/LS )
Saudara Nomor ................................................................................ tanggal
............2018....dikembalikan karena tidak memenuhi syarat untuk diproses.

Adapun kekurangannya sebagai berikut:

1......................................................................................................... . . . . . . .............................................................

2.

3.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Karanganyar, tanggal..............

Kepala Bidang Perbendaharaan dan 
Kas Daerah

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.



FORMAT B - 4

KABUPATEN KARANGANYAR  
REGISTER SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SP2D

No.
Urut

Tanggal
Nomor

SPM
Uraian

Jumlah (Rp.)

Keterangan
UP/GU/TU LS

1 2 3 4 5

Jumlah

Karanganyar, tanggal..............

Kepala Bidang Perbendaharaan dan 
Kas Daerah

(tanda tangan)

(nama lengkap) . '
NIP.

Cara pengisian:

1. Kolom 1 disi dengan Nomor urut

2. Kolom 2 diisi dengan tanggal dan nomor surat penolakan penerbitan SP2D

3. Kolom 3 diisi dengan Nomor SPM yang ditolak

4. Kolom 4 diisi dengan Uraian alas an penerbitan surat penolakan penerbitan SP2D

5. Kolom 5 diisi dengan jumlah SPM UP/GU/TU yang ditolak penerbitan SP2D

6. Kolom 6 diisi dengan jumlah SPM LS yang ditolak penerbitan SP2D

7. Kolom 7 diisi dengan penjelasan yang diperlukan .



FORMAT B - 5

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KARTU PENGENDALIAN PENCAIRAN DANA INDUK

I. SKPD Belania Tidak Lanasuna / Belania Lanasuna
Alamat Kantor - Belanja Pegawai
Tahun Anggaran - Belanja Barang dan Jasa
SPD Tanggal : Triwulan : = Rp............................ - Belanja Modal :

Nomor II = Rp............................ • Belanja Bunga
DPA SKPD Tanggal : III = Rp..................... • Belanja bantuan Sosial :

Nomor : IV « R p ............................ - Belanja Bagi Hasil pada Kab/Kota
• - Jumlah Rp............................ - Belanja Tak Terduga 

Kode Rekenina

II. 1. Pengguna Anggaran /P engguna Barang. 
. a. Nama

III. Spesimen Tanda tangan, Paraf dan Kantor Cap Kantor:

b. NIP :
c. No. & Tgl SK Pengangkatan :

t .  Tanda tangan 1. Paraf

2. Bendahara Pengeluaran R/C No. :
a; Nama :
b. NIP
c. No. & Tgl SK Pengangkatan :

2. Tanda tangan . 2. Paraf

NPWP

IV. REALISASI PENERBITAN SP2D

Tanggal
dan

No. SP2D

Tanggal 
Terima SPM

Uraian
UP/GU/TU

Yang
dimintakan

SPJ

(Rp.)

Sisa
UP/GU/TU

(Rp.)

SP2D

Sisa Anggaran  
(Rp.)

Paraf
Langsung(LS)

U P /G U /TU  (Sudah 
Membebani Anggaran Jumlah

(Rp.)
UP/GU TU

; 2;, ■& .3 -s  s : • E3S&6 ■ V4 s •; ■ 7  s r  « 2*  v -,8 w j  •: j:  9 £10(7+8+9) 11 I h CJ ■;12 i'

•



FORMAT B -  6

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KARTU PENGENDALIAN PENCAIRAN DANA PER RINCIAN OBYEK

1. SKPD Belania Tidak Lanasuna 1 Belanja Lanasuna
Alamat Kantor -  Belanja Pegawai
Tahun Anggaran
SPD Tanggal : Triwulan : I = Rp............................ - Belanja Barang & Jasa

Nomor : II = Rp............................ - Belanja Modal
DPA SKPD Tanggal : III = Rp............................ • Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan :

Nomor IV  = Rp............................ •  Belanja Tak Terduga
Jumlah : Ro............................ Kode Rekening

II. 1. Pengguna Anggaran /  Pengguna Barang, 
a. Nama :

III. Spesimen Tanda tangan, Paraf dan Kantor Cap Kantor:

b. NIP
c. No. & Tgl SK Pengangkatan :

1. Tanda tangan 1. Paraf

2. Bendahara Pengeluaran R/C No. :
a. Nama
b. NIP :
c. No. & Tgl SK Pengangkatan : .

2. Tanda tangan 2. Paraf

NPWP :

IV. REALISASI PENERBITAN SP2D

Tanggal
dan

No. SP2D

Tanggal 
Terims SPM

Uraian
UP/GU/TU

Yang
dimintakan

SPJ

(Rp.)

Sisa
UP/GU/TU

(Rp.)

SP2D
Sisa Anggaran

(Rp)

r
.^Paraf

Langsung (LS)

UP/GU/TU (Sudah 
Membebani Anqcjaran

Jumlah
(Rp.)

UP/GU TU
1 , 2 - - t-'.- .. •: 3 T-i ./ - V  ' r •; i . • ? ‘ 4 * •• • & 5 - - • 6 ~ . ' 7 r S  ' v ' ,-9: '■ • 1 0 s 11- - •  •• ■ 12



FORMAT B - 7

D A F T A R  P E N G U JI
S U R A T  P E R IN T A H  P E N C A IR A N  D A N A  

T A N G A L : ........................................

NO. SP2D URAIAN SUMBER DANA 
DAU/DDL

UP/GU/TU/LS JUMLAH
(Rp.)

TGL NOMOR
1 2 3 4 5 6 7

JUMLAH :

JUMLAH HALAMAN ...........S/D ...........  :

JUMLAH HARI INI :

KEPALA BIDANG PEMBENDAHARAAN DAN KAS DAERAH

(-■................. ......■■■■■)
NIP.



FORMAT C-3

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
JURNAL UMUM Halaman

Tgl. No.
Bukti

K o d e  R e ken in g U ra ian D eb it K red it

1 2 ' 3 ■ . . 4 5 6

Cara Pengisian:

1. Kolom (1) Tanggal, diisi dengan tanggal transaksi atau kejadian keuangan ■ l 2 3 4 5 6

2. Kolom (2) Nomor Bukti, diisi dengan nomor bukti transaksi

3. Kolom (3) Kode Rekening, diisi dengan kode rekening obyek 

sesuai dengan penggolongan transaksi atau kejadian yang dicatat

4. Kolom (4) Uraian, diisi dengan nama rekening yang sesuai dengan kode rekening kolom(3)

5. Kolom (5) Debit, diisi dengan jumlah rupiah yang didebit

6. Kolom (6) Kredit, diisi dengan jumlah rupiah rekening yang di kredit



FORMAT C-6
\

S K P D  

K o d e  R ek  

N am a 1 2 3 4 5 6

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BUKU BESAR PEMBIAYAAN

H alam an: ..

T an g g al U raian R ef D eb it K re d it S a ld o

1 ■■■■ 2 3 4 5 6

Cara Pengisian:

1. Kolom (1) Tanggal, diisi dengan tanggal transaksi atau kejadian keuangan

2. Kolom (2) Uraian diisi dengan uraian transaksi

3. Kolom (3) Ref, diisi dengan referensi asal data

4. Kolom (4) Debit, diisi dengan jumlah rupiah yang didebit

5. Kolom (5) Kredit, diisi dengan jumlah rupiah rekening yang di kredit

6. Kolom (6) Saldo, diisi dengan selisih antara kolom Debit dengan Kredit



FORMAT C-7

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BUKU BESAR AKTIVA

SK PD  
K ode R ek  

Nam a H alam an: ...

Tanggal U raian R ef D eb it K red it S a ldo
1 2 3 4 5 6

Cara Pengisian:

1. Kolom (1) Tanggal, diisi dengan tanggal transaksi atau kejadian keuangan

2. Kolom (2) Uraian diisi dengan uraian transaksi

3. Kolom (3) Ref, diisi dengan referensi asal data

4. Kolom (4) Debit, diisi dengan jumlah rupiah yang didebit

5. Koiom (5) Kredit, diisi dengan jumlah rupiah rekening yang di kredit

6. Kolom (6) Saldo, diisi dengan selisih antara kolom Debit dengan Kredit



FORMAT C-8

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BUKU BESAR HUTANG

S K P D  

K o d e  R ek  
N am a 1 2 3 4 5 6 H alam an:

T an g g al U raian R ef D e b it K red it S a ldo
1 2 3 4 5 6

Cara Pengisian:

1. Kolom (1) Tanggal, diisi dengan tanggal transaksi atau kejadian keuangan

2. Kolom (2) Uraian diisi dengan uraian transaksi

3. Kolom (3) Ref, diisi dengan referensi asal data

4. Kolom (4) Debit, diisi dengan jumlah rupiah yang didebit

5. Kolom (5) Kredit, diisi dengan jumlah rupiah rekening yang di kredit

6. Kolom (6) Saldo, diisi dengan selisih antara kolom Debit dengan Kredit,



FORMAT C-9

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BUKU BESAR EKUITAS DANA

S K P D  
K o de R ek  
N am a Halaman :

T an g g a l U raian R ef D eb it K red it S a ldo
1 2 3 4 5 6

Cara Pengisian :

1. Kolom (1) Tanggal, diisi dengan tanggal transaksi atau kejadian keuangan

2. Kolom (2) Uraian diisi dengan uraian transaksi

3. Kolom (3) Ref, diisi dengan referensi asal data

4. Kolom (4) Debit, diisi dengan jumlah rupiah yang didebit

5. Kolom (5) Kredit, diisi dengan jumlah rupiah rekening yang di kredit

6. Kolom (6) Saldo, diisi dengan selisih antara kolom Debit dengan Kredit



FORMAT C-11

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BUKU BESAR PEMBANTU BELANJA

K o de R eken ing  O b y e k  
N am a O byek

Halaman : . .

TGL NO
BUKTI

URAIAN Jumlah Rincian Obyek Rincian
Obyek

Rincian
Obyek

Rincian
Obyek

Rincian
Obyek

Rincian
Obyek

Rincian
Obyek

Rincian
Obyek

Rincian
Obyek

Rincian
Obyek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

-

Cara Pengisian: .

1. Kolom (1) Tanggal, diisi dengan tanggal transaksi atau kejadian keuangan

2. Kolom (2) Nomor bukti, diisi dengan nomor bukti transaksi

3. Kolom (3) Uraian, diisi dengan uraian transaksi

4. Kolom (4) Jumlah, diisi dengan jumlah total rincian obyek

5. Kolom (5, dst), diisi dengan jumlah rupiah per rincian obyek



FORMAT C-12

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BUKU BESAR PEMBANTU PEMBIAYAAN

K ode R eken ing  O b yek  

N am a O byek 1 2 3 4 5
Halaman : ..

TGL NO
BUKTI

URAIAN Jumlah Rincian 
. Obyek

Rincian ■ 
Obyek

Rincian
Obyek

Rincian • 
Obyek

Rincian Obyek Rincian Obyek Rincian Obyek Rincian Obyek Rincian Obyek Rincian
Obyek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

'■ ■' '

Cara Pengisian:

1. Kolom (1) Tanggal, diisi dengan tanggal transaksi atau kejadian keuangan

2. Kolom (2) Nomor bukti, diisi dengan nomor bukti transaksi

3. Kolom (3) Uraian, diisi dengan uraian transaksi

4. Kolom (4) Jumlah, diisi dengan jumlah total rincian obyek

5. Kolom (5, dst), diisi dengan jumlah rupiah per rincian obyek



FORMAT C-13

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BUKU BESAR PEMBANTU AKTIVA

K o de R eken ing  O b yek  

N am a O b yek
Halaman : ......

TGL NO
BUKTI

URAIAN Jumlah Rincian
Obyek

Rincian Obyek Rincian Obyek Rincian Obyek Rincian Obyek Rincian Obyek Rincian
Obyek

Rincian
Obyek

Rincian
Obyek

Rincian
Obyek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Cara Pengisian:

1. Kolom (1) Tanggal, diisi dengan tanggal transaksi atau kejadian keuangan

2. Kolom (2) Nomor bukti, diisi dengan nomor bukti transaksi

3. Kolom (3) Uraian, diisi dengan uraian transaksi

4. Kolom (4) Jumlah, diisi dengan jumlah total rincian obyek

5. Kolom (5, dst), diisi dengan jumlah rupiah per rincian obyek



I 'S

_____________FORMAT C-14

i

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
BUKU BESAR PEMBANTU HUTANG

K ode R eken in g  O b yek  

N am a O b yek
Halaman : ......

TGL NO
BUKTI

URAIAN Jumlah Rincian
Obyek

Rincian
Obyek

Rincian
Obyek

Rincian Obyek Rincian Obyek Rincian Obyek Rincian
Obyek

Rincian
Obyek

Rincian
Obyek

Rincian Obyek

1 2 3 4 . 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Cara Pengisian:

1. Kolom (1) Tanggal, diisi dengan tanggal transaksi atau kejadian keuangan

2. Kolom (2) Nomor bukti, diisi dengan nomor bukti transaksi

3. Kolom (3) Uraian, diisi dengan uraian transaksi

4. Kolom (4) Jumlah, diisi dengan jumlah total rincian obyek

5. Kolom (5, dst), diisi dengan jumlah rupiah per rincian obyek



J
ii

t ■'

\ I
FORMAT C-15

*

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
BUKU BESAR PEMBANTU EKUITAS DANA

K o de R eken in g  O b y e k  

N am a O b yek
Halaman : ......

TGL NO
BUKTI

URAIAN Jumlah ' Rincian
Obyek

Rincian
Obyek

Rincian
Obyek

Rincian Obyek Rincian Obyek Rincian Obyek Rincian Obyek Rincian
Obyek

Rincian
Obyek

Rincian
Obyek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

,

«

U

Cara Pengisian:

1. Kolom (1) Tanggal, diisi dengan tanggal transaksi atau kejadian keuangan

2. Kolom (2) Nomor bukti, diisi dengan nomor bukti transaksi

3. Kolom (3) Uraian, diisi dengan uraian transaksi

4. Kolom (4) Jumlah, diisi dengan jumlah total rincian obyek

5. Kolom (5, dst), diisi dengan jumlah rupiah per rincian obyek



FORMAT C - 1 6

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR 
LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN 

PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA 
TAHUN ANGGARAN............

Nomor
Urut

Uraian
Jumlah

Anggaran

Realisasi
Sem ester
Pertama

Sisa
Anggaran

s/d
Sem ester
Pertama

Prognosis Keterangan

1 2 3 4 5 6 7

1 PENDAPATAN

1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3

1.1.4

PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Pajak Daerah 
Pendapatan Retribusi Daerah 
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 
yang Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1.2 
1.2.1 

1.2.1.1 
1.2.1.2
1.2.1.3
1.2.1.4

PENDAPATAN TRANSFER
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan 
Dana Bagi Hasil Pajak
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) 
Dana Alokasi Umum 
Dana Alokasi Khusus

1.2.2 
1.2.2.1 
1.2.2.2

Transfer Pemerintah Pusat -  Lainnya 
Dana Otonom Khusus 
Dana Penyesuaian

1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 
Pendapatan Hibah 
Pendapatan Dana Darurat 
Pendapatan Lainnya

Jumlah

2 BELANJA

2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6 
2.1.7

BELANJA OPERASI
Belanja Pegawai 
Belanja Barang 
Belanja Bunga 
Belanja Subsidi 
Belanja Hibah 
Belanja Bantuan Sosial 
Belanja Bantuan Keuangan

2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6

BELANJA MODAL
Belanja Tanah 
Belanja Peralatan dan Mesin 
Belanja Gedung dan Bangunan 
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 
Belanja Aset Tetap Lainnya 
Belanja Aset Lainnya -

2.3
2.3.1

BELANJA TIDAK TERDUGA
Belanja Tidak Terduga

Jumlah



Nomor
Urut Uraian Jumlah

Anggaran

Realisasi
Semester
Pertama

Sisa
Anggaran

s/d
Sem ester
Pertama

Prognosis Keterangan

2 3 4 5 6 7

2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3

TRANSFER
Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota
Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota

Jumlah

3

3.1
3.1.1

3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6

PEMBIAYAAN

PENERIMAAN DAERAH
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
(SILPA)
Pencairan Dana Cadangan
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Penerimaan Pinjaman Daerah
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
Penerimaan Piutang Daerah

3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4

PENGELUARAN DAERAH
Pembentukan Dana Cadangan 
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 
Pembayaran Pokok Utang 
Pemberian Pinjaman Daerah

Jumlah

Pembiayaan Neto

3.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Tanggal

KEPALA SKPD,



FORMAT C - 1 7

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR 
LAPORAN REALISASI ANGGARAN 

TAHUN ANGGARAN ............

Nomor
Urut URAIAN

ANGGARAN
SETELAH

PERUBAHAN
REALISASI Lebih/

(Kurang)
1 2 3 4 5

1 PENDAPATAN

1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah
1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah
1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1.2 PENDAPATAN TRANSFER
1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak
1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
1.2.1.3 Dana Alokasi Umum
1.2.1 .4 Dana Alokasi Khusus

1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat -  Lainnya
1.2.2.1 Dana Otonom Khusus
1.2.22 Dana Penyesuaian

1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
1.3.1 Pendapatan Hibah
1.3.2 Pendapatan Dana Darurat
1.3.3 Pendapatan Lainnya

Jumlah

2 BELANJA

2.1 BELANJA OPERASI
2.1.1 Belanja Pegawai
2 .1 .2 ' Belanja Barang
2.1.3 Belanja Bunga
2.1.4 Belanja Subsidi
2.1.5 Belanja Hibah
2.1.6 Belanja Bantuan Sosial
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan

2.2 BELANJA MODAL
2.2.1 Belanja Tanah
2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin
2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan
2.2.4 Belanja Jalan. Irigasi dan Jaringan »
2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya
2.2.6 Belanja Aset Lainnya

2.3 BELANJA TIDAK TERDUGA
2.3.1 Belanja Tidak Terduga

Jumlah

2.4 TRANSFER
2.4.1 Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota
2.4.2 Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota
2.4.3 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota

Jumlah



Nomor
Urut ' URAIAN

ANGGARAN
SETELAH

PERUBAHAN
REALISASI Lebih/

(Kurang)

2 3 4 5

3
3.1

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6

PEMBIAYAAN
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) .
Pencairan Dana Cadangan
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Penerimaan Pinjaman Daerah
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
Penerimaan Piutanq Daerah

Jumlah

3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4

PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Pembentukan Dana Cadangan . . - • 
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 
Pembayaran Pokok Utang 
Pemberian Pinjaman Daerah .

Jumlah

Pembiayaan Neto

3.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

................. ................. Tanggal.......  ............. .

BUPATI KARANGANYAR,



FORMAT C - 1 8

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
N E R A C A

Per 31 Desember Tahun n dan Tahun n*1
URAIAN Tahun n 

(Rp)
Tahun n-1 

* IR p)
ASET
ASET LANCAR

Kas
Kas di Kas Daerah
Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di Bendahara Penqeiuaran

Investasi Jangka Pendek
Piutang

Piutang Paiak
Piutang Retribusi
Piutang Dana Bagi Hasil
Piutanq Dana Alokasi Umum
Piutanq Dana Alokasi Khusus
Bagian Lancar Piniaman kepada BUMD
Bagian Lancar Taqihan Penjualan Anqsuran
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Keruqian Daerah
Piutang lain-lain

Persediaan

INVESTAStJANGKA PANJANG
Investasi Nonpermanen

Piniaman kepada Perusahaan Negara
Piniaman kepada Perusahaan Daerah

Piniaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
Investasi dalam Surat Utang Negara
Investasi Dana Bergulir
Investasi Nonpermanen Lainnya

Investasi Permanen Lainnya
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Penyertaan Modal dalam Proyek Pembanqunan
Penyertaan Modal Perusahaan Patungan
Investasi Permanen Lainnya

ASET TETAP
Tanah

Tanah
Peralatan dan Mesin

- Alat-alat Berat
Alat-alat Angkutan
Alat Benokel
Alat Pertanian
Alat-alat Pertanian dan Peternakan
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga
Alat Studio dan Alat Komunikasi
Alat Ukur
Alat-alat Kedokteran
Alat Laboratorium
Alat Keamanan

Gedung dan Banqunan
Bangunan Gedunq
Banaunan Monumen



URAIAN Tahun n 
(Rp)

Tahun n-1 
(RP)

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Jalan dan Jembatan
Bangunan air (irigasi)
Instalasi
Jaringan

Aset Tetap Lainnya
Buku dan Perpustakaan
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan
Hewan/Ternak dan Tumbuhan

Konstruksi Dalam Pengerjaan
Konstruksi Dalam Pengenaan

DANA CADANGAN
Dana Cadanaan

ASET LAINNYA
Tagihan Penjualan Angsuran
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Aset Tak Berwujud
Aset Lain
R/K SKPD

JUMLAH ASET
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang Perhitungan Pihak Ketiga
Utanq Bunga
Utang Pajak
Bagian Lancar Utana Janaka Panjang Dalam Negeri
Pendapatan Diterima Dimuka
Utang Janqka Pendek Lainnya

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
Utanq Dalam Neqeri
Utang Luar Negeri
Utanq Janqka Panianq Lainnya

EKUITAS DANA
Ekuitas Dana Lancar

Sisa Lebih Pembiayaan Anqqaran (SILPA)

Cadanqan Piutanq
Cadanqan Persediaan
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utanq Jangka Pendek

Ekuitas Dana Investasi
Diinvestasikan dalam investasi Jangka Panjang

Diinvestasikan dalam Aset Tetap
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya
Dana vanq Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang

Ekuitas Dana Cadanqan
Diinvestasikan dalam Dana Cadangan

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

............................... tanggal.....................

BUPATI KARANGANYAR

(tanda tangan)

' : (nama lengkap)



F O R M A T C - 1 9

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
L A P O R A N  A R U S  KAS

Untuk tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun n dan Tahun n-1

URAIAN Tahun n(Rp) Tahun n-1(Rp)
(Rp) (R p )

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus Kas M asuk:

Pajak Daerah

Retribusi Daerah

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

Dana Alokasi Umum

Dana Otonomi Khusus

Dana Penyesuaian

Hibah

Dana Darurat

Pendapatan Lainnya

Jumlah

Arus Kas Keluar:

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Bunga

Belanja Subsidi

Belanja Hibah

Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Tak Terduga

Belanja Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota

Jumlah

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas INVESTASI ASET NONKEUANGAN

Arus Kas M asuk:

Pendapatan Penjualan atas Tanah

Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin

Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bandungan

Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan

Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya

Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya

Jumlah

Arus Kas Keluar:

Belanja Tanah

Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Aset Tetap Lainnya

Jumlah

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi A set NonKeuangan



URAIAN Tahun n{Rp) Tahun n-1(Rp)
(RP) (Rp)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN

Arus Kas M asuk:

Pencairan Dana Cadangan

Hasil Penjualan Aset/Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan Pinjaman dan Obligasi

Penerimaan Kembali Pinjaman

Penerimaan Piutang

Jumlah

Arus Kas Keluar:

Pembentukan Dana Cadangan

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan Obligasi

Pemberian Pinjaman

Jumlah

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pem biayaan

ARUS KAS DARI AKTIVITAS NONANGGARAN

Arus Kas M asuk:

. Penerimaan perhitungan Pihak Ketiga

Jumlah

Arus Kas Keluar:

Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga

Jumlah

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran

Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode

Saldo Awal di Kas Daerah

Saldo Akhir Kas di Kas Daerah

Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Akhir Kas

...... ......... .T a n g g a l.......................

BUPATI KARANGANYAR.



F O R M A T  C -20

P E M E R IN TA H  KABUPATEN K A R A N G A N YA R  

C A T A T A N  A T A S  L A P O R A N  K E U A N G A N  

T A H U N  A N G G A R A N ..............

B ab  I P e n d a h u lu a n

1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan

1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan

1.3. S istem atika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD.

2.1. Ekonomi makro

2.1. Kebijakan keuangan

2.1. Indikator pencapaian target kinerja APBD

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan

3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah 

ditetapkan

Bab IV Kebijakan akuntansi

4.1. Entitas pelaporan keuangan daerah

4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

4.4. Penerapan kebijakan akuntans berkaitan dengan ketentuan yang ada 

dalam standar akuntansi pemerintahan

B a b V  Penjelasan pos-pos laporan keuangan

: 5.1. Rincian dan penjelasan masing-m asing pos-pos pelaporan keuangan

5.1.1. Pendapatan

5.1.2. Belanja

5.1.3. Pembiayaan

5.1.4. A set



5.1.5. Kewajiban

5.1.6. Ekuitas dana

5.1.7. Kom ponen-kom ponen laporan arus kas

5.2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul 

sehubungan dengan basis akrual pendapatan belanja dan rekonsiliasi 

dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang 

m enggunakan basis akrual.

Bab VI P en je lasan atas inform asi-inform asi non keuangan 

Bab V ll Penutup.



PENJELASAN ISI

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Babi Pendahuluan

1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan

M em uat penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan 

keuangan.

1.2. L a n d a s a n  h u k u m  p e n y u s u n a n  la p o ra n  k e u a n g a n

M em uat penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan yang 

berlaku sebagai landasan Hukum penyusunan laporan keuangan.

1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Mem uat penjelasan mengenai sistem atika isi catatan atas laporan 

keuangan.

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja 

APBD.

2.1. Ekonomi makro

Mem uat penjelasan mengenai asum si makro ekonom i yang dijadikan 

landasan penyusunan APBD dan perkem bangannya dalam  Perubahan 

APBD sam pai dengan pelaksanaan APBD akhir tahun anggaran. 

Informasi yang disajikan m em uat tentang posisi dan kondisi ekonomi 

m akro periode berjalan dibandingkan dengan periode yang sama pada 

tahun anggaran sebelum nya. Dalam bagian ini juga dijelaskan 

' -  — . mengenai faktor-faktor yang m em pengaruhi terjadinya perubahan 

asum si m akro ekonom i yang m em bawa dam pak terhadap peningkatan 

atau penurunan (fluktuasi) asum si yang ditetapkan.

2.1. Kebijakan keuangan

M em uat penjelasan mengenai kebijakan keuangan yang ditetapkan 

pem erintah daerah sampai dengan akh ir tahun anggaran yang 

berim plikasi terhadap perubahan posisi Neraca dan Laporan Arus Kas. 

Informasi yang disajikan m em uat tentang posisi dan kondisi keuangan 

periode berjalan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 

anggaran sebelum nya. Dalam bagian ini juga dijelaskan mengenai 

faktor-faktor yang m elatarbelakangi d item puhnya kebijakan keuangan 

oleh pem erintah daerah sehingga terjadinya perubahan terhadap posisi 

neraca dan laporan arus kas.



2.1. Pencapaian target kinerja APBD

M em uat penjelasan m engenai keberhasilan pencapaian target kinerja 

APBD yang dicerm inkan m elalui Indikator keberhasilan pelaksanaan 

program  dan kegiatan pada tahun pelaporan m enurut urusan 

pem erintahan daerah. Indikator pencapaian target kinerja m enyajikan 

inform asi tentang pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan 

kegiatan yang dilaksanakan.

Dalam bagian ini dijelaskan juga faktor pendorong tercapainya tingkat 

keberhasilan (efektifitas dan efisiensi) atau faktor pengham bat tidak 

tercapainya Indikator target kinerja program  dan kegiatan yang telah 

ditetapkan baik yang bersifat dapat dikendalikan maupun yang tidak 

dapat dikendalikan (force majeur).

Bab III Ik h tis a r pencapa ian  k in e rja  keuangan

M em uat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD m enurut urusan 

pem erintahan daerah, berupa gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan 

efisiensi program dan kegiatan sebagaim ana dije laskan dalam  bab II angka 

2.3 yang dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik dan/atau diagram.

Bab IV 4.1. E n tita s  pe la p o ra n  keuangan  daerah

M enyajikan inform asi tentang organisasi yang ditetapkan sebagai 

entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah 

j  4.2. B a s is  a ku n ta n s i yang  m endasari pe n yu su n a n  lapo ran  keuangan 

M enyajikan inform asi tentang organisasi yang ditetapkan sebagai 

entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah

4.3. B a s is  p e n g u ku ra n  yang m endasa ri p e n yu su n a n  la po ran  keuangan 

M enyajikan inform asi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran 

atas penyusunan pos-pos laporan keuangan daerah (aset, kewajiban 

dan ekuitas dana). Dalam bagian ini harus disajikan proses penetapan 

nilai setiap aset, kewajiban dan ekuitas dana. Informasi pengukuran 

pos-pos laporan keuangan sebagaim ana dim aksud harus dengan je las 

m enggam barkan nilai perolehan historis, yaitu aset harus dicatat/diukur 

sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai w a jar dari 

im balan yang diberikan untuk m em peroleh aset tersebut, kewajiban 

dicatat/d iukur sebesar nilai nominal dan ekuitas dana dicatat/diukur 

sebesar selisih antara aset dengan kewajiban.



4.4. Penerapan kebijakan akuntans berkaitan dengan ketentuan yang 

ada dalam standar akuntansi pemerintahan

M enyajikan informasi tentang kebijakan akuntansi yang telah 

diterapkan dan kebijakan akuntansi yang belum diterapkan atas pos- 

pos laporan keuangan sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi 

Pemerintahan.

C o n to h :

Telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pem erintahan :

•  Pengakuan aset tetap berdasarkan harga perolehan.

Belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan :

■) •  A set te tap belum dilakukan penyusunan.

Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan

5.3. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan 

keuangan

5.1.1. Pendapatan

M enyajikan inform asi tentang rincian dan penjelasan pos 

pendapatan yang terdiri atas ;

a. Pendapatan asli daerah

b. Dana perimbangan

c. Lain-lain pendapatan yang sah

5.1.2. Belanja

M enyajikan informasi tentang rincian dan penjelasan pos 

belanja yang terdiri atas :

a. Belanja pegawai

b. Belanja barang

c. Belanja modal

d. Belanja bunga

e. Belanja subsidi

f. Belanja hbah

g. Belanja bantuan sosial

■’ h. Belanja bagi hasil

i. Belanja bantuan keuangan

j. Belanja tidak terduga



5 .1 .3 .  P e m b ia y a a n

Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan pos pembiayaan 

yang terdiri atas :

a. Pembiayaan Penerimaan :

1. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA)

2. Pencairan dana cadangan

3. Hasil penjualan kekayaan (asetO daerah yang dipisahkan

4. Penerimaan pinjaman daerah dan penerbitan obligasi daerah

5. Penerimaan kembali pinjaman daerah

6. Penerimaa piutang .

b. Pembiayaan Pengeluaran ;

a. Pembentukan dana cadangan

b. Pembayaran pokok utang

c. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

d. Pemberian pinjaman

5.1.4. Aset

M em uat informasi tentang rincian dan penjelasan pos aset 

yang terdiri atas ;

a. A se t lancar

b. Investasi jangka panjang

c. A set tetap

d. Dana cadangan

e. A set lain-lain

5.1.5. Kewajiban

M em uat informasi te n ta n g . rincian dan penjelasan pos 

kewajiban yang terdiri atas ;

a. Kewajiban jangka pendek

b. Kewajiban jangka panjang

5.1.6. Ekuitas dana

M em uat informasi tetang rincian dan penjelasan pos ekuitas 

dana yang terdiri atas ;

a. Ekuitas dana lancar

b. Ekuitas dana investasi

c. Ekuitas dana cadangan



5 .1 .7 . Komponen-komponen laporan arus k a s

a. Arus kas aktivitas operasi

b. Arus kas aktivitas investasi aset non keuangan

c. A rus kas aktivitas pem biayaan

d. Arus kas aktivitas non anggaran

5.4. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul 

sehubungan dengan basis akrual pendapatan belanja dan 

rekonsiliasi dengan penerapan basis kas, untuk entitas 

pelaporan yang menggunakan basis akrual.

Mem uat inform asi tentang kebijakan akuntansi yang diharuskan oleh 

pernyataan standar akuntansi pem erintahan. Pengungkapan atas 

pos-pos aset dan kewajiban yang tim bul sehubungan dengan 

penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan 

rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan 

yang m enggunakan basis akrual. Rekonsiliasi ditujukan untuk 

m enyajikan hubungan antara laporan kinerja keuangan dengan 

laporan realisasi anggaran. Laporan rekonsiliasi dim ulai dengan 

penam bahan atau pengurangan ekuitas yang berasal dari laporan 

inerja yang disusun berdasarkan basisi akrual.

B a b  V I P e n je la s a n  a ta s  in fo rm a s i- in fo rm a s i n o n  k e u a n g a n

Mem uat inform asi tentang hal-hal yang belum diinform asikan dalam bagian

manapun dari laporan keuangan, yaitu ;

■ a. Domisili dan bentuk Hukum suatu entitas serta jurid iksi tem pat entitas 

tersebut berada.

: b. Penjelasan m engenai sifat operasi entitas kegiatan pokoknya.

,c. Ketentuan perundang-undangan yang m enjadi kegiatan operasionalnya.

d. Penggantian m anajem en pem erintahan selam a tahun berjalan. .

e. Kesalahan m anajem en terdahulu yang telah dikoreksi oleh m anajemen 

baru.

; f. Komitmen atau kontijensi yang tidak dapat disajikan pada neraca.

g. Penggabungan atau pem ekaran entitas pada tahun berjalan.

h. Kejadian yang m em punyai dam pak social, m isalnya adanya pemogokan 

yang harus ditanggung pemerintah.



Bab VII Penutup.

Mem uat uraian penutup yang dapat berupa sim pulan-sim pulan penting 

tentang laporan keuangan.

................, ta n g g a l...............

BUPATI KARANGANYAR

(tanda tangan)

(nama lengkap)



FORMAT C-21

PERNYATAAN TANGGUNG JAW AB

Laporan Keuangan Kabupaten Karanganyar yang terdiri dari (a) Laporan 

realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 

...........sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan system pengendalian 

intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, 

posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan 

Standar Akuntansi Pemerintahan.

......... . tanggal ...................

BUPATI KARANGANYAR

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.



FORMAT K*1

Pemerintah Kabupaten Karanganyar

BENDAHARA UMUM DAERAH

TAHUN ANGGARAN .............

BUKU PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS

-lalaman
No.
Urut

U r a i a n Penerimaan

± * (Rpf )

Pengeluaran
(Rp.)

Tanggal

a.n. Bendahara Umum Daerah
Kuasa BUD
Kabupaten Karanganyar,



FORMAT K-2

Pemerintah Kabupaten Karanganyar

BENDAHARA UMUM DAERAH

TAHUN ANGGARAN ...........

BUKU PEMBANTU PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

Halaman
No.
Urut

U r a i a n Penerimaan
(Rp.)

Pengeluaran
(Rp.)

4 & v S S - i j  § * 2 ' '• “'r 3, :

Tanggal

a.n.Bendahara Umum Daerah
Kuasa BUD
Kabupaten Karanganyar,



FORMAT K-3

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR 

BENDAHARA UMUM DAERAH 
TAHUN ANGGARAN :

BUKU BANTU KAS PENERIMAAN MURNI 

PER UNIT KERJA 

T a n g g a l:

UNIT KERJA/ BADAN /  DINAS :

No.
Urut

Kode Rekening Uraian Penerimaan
(Rp.)

i

Jumlah penerimaan tanggal

Jumlah s/d yang lalu

Jumlah s/d Tanggal

a.n. Bendahara Umum Daerah 
Kuasa BUD
Kabupaten Karanganyar,



FORMAT K-4

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR 

BENDAHARA UMUM DAERAH 
TAHUN ANGGARAN :

BUKU BANTU KAS PENGELUARAN 

PER UNIT KERJA 

T an g g a l:

UNIT KERJA/ BADAN / DINAS :

No.
Urut

Kode Rekening Uraian
Pengeluaran

(Rp.)

Jumlah Anggaran: 
Jumlah hari ini

Jumlah s/d sebelum hari ini 
Jumlah s/d hari ini

a.n. Bendahara Umum Daerah
Kuasa BUD
Kabupaten Karanganyar,



FORMAT K-5

BUKU IWP, PPH GAJI, TAPERUM DAN PPN / PPH REKANAN

No. Tanggal Uraian Pemotongan Penyetoran Saldo

t -

a.n. Bendahara Umum Daerah
Kuasa BUD
Kabupaten Karanganyar,



FORMAT K-6

TAHUN ANGGARAN

LAPORAN REKAPITULASI PENERIMAAN DAERAH
REKENING K A S ..................... .......

Halaman

PT. Bank Jateng , 
Cabang................



FORMAT K-7

Laporan Bulanan Pemotongan dan Penyetoran Pajak, IWP, Taperum

No. Jenis
Potongan

Pemotongan Penyetoran Sisa

s/d Bulan Lalu Butan Ini s/d Bulan Ini s/d Bulan Lalu Bulan Ini s/d Bulan Ini s/d Bulan Lalu Bulan Ini s/d Bulan Ini

1. PPN

2. PPh21

3. PPh22

4. PPh23

5. IWP ;

6. TAPERUM

7. Lain

Jumlah - ' -

Bendahara Umum Daerah 
KabupatenKaranganyar,



FORMAT K - 8

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
Lembar 1 s/d 3 : PK / PKP
Lembar 4 s/d 5 : BUD /  Ro. Keuangan
Lembar 6 .  : Bank Jateng Cabut /
Cabang
Lembar 7 :
Lembar 8 - : BKD
Kab.Karanganyar _____ : _______

Setoran k e . 

Dalam tahun

SURAT TANDA SETORAN

N o m o r:....:..................

B a n k : ............................................................................ ............................

REKENING N O M O R : ..................................... ............

Harap menerima uang sebesar Rp.

(dengan huruf)

yaitu

No. Urut Kode Rekening Uraian Rincian Obyek Jumlah (Rp.]

Mengetahui

Pengguna Anggaran I  Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Penerimaan/Bendahara 

- Penerimaan Pembantu

Uang tersebut diterima oleh Bank

(■.... ...... .)

Catatan : 1 (Satu) STS untuk 1 (Satu) jenis Penerimaan



t

FORMAT K - 9

\ PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BENDAHARA UMUM DAERAH

LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAERAH 
TAHUN A N G G A R A N :

LAPORAN BULAN :

TANGGAL P R O S E S :

Kode Rekening Uraian Penerimaan
Jum lah Anggaran  
Setelah Perubahan

Penerimaan sampai 
dcj bulan lalu

Penerimaan bulan 
laporan

Penerimaan sampai 
dg bulan lalu

Sisa lebih/ 
Kurang %

TOTAL

Karanganyar.................................

BENDAHARA UMUM DAERAH

Tanda Tangan 

Nama Terang



FORMAT K-10
f '

LAPORAN BULANAN REALISASI PENEGELUARAN DAERAH
BULAN:

NO. INSTANSI ANGGARAN DDL DAU DP
JUMLAH

PENGELUARAN SALDO
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH

BENDAHARA UMUM DAERAH 
Kabupaten Karanganyar,



FORMAT K - 11

Pemerintah Kabupaten Karanganyar 

B E N D A H A R A  U M U M  D A E R A H

REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS DAERAH 
B U LA N ............. T A H U N ..............

No. UNIT KERJA / BADAN /  DINAS /  KANTOR
Penerimaan (s/d 30... 

(Rp)

Pengeluaran (s/d 30 ... 

(Rp)
-  , -  2

**"«^T *' . i ' r * ™ } ;:

JUMLAH S/D 31 ......

SALDO AWAL 2 JA NUA RI.... 

IWP + TAPERUM

JUMLAH SELURUHNYA  

SALDO S/D 3 1 .....

JUMLAH

Catatan:
Karanganyar...........  ........................

BENDAHARA UMUM DAERAH,



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR 
BENDAHARA UMUM DAERAH

LAPORAN REKONSIALIASI BANK 
BULAN : ........ . TAHUN : ..........

FORMAT K - 12

i URAIAN DATA K AS DA DATA BANK JATENG PERBEDAAN KETERANGAN
• : s**;:: ; \ ' i z  ; :.5 ■ ■ : T M ..... .. ' - ■. ■ '• . - / ri-  ■ - • •' .. ■ ;-V ■' 2 ' T . 3 .• - ' • . • . 4  ■ ' ' -  5 "T : •. r'

SALDO KAS TA N G G A L....................

REALISASI S/D/. BULAN

1. DANA DAERAH LAINNYA (DDL) R /C .............................
• SALDO KAS S/D TANGGAL
-  PENERIMAAN B U LA N....................
■ JUMLAH PENERIMAAN S/D BU LA N........ .: ..........

- PENGELUARAN B U LA N......................
SALDO KAS (DDL)

2. DANA ALOKASI UMUM (DAU) R /C ................................
- SALDO KAS S/D TANGGAL
- PENERIMAAN B U LA N...................
• JUMLAH PENERIMAAN S/D B U LA N ......................

- PENGELUARAN B U LA N ...................................
SALDO KAS (DAU)

3. DANA PENYEIMBANG (DP) R /C ......................................
- SALDO KAS S/D TANGGAL
- PENERIMAAN BU LA N...................
- JUMLAH PENERIMAAN S/D BULAN .......................

- PENGELUARAN BU LA N......................
SALDO KAS (DP)

SALDO KAS 1+2+3

PT. BANK JATENG
Karanganyar,
BENDAHARA UMUM DAERAH

Cabang Karanganyar

(



FORMAT K-13

LAPORAN BULANAN MUTASI 
PENEMPATAN DEPOSITO 
BULAN...... TAHUN .......

MUTASI

NAMA BANK BULAN LALU
BULAN INI

S/D BULAN INI KETERANGAN
Bertambah Berkurang

JUMLAH

B E N D A H A R A  UM UM  D A ER A H  

K A B U P A T E N  K A R A N G A N Y A R



FORMAT K-14

KOP SURAT

Karanganyar,............. 20.....

Kepada Yth:

Kepala BKD Kabupaten Karanganyar

Selaku BUD.

di-Pembukaan Rekening

K A R A N G A N Y A R

Menunjuk Peraturan Bupati Karanganyar Nomor: ..................... ......

Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan ini 

kami mengajukan permohonan persetujuan pembukaan/penempatan 

rekening*) pada Bank Jateng /  lainnya*) untuk keperluan 

penerimaan/pengeluaran/Iainnya*).

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana 

mestinya, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD

NIP

* ') Coret yang tidak perlu



FORMAT K-15

P E R N Y A T A A N

N o :..................

KOP SURAT

Menunjuk Peraturan Bupati Karanganyar Nomor : .........................................

Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan ini kami 

menyatakan dengan sungguh-sungguh, pembukaan rekening dimaksud pada Bank

Jateng/lainnya*) untuk keperluan .............. .................(diisi sesuai dengan

tujuanpenggunaan rekening)

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

Karanganyar,.............20........

Kepala SKPD,

NIP.

*) Coret yang tidak perlu



FORMAT K-16

Nomor : ................................ Karanganyar............... 20...

Sifat : ................................. Kepada Yth:

Lam p iran :.............. ................  Kepala SKPD..................

Hal : Pesetujuan /  Penolakan*) di-

pembukaan Rekening K A R A N G A N Y A R

KOP SURAT

Menunjuk Peraturan Bupati Karanganyar Nomor: ........................

tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dan surat

Saudara tangga l.................. N om or...................hal Permohonan Persetujuan

Pembukaan Rekening dengan ini kami menyetujui /  tidak menyetujui*) 

pembukaan rekening pada Bank Jateng / lainnya*).

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH 

Selaku Bendahara Umum Daerah

NIP......................................

*) Coret yang tidak perlu

FORMAT K-17



Nomor : ..............................  Karanganyar,...............20.....

Sifat : ................................  Kepada Yth:

Lampiran : ...............................  Kepala BKD Kabupaten Karanganyar

Hal : Laporan pembukaan rekening Selaku BUD.

di-

K A R A N G A N Y A R

FORMAT K-17

KOP SURAT

Menunjuk Peraturan Bupati Karanganyar Nomor: ..... ....... ............

tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan ini 

dilaporkan bahwa, berdasarkan surat persetujuan Kepala BKD selaku

Bendahara Umum Daerah tangga l.................. . N om or........................ . kami

telah melakukan pembukaan rekening penerimaan/pengeluaran/lainnya*)

pada Bank Jateng / lainnya*)dengan nomor rekening ................

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

Kepala SKPD

) Coret yang tidak perlu

NIP.............



KABUPATEN KARANGANYAR _______________FORMAT BEND-1
BUKU KAS UMUM PENERIMAAN

SKPD

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran :

Bendahara Penerimaan ■•• • : ....................  ...............................  ...

Halam an:



\
Cara Pengisian : \

1. 1) Diisi dengan nama SKPD

2. 2) Diisi dengan nama Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

3. 3) Diisi dengan Nama Bendahara Pengeluaran “

4. Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan kas atau pengeluaran kas

5. Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas

6. Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas

7. Kolom 4 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas

8. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas

9. Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas

Catatan :

1. Pengerjaan buku kas umum pengeluaran dapat menggunakan kom puter/aplikasi Software

2. Penandatangan oleh pengguna anggaran / Kuasa pengguna anggaran pada buku kas umum pengeluaran dilakukan pada saat pengajuan 

penerbitan SP2D sebagai salah satu dokumen kelengkapan SP2D.



FORMAT BEND -2

KABUPATEN KARANGANYAR  

BUKU PEMBANTU PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN

SKPD :
Kode Rekening : 
Nama Rekening : 
Jumlah Anggaran :Rp. 
Tahun Anggaran :

Nomor Urut Nomor BKU Penerimaan Tanggal Setor Nomor STS & Bukti Penerimaan Lainnya Jumlah
(Rp.)

1 2 3 4 5

Jumlah Bulan ini 
Jumlah s.d. Bulan Lalu 
Jumlah s.d. Bulan ini

Mengetahui ................... .tanggal..........
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan

(tanda tangan) (tanda tangan)

(nama lenakan) (nama lengkap)
NIP. NIP.

Cara Penoisian :
1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut.
2. Kolom 2 diisi dengan nomor BKU Penerimaan.
3. Kolom 3 diisi dengan Tanggal Penyetoran STS/Bukti Penerimaan Lainnya.
4. Kolom 4 diisi dengan Nomor STS / Bukti Penerimaan Lainnya.
5. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah setoran STS / Bukti Penerimaan Lainnya.



KABUPATEN KARANGANYAR
BUKU REKAPITULASI PENERIMAAN HARIAN _ _ _ _ _  FORMAT BEND-3

C. B U K U  R E K A P I T U L A S I  P E N E R I M A A N  H A R I A N

SKPD

Penggunaan Aggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 

Bendahara Penerimaan

No.

urut

Tangga! & 

Nomor
Referensi

Pajak Daerah (Rp) Restribusi Daerah (Rp) Lain-lain PAD yang sah (Rp)

Kode dan nama Kode 

Rek. Rincian Obyek

Kode dan Nama Kode 

Rek. Rincian Obyek

Kode dan Nama Kode 

Rek. Rincian Obyek

Kode dan Nama Kode 

Rek. Rincian Obyek

Kode dan Nama Kode 

Rek. Rincian Obyek

Kode dan Nama Kode 

Rek. Rincian Obyek

1 2 3 4 .' 5 6 7 8 ' 9 ■

Jumlah

Mengetahui, ... ... .... tanggal... \ . .  ...

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan

(tanda tangan) (tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.

Cara Penoisian :

1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan kasa
2. kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas
3. Kolom 3 diisi dengan halaman buku kasir penerimaan
4. Kolom 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 diisi dengan jumlah rupiah atas masing-masing kode & uraian kode rekening penerimaan kas (rincian obyek)

(nama lengkap) 
NIP.



KABUPATEN KARANGANYAR _______________ FORMAT BEND-4

BUKU KAS PENERIMAAN HARIAN PEMBANTU

SKPD
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 
Bendahara Penerimaan Pembantu

Nomor Urut Tanqqal Uraian Penerimaan Pengeluaran (Rp) Saldo (Rp)
1 2 3 4 5 6

Jumlah
Mengetahui, ............tangga!...............

Bendahara Penerimaan Bendahara Penerimaan Pembantu

(tanda tangan) (tanda tangan)

f nama lengkap) (nama lengkap)
NIP. NIP.

Cara Pengisian :. .

1. Diisi dengan nama SKPD
2. 2) Diisi dengan nama pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran
3. 3) Diisi dengan nama bendahara penerimaan pembantu
4. Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran.
5. Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran
6. Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran kas
7. Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas
8. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas
9. Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara penerimaan pembantu



F O R M A T  B E N D - 5

KABUPATEN KARANGANYAR
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN SKPD 

(SPJ PENDAPATAN -  ADMINISTRASI)

SKPD :
Penggunaan Anggaran/Kuasa Penggunaan Anggaran 
Bendahara Penerimaan :

Kode
Rekening

Uraian Jumlah
Anggaran

Sampai dengan Bulan Lalu Bulan ini Sampai dengan Bulan ini
Penerimaan Penyetoran Sisa Penerimaan Penyetoran Sisa Jumlah

anggaran
yang

Terealisasi

Jumlah 
anggaran 
yang telah 

di setor

Sisa yang 
belum disetor

Sisa anggaran 
yang belum 

terealisasi/Pelam 
pauan Anggaran

1 2 3 4 5 6 = (5-4) 7 8 9 = (8 -7 ) 10 = (4+7) 11 =(5+8) 12 = (11-10) 13 = (3-10)

Jumlah

, tanggal

Bendahara Penerimaan 

(tanda tangan)

(nama lenakan) 
NIP.



, t r

*

Catatan :

Format ini digunakan oleh Bendahara Penerimaan dalam rangka melakukan pertanggungjawaban secara administratif ke Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD .....

Cara Pengisian:

1. Kolom 1 diisi dengan kode rekening

2. Kolom 2 diisi dengan uraian/nama kode rekening

3. Kolom 3 diisi dengan jumlah anggaran pendapatan yang ditetapkan dalam APBD atas masing-masing kode rekening

4. Kolom 4 diisi dengan jumlah pendapatan yang terealisasi atas masing-masing kode rekening sampai dengan bulan lalu

5. Kolom 5 diisi dengan jumlah pendapatan yang telah disetor berdasarkan Surat Tanda Setoran/dokumen lainnya sampai dengan bulan lalu

6. Kolom 6 diisi dengan jumlah pendapatan yang terealisasi sampai dengan bulan lalu yang belum disetor (Kolom 5 dikurangi Kolom 4)

7. Kolom 7 diisi dengan jumlah pendapatan yang terealisasi pada bulan ini

8. Kolom 8 diisi dengan jumlah pendapatan yang terealisasi telah disetor berdasarkan STS/dokumen lainnya bulan ini .

9. Kolom 9 diisi dengan jumlah pendapatan yang terealisasi bulan ini yang belum disetor (Kolom 8 dikurangi Kolom 7)

10. Kolom 10 diisi dengan jumlah pendapatan yang terealisasi sampai dengan bulan lalu ditambah dengan pendapatan terealisasi bulan ini (Kolom 4 ditambah Kolom 7)

■; 11. Kolom 11 diisi dengan jumlah pendapatan yang disetor s/d bulan lalu ditambah dengan pendapatan yang disetor bulan ini berdasarkan STS/dokumen lainnya (Kolom 5 

ditambah Kolom 8) .

12. Kolom 12 diisi dengan jumlah pendapatan yang terealisasi s/d bulan ini belum disetor (Bulan lalu ditambah bulan ini) (Kolom 11 dikurangi Kolom 10)

13. Kolom 13 diisi dengan jumlah total anggaran pendapatan yang belum terealisasi (jumlah anggaran setahun dikurangi dengan jumlah pendapatan yang telah terealisasi)

Kolom 3 dikurangi kolom 10, jika jumlah rupiah daiam kolom 13 bernilai negatif berarti terjadi pelampauan pendapatan. -



_______ _______ FORMAT BEND-6

KABUPATEN KARANGANYAR

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN SKPD 

(SPJ PENDAPATAN -  FUNGSIONAL)

SKPD

Penggunaan Anggaran/Kuasa Penggunaan Anggaran :

Bendahara Penerimaan ■

. (dalam rupiah)

Kode
Rekening

Uraian Jumlah
Anggaran

Sampai dengan Bulan Lalu Bulan ini Sampai dengan Bulan ini

Penerimaan Penyetoran Sisa Penerimaan Penyetoran Sisa Jumlah
anggaran yang 

Terealisasi

Jumlah 
anggaran 
yang telah 

di setor

Sisa yang 
belum disetor

Sisa anggaran 
yang belum 

terealisasi/Petam 
pauan Anggaran

1 2 3 4 5 6 = (5-4) 7 8 9 = (8-7) 10 = (4+7) 11 =(5+8) 12 = (11-10) 13 = (3-10)

Jumlah
...................... tanggal....................................

Mengetahui,

Penggunaan anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan

(tanda tangan) (tanda tangan)

(nama lenqkap) (nama lengkap)
NIP. NIP.



. rr
i

Catatan:

Format ini digunakan oleh Bendahara Penerimaan dalam rangka melakukan pertanggungjawaban secara Fungsional ke Sub.Bag Pembukuan Bagian Keuangan.

Cara Pengisian:

1. Kolom 1 diisi dengan kode rekening

2. Kolom 2 diisi dengan uraian/nama kode rekening

3. Kolom 3 diisi dengan jumlah anggaran pendapatan yang ditetapkan dalam APBD atas masing-masing kode rekening

4. Kolom 4 diisi dengan jumlah pendapatan yang terealisasi atas masing-masing kode rekening sampai dengan bulan lalu

5. Kolom 5 diisi dengan jumlah pendapatan yang telah disetor berdasarkan Surat Tanda Setoran/dokumen lainnya sampai dengan bulan lalu

6. Kolom 6 diisi dengan jumlah pendapatan yang terealisasi sampai dengan bulan lalu yang belum disetor (kolom 5 dikurangi kolom 4)

7. Kolom 7 diisi dengan jumlah pendapatan yang terealisasi pada bulan ini :

8. Kolom 8 diisi dengan jumlah pendapatan yang terealisasi telah disetor berdasarkan STS /  dokumen lainnya bulan ini

9. Kolom 9 diisi dengan jumlah pendapatan yang terealisasi bulan ini yang belum disetor (kolom 8 dikurangi kolom 7)

10. Kolom 10 diisi dengan jumlah pendapatan yang terealisasi sampai dengan bulan lalu ditambah dengan pendapatan terealisasi bulan ini (kolom4 ditambah kolom 7)

11. Kolom 11 diisi dengan jumlah pendapatan yang disetor s/d bulan lalu ditambah dgn pendapatan yang disetor bulan ini berdasarkan STS/dokumen lainnya (kolom 5 

' ditambah kolom 8)

12. Kolom 12 diisi dengan jumlah pendapatan yang terealisasi s/d bulan ini belum disetor (bulan lalu ditambah bulan ini) (kolom 11 dikurangi Kolom 10)

13. Kolom 13 diisi dengan jumlah total anggaran pendapatan yang belum terealisasi (jumlah anggaran setahun dikurangi dengan jumlah pendapatan yang telah terealisasi) 

Kolom 3 dikurangi kolom 10, jika jumlah rupiah dalam kolom 13 bernilai negatif berarti terjadi pelampauan pendapatan.



FORMAT BEND-7

KABUPATEN KARANGANYAR  
REGISTER PENGIRIMAN PERTANGGUNGJAW ABAN  

PENERIMAAN (SPJ)

No. Urut Tanggal Uraian
Jumlah SPJ 

(Rp.)
Uraian

1 2 3 4 5 ■ ■

....................tanggal.................
Mengetahui,
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan

(tanda tangan) (tanda tangan)

( n a m a  l e n g k a p ) (n a m a  lengkap)

NIP. NIP.



FORMAT BEND-8

KABUPATEN KARANGANYAR
REGISTER PENERIMAAN PENGESAHAN PERTANGGUNGJAWABAN

PENERIMAAN (SPJ)

No. Urut Tanggal Uraian Jum lah SPJ 

(Rp.)
Uraian

1 2 3 4 5

....................tanggal.................
Mengetahui,
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan

(tanda tangan) (tanda tangan)

( n a m a  lengkap) ( n a m a  lengkap)

NIP. NIP.



F O R M A T  B E N D - 9

KABUPATEN
KARANGANYAR

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH 
(SKP-DAERAH)

NO URUT

• • • » _ •  Masa : ..................

Tahun /: ................... ._

Nama . :

Alamat' - . ... =

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) ;

Tanggal Jatuh Tempo :

No KODE REKENING URAIAN PAJAK DAERAH JUMLAH
(Rp)

1
2
3
4
5

Jumlah Ketetapan Pokok Pajak

' '  ̂ .
Jumlah : a. Bunga '

b. Kenaikan ■

Jumlah Keseluruhan

Dengan huruf:

PERHATIAN:
1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank/Bendahara Penerimaan

2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah 

SKPD diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa 

bunga sebesar 2% per bulan

................... tanggal.........................
a.n. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

■ . ' tnama lenakaD)
NIP.

D. URUT:. N

TANDA TERIMA

....... tanggal.......................................
Nama : .......... ....... ...............................
Alamat : ..................... ........................ . Yang menerima
NPWPD : ...... .......... .............. ...... ...... .

... (nama lengkap)



F O R M A T  B E N D - 1 0

K A B U P A T E N

K A R A N G A N Y A R

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH 
________________ (SKR»D)_________________

NO URUT

Masa
Tahun

Nama

Alamat

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWR) 

Tanggal Jatuh Tempo

No KODE REKENING URAIAN PAJAK DAERAH
JUMLAH

(Rp)
1
2
3
4
5

Jumlah Ketetapan Retribusi

Jumlah sanksi : a. Bunga
b. Kenaikan

Jumlah Keseluruhan
Dengan huruf:

PERHATIAN:
1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank/Bendahara Penerimaan

2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah 

SKPD diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 

sebesar 2% per bulan

........................ tanggal..........................
a.n. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Badan Keuangan Daerah

(nama lengkap) 
NIP.

•potong disini------------------------------
NO. URUT

TANDA TERIMA

Nama
Alamat
NPWPD

..... tanggal.........

Yang menerima

(nama lengkap)

Catatan:

1. Penetapan jumlah SKP-Daerah didasarkan pada nota perhitungan sebagai dasar penetapan pajak

2. Untuk retribusi seperti Retribusi Pasar, Retribusi Parkir, Retribusi Pelayanan Kesehatan, dan sejenis 

lainnya, format SKR dapat berupa karcis dan bentuk lainnya sebagai alat bukti penarikan.



KABUPATEN KARANGANYAR 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) 

NOMOR : ................ ............................

FORMAT BEND-11

Uang Persediaan 

[1] SPP-UP

Ganti Uang Persediaan 

[2] SPP-GU

Ganti Uang Persediaan 

[3] SPP-TU

Pembayaran Langsung 

[4] SPP-LS

1. SKPD1) .......
Kode

.................. ( ..... ) 7. Urusan Pemerintahan8)
Kode

2. Unit Kena2) : .........
3. Alamat^ : ........

..........  ( ..... ) 8. Nama Program9) : ..........................  (.....)

..........  (..... ) 9. Nama Kegiatan 10) .................. -  ( ......) .
NO. DPA-SKPD/DPPA

4. SKPD/DPAL-SKPD4)
Tanggal DPA-SKPD/DPPA- 
SKPD/DPAL-SKPD 5) : ..........

5 . " Tahun Anggaran6’ . : ...............
6. Bulan7? : .........

..........  ( ..... )

..........  (•••••)

..........  (-■-'■) -

.......... ■- (...................) V

Kepada Yth:
P e n g g u n a  A n g g a ra n /K u a s a  Pengguna Anggaran
SKPD ..........
di

D engan  m em perhatikan Bupati K aranganyar N o m o r ... ... Tahun

b e rik u t: ;
a. Jum lah pem bayaran yang diminta 11) : R p ........

(te rb ila n g ......... : . ....... ................................. . . . )

b. Untuk keperluan 121. . ; : .........
c. Nama Bendahara Pengeluaran 13) - . .. ........
d. A la m a t14’ ■ . : .......................
e .  . No; Rekening Bank 1S) ..  , : . . . ......... ........ .

.......... . tanggal................... .
Mengetahui,
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 
(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.

tentang Penjabaran APBD, bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran sebagai

Bendahara Pengeluaran

(tanda tangan) .

( n a m a  lengkap)

NIP.

Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD
Lembar 1 : Untuk PPTK
Lembar 2 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran



F O R M A T  B E N D - 1 2

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) 
N O M O R :........ ...................

K A B U P A T E N  K A R A N G A N Y A R

Uang Persediaan 
[1] SPP-UP

Ganti Uang Persediaan 
[2] SPP-GU

Ganti Uang 
Persediaan 
[3] SPP-TU

Pembayaran 
Langsung 
[4] SPP-LS

Jenis Kegiatan

Nomor dan Nama Kegiatan 2) 
Alamat SKPD/Unit Kerja3)
Nama Perusahaan4)
Bentuk Perusahaan 5)
Alamat Perusahaan 6)
Nama Pimpinan Perusahaan 7) 
Nama dan No. Rekening BankS) 
Nomor Kontrak 9)

10. Untuk Pekerjaan/Keperluan 10)
11. Dasar Pengeluaran 1)

a. Gaji dan 
Tunjangan 

c. Pengembalian 
Pendapatan

b. Barang dan Jasa 
d. Lainnya

SPD...Nomor: .......tanggal..............
Sebesar Rp...... .......... ............(Terbilang

No Uraian Jumlah mata Anggaran Bersangkuran
I. DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL- 

SKPD
Tanggal ; : ..........................
Nomor : ...........................

I. Rp.

II. SPD
Tanggal : ........................ . N om or:......... . Rp.
Tanggal : ................... .........  Nomor: ............. Rp-
Tanggal : ...............................  Nomor: ............. Rp:
Tanggal : ..................... ...:. N om or:.......... .

III. SP2D
Rp. II. Rp. I-II Rp.

SP2D peruntukan U P : Rp.
SP2D peruntukan GU : Rp- .
SP2D peruntukan T U : Rp.
SP2D peruntukan LS Pembayaran Gaji dan Rp.

Tunjangan: : Rp. III. Rp. IMI
SP2D peruntukan LS Pengadaan Barang dan Jasa :

P ad a S P P  ini ditetapkan lam piran-lam piran yang diperlukan sebagaim ana tertera pada daftar kelengkapan dokum en SPP-1

Mengetahui,
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan x)

................. , tanggal.:.........

Bendahara Pengeluaran

(tanda tangan) (tanda tangan)
■ (nama lengkap) (nama lengkap)

NIP. NIP.
x) Jika SPP LS pengadaan barang dan jasa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ikut menandatangani 
Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD
Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD
Salinan 2 • : Untuk Bendahara Pengeluaran /PPTK
Salinan 3 ' . ______________________  : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran/PPTK

Cara Pengisian:

1) Jenis kegiatan diisi sesuai dengan melingkar jenis kegiatan
2) Nomor dan Nama kegiatan diisi dengan nomor dan kode unit kerja perangkat daerah
3) Alamat diisi dengan alamat Satuan/Unit Kerja Perangkat Daerah
4) Nama perusahaan diisi dengan nama perusahaan yang menjadi pihak ketiga
5) Bentuk Perusahaan diisi dengan melingkar jenis perusahaan
6) Alamat perusahaan diisi dengan alamat jenis perusahaan
7) Nama pimpinan perusahaan diisi dengan nama jelas
8) Nama dan nomor rekening bank diisi dengan nama bank dan nomor rekening bank
9) Nomor kontrak diisi dengan nomor surat kontrak
10) Untuk pekerjaan/keperluan diisi dengan uraian nama pekerjaan atau uraian keperluan pengeluaran
11) DaTa pengeluaran diisi dengan nomor SPD dan tanggal SPD serta jumlah rupiah yang tercantum dalam 

SPD



SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
N O M O R :................  ...........

"  FORM AT BENP-13

K A B U P A T E N  K A R A N G A N Y A R

Uang
Persediaan 
rn  SPP-UP

Ganti Uang 
Persediaan 
[21 SPP-GU

Ganti Uang 
Persediaan 
[31 SPP-TU

Pembayaran Langsung 
[4] SPP-LS

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN 
TAHUN ANGGARAN : .......

No Kode rekeninq Uraian Jumlah (Rp)

1 2 3 4

Jumlah
Terbilana: ( ..... ........ )

Mengetahui, -
Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan x)

................. tanggal......................

Bendahara Pengeluaran •• ■

(tanda tangan) 
(nama lengkap) 
NIP.

(tanda tangan) 
(nama lengkap)

NIP.
x) Jika SPP LS pengadaan barang dan iasa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ikut menandatangani

Lembar Asli 
Salinan 1 
Salinan 2 
Salinan 3

: Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD 
; Untuk Kuasa BUD 
: Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK 
: Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran/PPTK .

Cara Pengisian:

1. Tahun anggaran diisi dengan tahun pelaksanaan anggaran

2. Kolom 1 No diisi dengan nomor urut

3. Kolom 2 kode rekening diisi sampai dengan kode rekening jenis belanja untuk SPP-UP/GU/TU dan diisi 

sampai dengan kode rekening rincian objek untuk SPP-LS .

4. Kolom 3 uraian diisi sampai dengan uraian nama rekening sampai dengan jenis belanja untuk SPP- 

UP/GU/TU dan diisi sampai dengan uraian nama rekening rincian objek untuk SPP-LS

5. Kolom 4 jumiah diisi dengan jumlah rupiah



'V
FORMAT BEND-14

KABUPATEN KARANGANYAR
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN

SKPD
Penggunaan Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 
Bendahara Pengeluaran

NO
URUT

TANGGAL KODE REKENING URAIAN PENERIMAAN
(R p ) _

PENGELUARAN

(Rp) ^

JUMLAH
Jumlah bulan/tanggal
Jumlah sampai bulan lalu/tanggal .....- - -
Jumlah semua s/d bulan/tanggal 
Sisa Kas
Pada hari ini t a n g g a l .........., 200 .......
Oleh kami didapat dalam Kas R p ...............................
( . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................d en g an  huruf)
Terdiri d a r i:
a. Tunai Rp.
b. Saldo Bank Rp.
c. Surat Berharga Rp.

Mengetahui
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

(nama lengkap)
NIP.

Rp.
Rp.
R ^ .

Rp.
Rp.
Rp,
Rp.

.................. . .ta n g g a l.... . .
Bendahara Pengeluaran

.nama lengkap)
NIP.



Cara Pengisian:

1. 1) Diisi dengan nama SKPD ^

2. 2) Diisi dengan Nama Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

3. 3) Diisi dengan Nama Bendahara Pengeluaran

4. Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan kas atau pengeluaran kas

5. Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas

6. Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas

7. Kolom 4 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas

8. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas

9. Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas

Catatan:

1 . P e n g e r ja a n  b u k u  k a s  u m u m  p e n g e lu a r a n  d a p a t  m e n g g u n a k a n  k o m p u t e r /a p l ik a s i  S o f tw a r e

2. Pendatanganan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada buku kas umum pengeluaran dilakukan pada saat pengajuan 

penerbitan SP2D sebagai salah satu dokumen kelengkapan SP2D



SKPD ........... ......... '...... : ’■....  .... ....... v':'
Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Anggaran :
Bendahara Pengeluaran :
Pembantu Bendahara Pengeluaran :

KABUPATEN KARANGANYAR
BUKU SIMPANAN BANK

No Urut Tanggal Uraian Penerimaan (Rp) Pengeluaran (Rp) Saldo (Rp)
1 2 3 " ' 4 5 . 6

Jum lah
............ t a n g g a l ............

Mengetahui, Bendahara Pengeluaran
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

(tanda tangan) : . ■ '■'.'••■.-■V (tanda tangan) .

(nama lengkap) 1 (nama lengkap.)
n ip . . n ip . ■

Cara Pengisian:
1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan dan pengeluaran simpanan/bank
2. . Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan dan pengeluaran simpanan/bank.
3. Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan dan pengeluaran simpanan/bank misalnya nomor SP2D dan nomor cek
4. Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan simpanan/bank
5. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran simpanan/bank
6. Kolom 6 diisi dengan saldo simpanan/bank
7. *) coret yang tidak perlu

F O R M A T  B E N D - 1 5

Halam an: ............



\
' __________ FORMAT BEND-16

KABUPATEN KARANGANYAR  
BUKU PANJAR

SPKD :
Kepala SPKD . : .
Bendahara Pengeluaran:

No.
Urut

Tanggal Uraian Ref. Penerimaan (Rp) Pengeluaran (Rp) Saldo (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

Jumlah . '

Mengetahui, . . . ............ ..........tanggal............ ........... .
" Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran :

(tanda tangan) (tanda tangan)

(nama lenqkap) /nama lenakan)
• NIP. NIP.

Cara Pengisian:
1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas atas panjar.
2. Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas atas panjar
3. Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran kas atas panjar
4. Kolom 4 diisi dengan nomor urut buku pengeluaran
5. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas/SPJ atas panjar
6. Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas/panjar yang diberikan
7. Kolom 7 diisi dengan saldo panjar yang belum di SPJ kan oleh orang yang diberikan



____________F O R M A T  B E N D - 1 7

KABUPATEN KARANGANYAR
BUKU PAJAK PPN/PPh

SKPD :
Kepala SKPD " ■ . v  .......  ......... ......... ..................................  .......  ......  ....
Bendahara Pengeluaran :

Halaman:...........
No

Urut
Tanggal Uraian Penerimaan (Rp) Pengeluaran (Rp) Saldo (Rp)

1 2 3 4 5 6

Jumlah

Mengetahui,
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 

(tanda tangan)

...............tanggal................
Bendahara Pengeluaran

(tanda tangan)

(nama lengkap) (nama lengkap)
NIP. NIP.

Cara pengisian:

1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut pemotongan atau penyetoran pajak
2. Kolom 2 diisi dengan tanggal pemotongan atau penyetoran pajak
3. Kolom 3 diisi dengan urutan pemotongan atau penyetoran pajak
4. Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah pemotongan pajak
5. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penyetoran pajak
6. Kolom 6 diisi dengan saldo pemotongan dan penyetoran pajak
7. *) Coret yang tidak perlu



F O R M A T  B E N D -18

KABUPATEN KARANGANYAR

BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN PERINCIAN OBYEK

SKPD :
Kode Rekening : 
Nama Rekening : 
Kredit APBD : 
Tahun Anggaran:

Nomor BKU Pengeluaran (RP)
LS UP/GU/TU Jumlah

1 2 3 4

Jumlah bulan in i.....
Jumlah sampai dengan bulan 
la lu........
Jumlah sampai dengan bulan ini

............, tanggal..............
Mengetahui. Bendahara Pengeluaran

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran (tanda tangan)

(tanda tangan) (Nama lengkap)
NIP.

(Nama lengkap) •
NIP.

Cara Pengisian:
1. Kolom 1 diisi dengan nomor BKu
2. Kolom 2 diisi dengan jumlah rupiah yang tertera dalam kuitansi, jika kuitansi 

Tersebut untuk Pengeluaran LS.
3. Kolom 3 diisi dengan jumlah rupiah yang tertera dalam kuitansi, jika kuitansi 

tersebut untuk Pengeluaran UP/GU/TU.
4. Kolom 4 diisi dengan jumlah total Pengeluaran LS dan UP/GU/TU.



F O R M A T  B E N D -1 9

KABUPATEN KARANGANYAR  
BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari in i....... ......... tanggal..........Yang bertanda tangan di bawah in i:

Nama lengkap : ............................ -•••
J a b a t a n  : ...................................

Sesuai dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia/Peraturan 
Daerah Nomor.......... Tahun ........... kami melakukan pemeriksaan setempat pada :

Nama lengkap : ...................................
J a b a t a n  : ..... .......................... .

berdasarkan Keputusan Bupati *) Nomor ........Tanggal ........ ditugaskan mengurus uang
berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti-bukti yang berada dalam pengurusan itu, 
kami menemui kenyataan sebagai berikut:

Jumlah uang yang kami hitung dihadapkan pejabat tersebut adalah :
a. Uang kertas = Rp.
b. Uang logam = Rp.
c. SP2D & alat pembayaran lainnya yang belum = Rp.

dicairkan
d. Saldo Bank = Rp.
e. Surat/barang/benda berharga yang diizinkan = Rp,

Jumlah = Rp.

Saldo uang menurut Buku Kas Umum Daerah,
Register dan lain sebagainya berjumlah = Rp.

Perbedaan positif/negative antara saldo kas dan 
saldo kas = Rp.

Penjelasan perbedaan positif/negatif

Karanganyar, tanggal......................

Yang diperiksa, _ Yang Memeriksa,
Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

( t a n d a  t a n g a n ) ( t a n d a  t a n g a n )

( n a m a  le n a k a D l ( n a m a  le n a k a D l

NIP. NIP.



F O R M A T  B E N D -2 0

KABUPATEN KARANGANYAR  
REGISTER PENUTUPAN KAS

B. BENDAHARA PENERIMAAN / BENDAHARA PENGELUARAN

Pada hari in i ..................tanggal......... Yang bertanda tangan di bawah in i:

Nama lengkap : ..................................
J a b a t a n  : ........... .

Daerah Nomor..........Tahun ........... , kami melakukan pemeriksaan setempat pada :

Nama lengkap .................
J a b a t a n  : .................................

berdasarkan Keputusan Bupati *) Nomor ........Tanggal ........ditugaskan mengurus
uang berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti-bukti yang berada dalam 
pengurusan itu, kami menemui kenyataan sebagai berikut:.

a. Uang kertas = Rp.
b. Uang logam = Rp.
c. SP2D Salat pembayaran lainnya yang belum = Rp.

dicairkan
d. Saldo Bank = Rp.
e. Surat/barang/benda berharga yang diizinkan = Rp.

Jumlah = Rp.

Saldo uang menurut Buku Kas Umum Daerah,
Register dan lain sebagainya berjumlah = Rp.

Perbedaan positif/negative antara saldo kas dan 
saldo kas = Rp.

Penjelasan perbedaan positif/negatif

Karanganyar., tanggal .............

Yang diperiksa, Yang Memeriksa,
Bendahara Penerimaan Pembantu/ Bendahara Penerimaan/Bendahara
Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Pengeluaran

(tanda tangan)
(nama lengkap) : (tanda tangan)

NIP. nama lengkap)



F O R M A T  B E N D -21

KABUPATEN KARANGANYAR 
KARTU KENDALI KEGIATAN

SKPD

Nama Program :

Nama Kegiatan :

Nama PPTK :

No

Urut
Kode Rekening

Pagu Anggaran Kegiatan Uraian

REALISASI

KEGIATAN

(SP2D)

(Rp)

SISA PAGU 

: ANGGARAN

(Rp)
UP/GU/

TU
LS -/

UP/GU/

TU
LS

1 2 r  . 3 4 5 6

Jumlah

Terbilang: (.

; . Mengetahui.

Penggunaan Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

(Tanda tangan)

(nama lengkap) 
NIP. ,

tanggal

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(Tanda tangan)

(nama lengkap) 
NIP.

Cara Pengisian: -

1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut atas kegiatan

2. Kolom 2 diisi dengan nomor rekening atas kegiatan

3. Kolom 3 diisi dengan pagu anggaran untuk pengeluaran Up/GU/TU/LS atas kegiatan

4. Kolom 4 diisi dengan uraian realisasi belanja

5. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah (SP2D) realisasi kegiatan untuk pengeluaran UP/GU/TU/LS

6. Sisa pagu anggaran atas kegiatan.



F O R M A T  B E N D  • 22

KABUPATEN KARANGANYAR
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ADMINISTRASI BENDAHARA PENGELUARAN

(SPJ BELANJA)

SKPD i)
Pengguna Anggaran /  Kuasa Pengguna Anggaran 

Bendahara Pengeluaran 

Tahun Anggaran

Bulan

Kode

Rekening
Uraian

Jumlah

Anggaran

S P 2 D -  LS Gaji SP2D -  LS Barang & Jasa ' SP2D U P / G U / T U Jumlah SP2D 

(LS+UP/GU/TU) 

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu 

Anggaran
s.d. Bulan 

Lalu
Bulan ini

s.d. Bulan 

ini

s.d. Bulan 

Lalu

Bulan ini s.d. Bulan 

ini

s.d. Bulan 

Lalu

Bulan ini s.d. Bulan 

ini

1 2 3 4 5 6=(4+5) 7 8 9=(7+8) 10 11 12*00+11

J

13=(6+9+12) . 14=(3-13)

JUMLAH

Penerimaan

-S P 2D

-  Potongan Pajak

a. PPN

b. PPh -21

c. PPh -22

d. PPh-23

- Lain-lain

Jumlah Penerimaan



Kode

Rekening
Uraian

Jumlah

Anggaran

S P 2 D -L S  Gaji SP2D -  LS Barang & Jasa ' SP2D U P / G U / T U Jumlah SP2D  

(LS+UP/GU/TU) 

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu 

Anggaran
s.d. Bulan 

Lalu
Bulan ini

s.d. Bulan 

ini

s.d. Bulan 

Lalu

Bulan ini s.d. Bulan

ini

s.d. Bulan 

Lalu

Bulan ini s.d. Bulan 

ini

1 2 3 4 5 6=(4+5) 7 8 9=(7+8) 10 11 12-(10+11

)

13=(6+9+12) 14=(3-13)

Pengeluaran

- SPK (LS + UP / 

G U / T U )

-  Penyetoran Pajak

a. PPN

b. PPb-21

c. PPh-22

d. PPh-23

-  Lain-lain

Jumlah Pengeluaran

Saldo Kas

..........., tanggal..................

Bendahara Pengeluaran 6)

(tanda tangan) 

(nama lengkap) 

NIP.



FORMAT BEND -23

KABUPATEN KARANGANYAR
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN FUNGSIONAL BENDAHARA PENGELUARAN

(SPJ BELANJA)

SKPD '-11

Pengguna Anggaran /  Kuasa Pengguna Anggaran : 2)

Bendahara Pengeluaran : 3)

Tahun Anggaran : 4>

Bulan : 51

Kode

Rekening
Uraian

Jumlah

Anggaran

S P 2 D -  LS Gaji SP2D -  LS Barang & Jasa ‘ SP2D U P / G U / T U Jumlah SP2D • 

(LS+UP/GU/TU) 

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu 

Anggaran
s.d. Bulan 

Lalu
Bulan ini

s.d. Bulan 

ini

s.d. Bulan 

Lalu

Bulan ini s.d. Bulan 

ini

s.d. Bulan 

Lalu

Bulan ini s.d. Bulan 

ini

1 2 3 4 5 6=(4+5) 7 8 9=(7+8) 10 11 12=(10+11

)

13=(6+9+12) 14-(3-13)

JUMLAH

Penerimaan

-S P 2D

- Potongan Pajak

a. PPN '

b. PPh -21

c. PPh-22

d. PPh-23

• Lain-lain

Jumlah Penerimaan



Kode

Rekening
Uraian

Jumlah

Anggaran

SP2D -  LS Gaji SP2D -  LS Barang & Jasa ' SP2D U P / G U / T U Jumlah SP2D  

(LS+UP/GU/TU) 

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu 

Anggaran
s.d. Bulan 

Lalu
Bulan ini

s.d. Bulan 

ini

s.d. Bulan 

Lalu

Bulan ini s.d. Bulan 

ini

s.d. Bulan 

Lalu

Bulan ini s.d. Bulan 

ini

1 2 3 4 5 6=(4+5) 7 8 9=(7+8) 10 11 12=(10+11) 13=(6+9+12) 14=(3-13)

Pengeluaran

-  SPj (LS + UP /G U  / 

TU)

- Penyetoran Pajak

a. PPN

b. PPh-21

c. PPh-22

d. PPh-23

• Lain-lain

Jumlah Pengeluaran

Saldo Kas

Mengetahui,

Pengguna Anggaran /  Kuasa Pengguna Anggaran 7)

........  tanggal.....  .......

Bendahara Pengeluaran 6)

(Tanda tangan) (tanda tangan)

(nama !enqkap) (nama lenakaD)

NIP. NIP.



FORMAT BEND-24

v KABUPATEN KARANGANYAR  
REGISTER PENGESAHAN PERTANGGUNGJAW ABAN  

PENGELUARAN (SPJ)

No. Urut Tanggal Uraian Jum lah SPJ 

(Rp.)
Uraian

1 2 3 4 5

Mengetahui,
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

tanggal .......

PPK-SKPD

(tanda tangan) (tanda tangan)

(nama lengkap) (nama lengkap)

NIP. N IP-



FORMAT BEND-25

KABUPATEN KARANGANYAR 
REGISTER SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS 

S K P D :..................................

No.
Urut Tanggal

NomorSPP

Uraian

Jumfah SPP (Rp)

UP GU TU
LS LS

Gaji
Barang & 

Jasa ; UP GU TU Gaji Barang 
& Jasa

1 2 3 4 5

Jumlah

' ' Mengetahui,
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

tanggai..........

Bendahara Pengeluaran

(Tanda tangan) , . '
: (Tanda tangan)

/n a m a  lenokaD)
4------- m ip  —  (nama lengkap)

■ i - r> „ ~ Nip. -

Cara Pengisian:

1. Kolom 1 diisi dengan Nomor Urut SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS (Gaji, Barang dan Jasa)

2. Kolom 2 diisi dengan tanggal diajukannya SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS (Gaji, Barang dan Jasa)

3. Kolom 3 diisi dengan Nomor SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS (Gaji, Barang dan Jasa) yang diajukan

4 . K o lo m  4  diisi dengan uraian SPP yang diajukan SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS (Gaji, Barang dan Jasa)

5. Kolom 5 diisi dengan Jumlah rupiah SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS (Gaji, Barang dan Jasa)



PEMERINTAH KOTA PROVINSI /  KABUPATEN /  KOTA.

REGISTER SPP/SPM/SP2D

F o r m a t  B e n d  - 2 6

SKPD................

Nomor
Jenis

UP/GU/TU/LS

SPP SPM SP2D
Uraian Jumlah Keterangan

Tanggal Nomor Tanggal Nomor Tanggal Nomor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

--------- ■— „ .

- ...........—
—------- . ---------- —- ..- ..... - --------

............ —

—  . . . ----------- --

—

- ...... — — -

..— -------- ------ ------- — —  . — - •'— -

............... , Tanggal............... ......

Bendahara Pengeluaran

( Tanda Tangan)

( Nama Jelas) 

NIP.



F O R M A T  B E N D - 2 7

KABUPATEN KARANGANYAR 
REGISTRASI SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SPM

SKPD :

Halaman:
No.
Urut

Tanggal dan 
Nomor Surat 
Penolakan

Nomor SPP Uraian Jumlah SPP (Rp)
UP GU TU LS UP GU TU LS

Gaji Barang & Jasa Gaji Barang & Jasa
1 2 3 4 5

Jumlah

' ' . Mengetahui,
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

............. tanggal.....................

PPK-SKPD

(tanda tangan) (tanda tangan)

:,■■■ (nama lengkap) ■ (nama lengkap)
■ n ip . ; n ip .. ■ ..

Cara Pengisian:

1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut SPP-UP/GU/TU/LS (Gaji, barang dan jasa) yang ditolak diterbitkannya SPM
2. Kolom 2 diisi dengan tanggal dan nomor surat penolakan penerbitan SPM
3. Kolom 3 diisi dengan nomor SPP-UP/GU/TU/LS (Gaji, barang dan jasa) yang ditolak diterbitkannya SPM
4. Kolom 4 diisi dengan uraian SPP yang ditolak diterbitkannya SPM
5. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah SPP-UP/GU/TU/LS (Gaji, barang dan jasa) yang ditolak diterbitkannya SPM



F O R M A T  B F N n - 7 8

PEMERINTAH KABUPATEN 
KARANGANYAR

SKPD/BADAN/DINAS/KANTOR:

TAHUN ANGGARAN: No. / /

SURAT BUKTI PENGELUARAN 

Dibayarkan kepada:

Uang Sejumlah Rp...... ............... ( ............................................................................................. )

Yaitu untuk pembayaran : ............. ........................................................................ .......... .

KETERANGAN

Barang-barang termasuk telah masuk buku 

Persediaan/lnventaris oada tanaaal •

Jumlah Kotor Pajak Jumlah bersih

'

Untuk pekerjaan/keperluan: ....................................................................................................

Kode RekJKeQ)alan; .............. ............................................................................................... .

Pengeluaran/pembelian dilakukan berdaarkan: : '

Yang berhak menerima 

Pembayaran .

( )

Yang menerima barang/memeriksa pekerjaan tersebut diatas :

PENGGUNA 
ANGGARAN/KUASA 
PENGGUNA ANGGARAN

BENDAHARA
PENGELUARAN/
BENDAHARA
PENGELUARAN
PEMBANTU

PPTK



PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA........
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN  

BENDAHARA PENGELUARAN

B e n d  - 2 9

SKPD

Tahun Anggaran 

Nama Rekening

.......... . Tanggal.............
Bendahara Pengeluaran

(Tanda Tangan)

(Nama Jelas)

NIP.



PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA!......
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN 

BENDAHARA PENGELUARAN

SKPD : : ...................
Tahun Anggaran : ...................
Program : ............ ..... / ................. -
Kegiatan : .................I ................. ...

B e n d  - 3 0

Menyetujui .............Tangga!...........
Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran

(Tanda Tangan) (Tanda Tangan)

(Nama Jelas) (Nama Jelas)
NIP. Nip.

* Sisa Tambahan Uang Persediaan telah disetor ke Kas Umum Daerah pada tanggal.........



F O R M A T P P K - 1

KABUPATEN KARANGANYAR
REGISTER PENERIMAAN SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS

Halaman: .............
No;-'
Urut

Tanggal
dan

Nomor
Surat

Penolakan

Nomor SPP

Uraian

Jumlah SPP (Rp)

UP GU TU

LS

UP GU TU

LS
Gaji Barang 

& Jasa
Gaji Barang 

& Jasa

1 2 ' 4 5

Jumlah

................ . Tangga!
Mengetahui, PPK-SKPD-
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

(tanda tangan) (tanda tangan)

(nama lengkap) (nama lengkap)
NIP. NIP. .

Cara Pengisian:

1. Kolom 1 diisi dengan Nomor Urut SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS (Gaji, Barang dan Jasa)

2. Kolom 2 diisi dengan Tanggal diterimanya SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS (Gaji, barang dan Jasa) dari 

Bendahara Pengeluaran

3. Kolom 3 diisi dengan Nomor SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS (Gaji, barang dan jasa) yang diajukan

4. Kolom 4 diisi dengan uraian SPP yang diajukan SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS (Gaji, barang dan jasa)

5. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS (Gaji, Barang dan jasa)



F O R M A T  P P K - 2

KABUPATEN KARANGANYAR 
SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) 

TAHUN ANGGARAN : ........................
Nomor S P M : .

(Disi oleh PPK-SKPD)
K U A S A  B E N D A H A R A  U M U M  D A E R A H  

K A B .K A R A N G A N Y A R .

Supaya menerbitkan SP2D kepada :

Potongan-potongan :

SKPD: ...........................................................

Bendahara Pengeluaran/Pihak Ketiga * ) ...............

Nomor rekening Bank : ........................................

N P W P :......................................................... .
Dasar pembayaran/No. dan Tanqqal S P D : ..........

No. Uraian
(No. rekeninq)

Jumlah Keterangan

1
2
3

Untuk keperluan: ................................................

1. Belanja Tidak langsung **)
2. Belanja Langsung **)

Jumlah
Potongan

Rp. ......

Informasi: (tidak mengurangi jumlah pembayaran 
SPM)Pembebanan pada Kode Rekeninq

(Kode Rekeninq) : ....................  Rp..................... No. Uraian Jumlah Keterangan
(Kode Rekeninq) : ....................  Rp..................... 1 Iuran Wajib 

Pegawai Negeri(Kode Rekeninq) : .................... Rp.....................
(Kode Rekeninq) : ....................  Rp..................... 2 Tabungan

Perumahan
Pegawai

(Kode Rekening) : ....................  Rp.....................

(Kode Rekening) : ....................  Rp..................... 3 PPh 21 Gaji 
Pegawai

(Kode Rekeninq) : ....................  Rp..................... 4 PPN
(Kode Rekeninq) : ....................  Rp..................... 5 PPh
(Kode Rekeninq) ........... ....... Rp..................... Jumlah _RP-_.....
(Kode Rekeninq) : ....................  Rp..................... Jumlah SPM R p -.................
(Kode Rekeninq) : ....................  Rp..................... Uang sejumlah: .........................................................
(Kode Rekeninq) : ......... : ......... Rp.....................
(Knrtp Rpkpninq\ • Rp ......... ............ tanggal........................
(Kode Rekening) : ....................  Rp..................... a.n. BUPATI KARANGANYAR 

SEKRETARIS DAERAH
Ub.

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
(tanda tangan)

(nama lenakah)
NIP.

(Kode Rekeninq) : ....................  Rp.....................
(Kode Rekeninq) : ....................  Rp.....................
Jumlah SPP Rp.....................

( ................••••) :
Nomor dan Tanggal SPP : ........ dan.......

**) Pilih yanq sesuai
SPM ini sah apabila telah ditanda tangani dan di stempel oleh SKPD



F O R M A T  P P K - 3

KABUPATEN KARANGANYAR  
REG ISTER SPM -UP/SPM -GU/SPM -TU/SPM -LS  

S K P D : .......................

Halaman: ............
No.
Urut

Tanggal 
dan Nom or 

Surat 
Penolakan

Nom or SPP

Uraian

Jum lah SPM  (Rol

UP GU TU
LS

UP GU TU
LS

Gaji Barang 
& Jasa

Gaji Barang & 
Jasa

1 2 3 4 5

-

Jumlah

tanggal...............................
Mengetahui,
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran PPK-SKPD

{tanda tangan) (tanda tangan)

(nama lenakap) (nama lengkap)
NIP. ...NIP.

Cara pengisian :
1. Kolom 1 diisi dengan Nomor Urut SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS (Gaji, Barang dan Jasa)
2. Kolom 2 diisi dengan Tanggal diajukannya SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS (Gaji, Barang dan Jasa)
3. Kolom 3 diisi dengan Nomor SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS (Gaji, Barang dan Jasa) yang diajukan
4. Kolom 4 diisi dengan uraian SPM yang diajukan SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS (Gaji, Barang dan 

Jasa)
5. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS (Gaji, Barang dan Jasa)



FORMAT PPK-4

KABUPATEN KARANGANYAR 
S K P D .........

SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SPM

..........................2 0 ....
Kepada Yth. 
Bendahara / PPTK .

di -

Nomor :  ...................................
Lampiran : ................................
Perihal : Pengembalian SPP

Bersama ini terlampir Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan/Ganti
Uang/Tambahan Uang dan Langsung (SPP -  UP/GU/TU/LS ) Saudara Nomor: ..............  tanggal
............200....Dikembalikan karena tidak memenuhi syarat untuk diproses.
Adapun kekurangannya sebagai berikut:
1.................................................................................................. ............................................ .............

2.

3.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

............... tanggal..............

Pengguna Anggaran/ 
Kuasa Pengguna Anggaran

(tanda tangan)

lnama lengkap) 
NIP.



F O R M A T  P P K - 5

KABUPATEN KARANGANYAR . ..
REGISTER SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SPM 

SKPD : ... .... ....
Halaman : ..... : .....

No.
Urut

Tanggal

Nomor SPP

Uraian

Jumlah SPP (Rp)

UP GU TU
LS

UP GU t u

LS
Gaji Barang 

& Jasa
Gaji Barang 

& Jasa
1 2 3 4 5

.

■ -

Jumlah

. - . W - . - t a n g g a l ...................

Mengetahui,

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran PPK-SKPD

(tanda tangan) (tanda tangan)

(nama lengkap) 
NIP.

Cara pengisian:

1. Kolom 1 diisi dengan Nomor Urut SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS (Gaji, Barang dan Jasa) yang 
ditolak diterbitkannya SPM

2. Kolom 2 diisi dengan Tanggal dan nomor surat penolakan penerbitan SPM
3. Kolom 3 diisi dengan Nomor SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS (Gaji, Barang dan Jasa) yang ditolak 

diterbitkannya SPM
4. Kolom 4 diisi dengan uraian SPP yang ditolak diterbitkannya SPM.
5. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS (Gaji, Barang dan Jasa) yang 

ditolak diterbitkannya SPM

(nama lengkap) 
NIP.



FORMAT PPK-6

K A B U P A T E N  K A R A N G A N Y A R

R E G I S T E R  P E N E R I M A A N  L A P O R A N  P E R T A N G G U N G J A W A B A N

P E N E R I M A A N  ( S P J )

No. Urut Tanggal Uraian Jum lah SPJ 

(RP-) Uraian

1 2 3 4 5

---------------------------- — ■ __________

Mengetahui,
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

.......... tanggal

PPKD

(tanda tangan) (tanda tangan)

(nama lenokap) 
NIP.

(nama lengkapi 
NIP.



FORMAT PPK-7

KABUPATEN KARANGANYAR
REGISTER PENGESAHAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

; PENERIMAAN (SPJ)

No. Urut Tanggal Uraian
Jum lah SPJ 

______( R p )
Uraian

1 2 3 4 5

Mengetahui,
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

................. .tanggal

PPKD-SKPD

(tanda tangan) (tanda tangan)

(nama lengkap) (nama lengkap)
NIP. NIP.



FORMAT PPK-8

KABUPATEN KARANGANYAR  
SKPD .............

SURAT PENOLAKAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAW ABAN PENERIMAAN (SPJ)

, Tanggal

Nomor
Lampiran
Perihal

.......  Kepada Yth.

......... B en d ah ara  P en erim aan
: Penolakan SPJ ........................

Di

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap SPJ Saudara pada periode ... .....tanggal

1. .
....... bulan..........tahun..........ditemukan kesalahan sebagai berikut:

2. .
3. .
4. .

Sehubungan dengan hai tersebut, pertanggungjawaban Saudara sebesar Rp.

pada tanggal .............bulan...............  tahun ..............(bulan SPJ) tidak dapat disahkan untuk
dicatat sebagai saldo tanggal .....................bulan ....................Tahun........................................

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Mengetahui, 
Pengguna Anggaran / 

Kuasa Pengguna Anggaran

(tanda tangan)

(nama lengkap) 
NIP.

Tembusan:
1. Kepala PPKD.
2. Inspektur Kab. Karanganyar.



FORMAT PPK-9

KABUPATEN KARANGANYAR
REGISTER PENOLAKAN

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN (SPJ)
Halaman: ................

No. Urut Tanggal & Nomor Uraian
Jum lah SPJ

_______ (R p -)
Keterangan

1 2 3 4 5

i
Jum lah

.................... tanggal
Mengetahui,
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran PPK-SKPD

(tanda tangan) (tanda tangan)

(nama lenakap') (nama lengkapi
NIP. NIP.

Cara Pengisian:
1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut.
2. Kolom 2 diisi dengan tanggal dan nomor surat penolakan SPJ.
3. Kolom 3 diisi dengan uraian alas an penolakan SPJ.
4. Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah SPJ yang ditolak.
5. Kolom 5 diisi dengan penjelasan yang diperlukan.



FORMAT PPK-10

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
JURNAL PENERIMAAN KAS Halaman:

T g l. N o . B u kti K o d e  R e ken in g U ra ian D e b it K red it

1 2 3 4 5 6

Cara Pengisian:

1. Kolom (1) Tanggai, diisi dengan tanggal transaksi atau kejadian keuangan
2. Kolom (2) Nomor Bukti, diisi dengan nomor bukti transaksi
3. Kolom (3) Kode Rekening, diisi dengan kode rekening obyek 

sesuai dengan penggolongan transaksi atau kejadian yang dicatat
4. Kolom (4) Uraian, diisi dengan nama rekening yang sesuai dengan kode rekening kolom(3)
5. Kolom (5) Debit, diisi dengan jumlah rupiah yang didebit
6. Kolom (6) Kredit, diisi dengan jumlah rupiah rekening yang di kredit



FORMAT PPK-11

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
JURNAL PENGELUARAN KAS Halaman:

T g l. No.
B ukti

K o d e  R eken in g U ra ian D e b it K re d it

1 2 3 4 5 6

Cara Pengisian:

1. Kolom (1) Tanggal, diisi dengan tanggal transaksi atau kejadian keuangan
2. Kolom (2) Nomor Bukti, diisi dengan nomor bukti transaksi
3. Kolom (3) Kode Rekening, diisi dengan kode rekening obyek

sesuai dengan penggolongan transaksi atau kejadian yang dicatat
4. Kolom (4) Uraian, diisi dengan nama rekening yang sesuai dengan kode rekening kolom(3)
5. Kolom (5) Debit, diisi dengan jumlah rupiah yang didebit
6. Kolom (6) Kredit, diisi dengan jumlah rupiah rekening yang di kredit



FORMAT PPK-12

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
JURNAL UMUM Halaman : .....

Tgl. No.
B u kti

K o d e  R e ken in g U ra ian D e b it K re d it

1 2 3 4 5 6

Cara Pengisian:

1. Kolom (1) Tanggal, diisi dengan tanggal transaksi atau kejadian keuangan
2. Kolom (2) Nomor Bukti, diisi dengan nomor bukti transaksi
3. Kolom (3) Kode Rekening, diisi dengan kode rekening obyek 

sesuai dengan penggolongan transaksi atau kejadian yang dicatat
4. Kolom (4) Uraian, diisi dengan nama rekening yang sesuai dengan kode rekening kolom(3)
5. Kolom (5) Debit, diisi dengan jumlah rupiah yang didebit
6. Kolom (6) Kredit, diisi dengan jumlah rupiah rekening yang di kredit



'v

FORMAT P P M  3

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR 
BUKU BESAR

S K P D  
K o d e  R ek  
Nama Halaman « •«•••

T an g g al U raian R e f D e b it K red it S a ldo
1 2 3 4 5 6

Cara Pengisian:

1. Kolom (1) Tanggal, diisi dengan tanggal transaksi atau kejadian keuangan
2. Kolom (2) Uraian diisi dengan uraian transaksi
3. Kolom (3) Ref, diisi dengan referensi asal data
4. Kolom (A) Debit, diisi dengan jumlah rupiah yang didebit
5. Kolom (5) Kredit, diisi dengan jumlah rupiah rekening yang di kredit
6. Kolom (6) Saldo, diisi dengan seiisih antara kolom Debit dengan Kredit



FORMAT PPK-14

K o d e  R e ken in g  O byek  
N am a O b yek

TGL NO
BUKTI

URAIAN

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BUKU BESAR PEMBANTU

Halaman :

Jumlah Rincian Obyek Rincian Obyek Rincian Obyek Rincian Obyek Rincian Obyek Rincian Obyek

10

Rincian Obyek

11

Rincian Obyek

12

Rincian Obyek

13

Rincian Obyek

14

Cara Pengisian:

2  k°!°™ Tanggal, diisi d?n.9f n tan99al transaksi atau kejadian keuangan
2. Kolom (2) Nomor bukti, diisi dengan nomor bukti transaksi
3. Kolom (3) Uraian, diisi dengan uraian transaksi
4. Kolom (4) Jum/ah, diisi dengan jumlah total rincian obyek
5. Kolom (5, dst), diisi dengan jumlah rupiah per rincian obyek



F O R M A T  P P K - 1 5

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR 

LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN 

PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA 

S K P D .....

TAHUN ANGGARAN................

Nomo 
r Urut

Uraian
Jumlah

Anggaran

Realisasi
Semester
Pertama

Sisa
Anggaran

s/d
Sem ester
Pertama

Prognosis Keterangan

1 2 3 4 5 6 7

1 PENDAPATAN

1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

PENDAPATAN ASU DAERAH
Pendapatan Pajak Daerah 
Pendapatan Retribusi Daerah 
Pendapatan Hasil Pengelolaan 
Kekayaan Daerah yang disahkan 
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 
yang Sah

1.2 
1.2.1 
1.2.1.1 
1.2.1.1 
1.2.15

15.1.3 
1.2.1.4 
1.2.2 
1.2.2.1 
1.2.2.2

PENDAPATAN TRANSFER
Transfer Pemerintah Pusat-Dana
Perimbangan
Dana Bagi Hasil Pajak
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak
(Sumber Daya Alam)
Dana Alokasi Umum 
Dana Alokasi Khusus 
Transfer Pemerintah Pusat-lainnya 
Dana Otonomi Khusus 
Dana Penyesuaian

1.3

1.3.1
1.3.2
1.3.3

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG 
SAH
Pendapatan Hibah 
Pendapatan Dana Darurat 
Pendapatan lainnya

Jumlah
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6 
2.1.7

BELANJA 
BELANJA OPERASI 
Belanja Pegawai 
Belanja Barang 
Belanja Bunga 
Belanja Subsidi 
Belanja Hibah 
Belanja Bantuan Sosial 
Belanja Bantuan Keuangan

2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6

BELANJA MODAL
Belanja Tanah 
Belanja Peralatan dan Mesin 
Belanja Gedung dan Bangunan 
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 
Belanja Aset Tetap lainnya 
Belanja Aset lainnva

-



Nomor
Urut

Uraian
Jumlah

Anggaran

Realisasi
Semester
Pertama

Sisa
Anggaran

s/d
Semester
Pertama

Prognosis Keterangan

1 2 3 4 5 6 7

2.3
2.3.1

BELANJA TIDAK TERDUGA 
Belania Tidak Terduqa

2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3

TRANSFER
Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota 
Bagi Hasil Retribusi ke 
Kabupaten/Kota
Bagi Hasil Pendapatan lainnya ke 
Kabuoaten/Kota

SurplusZ(Defisit)
3

3.1
3.1.1

3.1.2
3.1.3

3.1.4
3.1.5

3.1.6

PEMBIAYAAN

PENERIMAAN DAERAH 
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan 
Anggaran (SILPA)
Pencairan Dana Cadangan
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah
yang dipisahkan
Penerimaan Pinjaman Daerah
Penerimaan kembali Pemberian
Pinjaman Daerah
Penerimaan Piutang Daerah

•

Jumlah

3.2

3.2.1
3.2.2

3.2.3
3.2.4

PENGELUARAN DAERAH

Pembentukan Dana Cadangan 
Penyertaan Modal (Investasi) 
Pemerintah Daerah 
Pembayaran Pokok Utang 
Pemberian Pinjaman Daerah

Jumlah

Pembiayaan Neto

3.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 
(SILPA)

........ tanggai...........

Pengguna Anggaran

(nama lengkap) 
NIP.



F O R M A T  P P K - 1 6

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

S K P D ..............................................

TAHUN ANGGARAN................

(dalam rupiah)

Nomor

Urut
Uraian

Anggaran

Setelah

Perubahan

Realisasi
Lebih/

(Kurang)

1 2 3 4 5

1

1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3

1.1.4

1.2 
1.2.1 
1.2.1.1 
1.2.1.2
1.2.1.3
1.2.1.4

1.2.2 
1.2.2.1 
1.2.2.2

1.3 
1.3.1 
1.3..2
1.3.3

PENDAPATAN 
PENDAPATAN ASLI 
DAERAH
Pendapatan Pajak Daerah 
Pendapatan Retribusi Daerah 
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan 
Daerah yang dipisahkan 
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

PENDAPATAN TRANSFER
Transfer Pemerintah Pusat-Dana
Perimbangan
Dana Bagi Hasil Pajak
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus

Transfer Pemerintah PusaMainnya 
Dana Otonomi Khusus 
Dana Penyesuaian

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
Pendapatan Hibah 
Pendapatan Dana Darurat 
Pendaoatan Lainnya
Jumlah

2

2.1
2.1.1
2.1.2 -
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6 
2.1.7

2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6

BELANJA 
BELANJA OPERASI
Belanja Pegawai 
Belanja Barang 
Belanja Bunga 
Belanja Subsidi 
Belanja Hibah 
Belanja Bantuan Sosial 
Belanja Bantuan Keuangan

BELANJA MODAL
Belanja Tanah 
Belanja Peralatan dan Mesin 
Belanja Gedung dan Bangunan 
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 
Belanja Aset Tetap lainnya 
Belania Aset lainnya



F O R M A T P P K - 1 7

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
NERACA

SKPD................................. ..........
Per 31 Desember Tahun n dan Tahun n-1

__________________ f dalam rupiah)

Uraian
Jumlah Kenaikan (Penurunan

Tahun n Tahun n -1 Jumlah %

1 2 3 4 5

A S E T
A S E T  L A N C A R
Kas
Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di Bendahara Pengeluaran
Piutang
Piutang Pajak
Piutang Retribusi
Piutang lain-lain
Persediaan

i

E
i

I

i

i

Jumlah

A S E T  T E T A P

Tanah
Tanah
Peralatan dan Mesin 
Alat-alat Berat 
Alat-alat Angkut 
Alat Bengkel
Alat Pertanian dan Peternakan 
Alat-alat Kantor dan rumah Tangga 
Alat Studio dan Alat Komunikasi 
Alat Ukur
Alat-alat kedokteran 
Alat Laboratorium 
Alat Keamanan 
Gedung dan Bangunan 
Bangunan Gedung 
Bangunan Monumen 
Jalan, Irigasi dan jaringan 
Jalan dan Jembatan 
Bangunan Air (Irigasi)
Instalasi
Jaringan
Asset Tetap lainnya 
Buku dan Perpustakaan 
Barang Bercorak 
Kesenian/Kebudayaan 
Hewan/Temak dan Tumbuhan 
Kontruksi Dalam Pengerjaan 
Kontruksi Dalam Pengenaan

Jumlah

A S E T  L A IN N Y A

Tagihan Penjualan Angsuran 
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian 
Daerah
Kemitraan dengan Pihak Ketiga 
Asset Tak Berwujud 
Aset Lain-lain

Jumlah

JUMLAH ASET



Uraian
Jumlah Kenaikan (Penurunan

Tahun n Tahun n - 1 Jumlah %

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Perhitungan Pihak Ketiga 
Uang Muka dari Kas Daerah 
Pendapatan Diterima 
Dimuka/Pendapatan yang 
ditangguhkan
Uanq Jangka Pendek lainnya

Jumlah

EKUITAS DANA 
EKUITAS DANA LANCAR
Cadangan Piutang 
Cadangan Persediaan 
Uang Muka dari Kas Daerah

Jumlah

EKUITAS DAN INVESTASI
Diinvestasikan dalam Aset Tetap 
Diinvestasikan dalam Aset lainnya
Jumlah

R/K PEMPROV

JUMLAH KEWAJIBAN DAN 
EKUITAS DANA

....... , tanggal..........

Pengguna Anggaran

fnama lenakah 
NIP.



F O R M A T  P P K - 1 8

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 

SKPD...........

Bab I Pendahuluan
: 1.1. Maksud dan tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1.3. Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja 

APBD SKPD.
2.1. Ekonomi Makro

2.2. Kebijakan Keuangan

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab Ifl Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah 

ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi
4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

4.3. Basis pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 

SKPD

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada 

dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD
5.1. Rincian penjelasan masing-masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan SKPD

5.1.1. Pendapatan

5.1.2. Belanja



Bab VI

5.1.3. Pembiayaan (Khusus untuk SKPKD)

5.1.4. Aset

5.1.5. Kewajiban

5.1.6. Ekuitas dana

5.2. Pengungkapan atas Pos-Pos Aset dan Kewajiban yang timbul 

sehubungan dengan penerapan Basis Akrual atas Pendapatan dan 

Belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan Basis Kas, untuk Entitas 

Akuntansi/Entitas pelaporan yang menggunakan Basis Akrual pada 

SKPD.

Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD

Bab Vli Penutup.



KODE REKENING URAIAN

1 2
1 2 2 04 Investasi dalam Surat Utang Negara
1 2 2 04 01 Investasi dalam Surat Utang Negara............................
1 ? 2 04 02 Dst...............................

1 2 2 05 Investasi Non Permanen lainnya
1 2 2 05 01 Investasi Non Permanen lainnya........... ..............
1 2 2 05 02 Dst.................................

1 2 2 Investasi Permanen
1 2 2 01 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
1 2 2 01 01 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah......................
1 2 2 01 02 Dst.................................

1 2 2 02 Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan
1 2 2 02 01 Penyertaan Modal dalam Proyek Pembanqunan..................
1 2 2 02 02 Dst....................................

1 2 2 03 Penyertaan Modal Perusahaan Patungan
1 2 2 03 01 Penyertaan Modal Perusahaan Patunqan...................
1 2 2 03 02 Dst.................................

1 2 2 04 Investasi Permanen Lainnya
1 2 2 04 01 Investasi Permanen Lainnya..................................
1 2 2 04 02 Dst..................................

1 3 ASET TETAP

1 3 1 01 TANAH
1 3 1 01 Tanah Kantor
1 3 1 01 01 Tanah Kantor.....................
1 3 1 01 02 Dst............

1 3 1 02 Tanah Sarana Kesehatan Rumah Sakit
1 3 1 02 01 Tanah Sarana Kesehatan Rumah Sakit.......................
1 3 1 02 02 Dst...............

1 3 1 03 Tanah Sarana Kesehatan Puskesmas
1 3 1 03 01 Tanah Sarana Kesehatan Puskesmas.........................
1 3 1 03 02 Dst..............

1 3 1 04 Tanah Sarana Kesehatan Poliklinik
1 3 1 04 01 Tanah Sarana Kesehatan Poliklinik............................
1 3 1 04 02 Dst.................

1 3 1 05 Tanah Sarana Pendidikan Taman Kanak-Kanak
1 3 1 05 01 Tanah Sarana Pendidikan Taman Kanak-Kanak.....................
1 3 1 05 02 Dst..............

1 3 1 06 Tanah Sarana Pendidikan Sekolah Dasar
1 3 1 06 01 Tanah Sarana Pendidikan Sekolah Dasar.....................
1 3 1 06 02 Dst...............

1 3 1 07 Tanah Sarana Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan
1 3 1 07 01 Tanah Sarana Pendidikan Menenqah Umum dan Keiuruan...............
1 3 1 07 02 Dst...............

1 3 1 08 Tanah Sarana Pendidikan Menengah Lanjutan dan Kejuruan
1 3 1 08 01 Tanah Sarana Pendidikan Menenqah Lanjutan dan Keiuruan............
1 3 1 08 02 Dst...............

1 3 1 09 Tanah Sarana Pendidikan Luar Biasa/Khusus
1 3 1 09 01 Tanah Sarana Pendidikan Luar Biasa............
1 3 1 09 02 Tanah Sarana Pendidikan Luar Khusus............
1 3 1 09 03 Dst................

1 3 1 10 Tanah Sarana Pendidikan Pelatihan dan Khusus
1 3 1 10 01 Tanah Sarana Pendidikan Pelatihan.............
1 3 1 10 02 Tanah Sarana Pendidikan Khusus...............
1 3 1 10 03 Dst..............



KODE
REKENING

URAIAN

1 2
1 3 1 11 Tanah Sarana Sosiaf Panti Asuhan
1 3 1 11 01 Tanah Sarana Sosial Panti Asuhan..................
1 3 1 11 02 Dst....... .......

1 3 1 12 Tanah Sarana Sosial Panti Jompo
1 3 1 1? 01 Tanah Sarana Sosial Panti Jompo...............
1 3 1 12 02 Dst..............

1 3 1 13 Tanah Sarana Umum Terminal
1 3 1 13 01 Tanah Sarana Umum Terminal................
1 3 1 13 02 Dst..............

1 3 1 14 Tanah Sarana Umum Dermaga
1 3 1 14 01 Tanah Sarana Umum Dermaga.................
1 3 1 14 02 Dst................

1 3 1 15 Tanah Sarana Umum Lapanqan Terbang Perintis
1 3 1 15 01 Tanah Sarana Umum Lapangan Terbang Perintis.............
1 3 1 15 02 Dst..............

1 3 1 16 Tanah Sarana Umum Rumah Potong Hewan
1 3 1 16 01 Tanah Sarana Umum Rumah Potong Hewan.............
1 3 1 16 02 Dst...............

1 3 1 17 Tanah Sarana Umum Tempat Pelelangan Ikan
1 3 1 17 01 Tanah Sarana Umum Tempat Pelelangan Ikan................
1 3 1 17 02 Dst.................

1 3 1 18 Tanah Sarana Umum Pasar
1 3 1 18 01 Tanah Sarana Umum Pasar..............
1 3 1 18 02 Dst.................

1 3 1 19 Tanah Sarana Umum Tempat Pembuangan Air Sampah
1 3 1 19 01 Tanah Sarana Umum Tempat Pembuangan Air Sampah...............
1 3 1 19 02 Dst............ .

1 3 1 20 Tanah Sarana Umum Taman
1 3 1 20 01 Tanah Sarana Umum Taman............
1 3 1 20 02 Dst................

-

1 3 1 21 Tanah Sarana Umum Pusat Hiburan Rakyat
1 3 1 21 01 Tanah Sarana Umum Pusat Hiburan Rakyat
1 3 1 21 02 Dst...............

1 3 1 22 Tanah Sarana Umum Ibadah
1 3 1 22 01 Tanah Sarana Umum Ibadah......
1 3 1 22 02 Dst................

1 3 1 23 Tanah Sarana Stadion Olah Raga
1 3 1 23 01 Tanah Sarana Stadion Olah Raga..............
1 3 1 23 02 Dst....... .........

1 3 1 24 Tanah Perumahan
1 3 1 24 01 Tanah Perumahan........
1 3 1 24 02 Dst...............

1 3 1 25 Tanah Pertanian
1 3 1 25 01 Tanah Pertanian...........
1 3 1 25 02 Dst...............

1 3 1 26 Tanah Perkebunan
1 3 1 26 01 Tanah Perkebunan...........
1 3 1 26 02 Dst................

1 3 1 27 Tanah Perikanan
1 3 1 27 01 Tanah Perikanan.............
1 3 1 27 02 Dst...............



PENJELASAN ISI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Babi Pendahuluan

1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
Memuat penjelasan mengenai maksud dan tujuan Penyusunan Laporan 
Keuangan SKPD.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Memuat penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan yang 
berlaku sebagai Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 
SKPD.

1.3. Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan SKPD
Memuat penjelasan mengenai Sistematika isi catatan atas Laporan 
Keuangan SKPD.

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja 
; APBD SKPD.

2.1. EkonomiMakro
Memuat penjelasan mengenai asumsi Makro Ekonomi yang mendasari 
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD. Informasi yang disajikan 
memuat tentang posisi dan kondisi Ekonomi Makro periode berjalan 
dibandingkan dengan periode sebelumnya, dibandingkan dengan 
Anggaran pertama kali dan penjelasan-penjelasan atas Perubahan 
Anggaran yang dilakukan pada SKPD.

2.2. Kebijakan Keuangan
Memuat penjelasan mengenai Kebijakan Keuangan dalam Penyusunan 
Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Daerah SKPD. Informasi yang 
disajikan memuat tentang posisi dan kondisi Keuangan periode berjalan 
dibandingkan dengan periode sebelumnya, dibandingkan dengan 
Anggaran sehubungan dengan Realisasi Anggaran OPD.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
Memuat penjelasan mengenai Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD 
SKPD, berupa Indikator Program dan Kegiatan SKPD yang dilaksanakan 
pada tahun pelaporan. Indikator Pencapaian Target Kinerja menyajikan 
Informasi tentang Pencapaian Efektifitas dan Efisiensi Program dan 
Kegiatan yang dilaksanakan SKPD.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

; 3.1. Iktisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
Memuat ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja APBD pada SKPD, 
berupa Realisasi Pencapaian Efektifitas dan Efisiensi Program dan 
kegiatan yang dilaksanakan SKPD.

3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target 
yang telah ditetapkan
Memuat hambatan dan kendala yang dihadapi dalam Pencapaian Target 
Kinerja yang telah ditetapkan pada SKPD, baik kendala dan hambatan 
yang bersifat dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan 
( fo rc e  m a je u t)



Bab IV Kebijakan Akuntansi

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.
Memuat informasi tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan 
Keuangan daerah SKPD.

4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan 
Keuangan SKPD
Memuat informasi tentang Basis Akuntansi yang mendasari 
Penyusunan Laporan Keuangan Daerah SKPD.

4.3. Basis pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan 
Keuangan SKPD
Memuat informasi tentang basis pengukuran atas Penyusunan Pos-Pos 
Laporan Keuangan Daerah SKPD.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan 
yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.
Memuat informasi tentang Kebijakan Akuntansi yang telah diterapkan 
dan Kebijakan Akuntansi yang belum diterapkan sesuai dengan 
ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan dalam 
Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan SKPD.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD

5.1. Rincian dan penjelasan masing-masing Pos-Pos Pelaporan 
Keuangan SKPD

5.1.1. Pendapatan
Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan pos pendapatan ;
a. Pendapatan Asli Daerah
b. Dana Perimbangan (Khusus untuk SKPKD)
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah (Khusus untuk SKPKD)

5.1.2. Belanja

Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan Pos Belanja :
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal
d. Belanja Bunga (Khusus untuk SKPKD)
e. Belanja Subsidi (Khusus untuk SKPKD)
f. Belanja Hibah (Khusus untuk SKPKD)
g. Belanja Sosial (Khusus untuk SKPKD)
h. Belanja Bagi Hasil (Khusus untuk SKPKD)
i. Belanja tidak terduga (Khusus untuk SKPKD)

5.1.3. Pembiayaan (Khusus untuk SKPKD)

5.1.4. Aset

Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan Pos A set:
a. Aset Lancar
b. Investasi Jangka Panjang (Khusus untuk SKPKD)
c. Aset Tetap
d. Dana Cadangan (Khusus untuk SKPKD)
e. Aset Lain-lain



5.1.5. Kewajiban

Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan Pos Kewajiban ;
a. Kewajiban Janaka Pendek
b. Kewajiban Jangka Panjang (Khusus SKPKD)

5.1.6. Ekuitas dana

Memuat informasi tetang rincian dan penjelasan Pos Ekuitas Dana;
a. Ekuitas Dana Lancar
b. Ekuitas Dana Investasi
c. Ekuitas Dana Cadangan (Khusus untuk SKPKD)

5.2. Pengungkapan atas Pos-Pos Aset dan Kewajiban yang timbul 
sehubungan dengan penerapan basis akrual atas Pendapatan dan 
Belanja dan Rekonsiliasinya dengan penerapan basis Kas, Untuk 
Entitas Pelaporan yang menggunakan Basis Akrual.

Memuat informasi tentang kebijakan Akuntansi yang diharuskan oleh 
pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengungkapan atas Pos- 
Pos Aset dan Kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan 
Basis Akrual atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan 
penerapan Basis Kas, untuk Entitas Pelaporan yang menggunakan 
Basis Akrual. Rekonsiliasi ditujukan untuk menyajikan hubungan antara 
Laporan Kinerja Keuangan dengan Laporan Realisasi Anggaran. 
Laporan Rekonsiliasi dimulai dengan penambahan atau pengurangan 
Ekuitas yang berasal dari Laporan Kinerja yang disusun berdasarkan 
Basis Akrual.

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan SKPD

Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian 
manapun dari laporan keuangan, yaitu ;
a. Domisili dan bentuk Hukum suatu entitas serta juridiksi tempat entitas 

tersebut berada.
b. Penjelasan mengenai sifat operasi entitas kegiatan pokoknya.

; c. Ketentuan perundang-undangan yang menjadi kegiatan operasionalnya.
d. Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan.
e. Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen 

baru.
f. Komitmen atau kontijensi yang tidak dapat disajikan pada neraca.
g. Penggabungan atau pemekaran entitas pada tahun berjalan.
h. Kejadian yang mempunyai dampak social, misalnya adanya pemogokan 

yang harus ditanggung pemerintah.

Bab VII Penutup.
; Memuat uraian penutup yang dapat berupa simpulan-simpulan penting tentang 

laporan keuangan.

........... , tanggal.........
Pengguna Anggaran

( Tanda tangan )

( Nama lengkap ) 
NIP.
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PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan SKPD ..........  Kabupaten Karanganyar yang terdiri dari

(a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Catatan atas Laporan Keuangan 

Tahun Anggaran..........sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian 

intem yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, 

posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan 

Standar Akuntansi Pemerintahan.

Karanganyar, tanggal..........20...

Pengguna Anggaran/Kuasa

(tanda tangan)

(nama lengkap) 

NIP.
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FORMAT PENGANTAR SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)

KABUPATEN KARANGANYAR 
SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)

NOMOR:....... ................................................

Uang Persediaan Ganti Uang Persediaan Ganti Uang Persediaan Pembayaran Langsung

[1]SPM-UPd [2) SPM-GU □ [31SPM-TU □
Kode

1.
2.
3.
4.

SKPD1) 
Unit Kena2) 
Alamat ̂  
No. DPA-

(...)
(...)
(..--)
(...)

7.
8.
9.

Urusan Pemerintahan 
Nama Program S) 
Nama Kegiatan10).

[4] SPM-LS □  
Kode

.....  (...)

.....  (...)
.....  (...)

5.
SKPD/DPPA- 
SKPD/DPAL-SKPD 4) (...... •)

6.

Tanggal DPA- 
SKPD/DPPA- 
SKPD/DPAL-SKPD 5) 
Bulan7)

( .......•)



Kepada Yth.

Kepala Badan Keuangan Daerah

Cq. Kabid Perbendaharaan dan Kas Daerah

di-

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor ........... Tahun ...........

tentang Penjabaran APBD, bersama ini kami mengajukan Surat Perintah Membayar sebagai berikut:

f. Jumlah Pembayaran yang diminta 11) ...........................................................

g. Untuk Keperluan 12) (terbilang..... .............................)

h. Nama Bendahara Pengeluaran/Pihak Ketiga13) ...........................................................

i. A lam at14) ...........................................................

j. No. Rekening Bank15) ..........................................................

, tanggal

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

(Tanda tangan)

(nama lengkapi 

NIP.

JULIYATMONO
Telah Dikoordinasikan dengan

No Pejabat Paraf
1 Asisten Administrasi Sekda /  i
2 Kepala BKD
3 Kepala Bidang Perbendaharaan dan 

Kas Daerah / /

7


	bf4a60d4fe739370e5df9685356cd762eaf757dd02a4604c3589d37057034b9c.pdf
	da0bb9bd4d60c0c85d3348825a7a8679cf8c966126a5be495900d55d8a5c8b86.pdf
	bf4a60d4fe739370e5df9685356cd762eaf757dd02a4604c3589d37057034b9c.pdf

